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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1    LATAR BELAKANG 
 

Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilaksanakan 

dalam kurun waktu tahun 2003 - 2007 telah memberikan hasil yang positif 

bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian berdasarkan evaluasi yang 

telah dilakukan ternyata masih banyak permasalahan yang belum dapat 

diselesaikan. 

Permasalahan tersebut antara lain  pemantapan pemahaman dan 

pengamalan keagamaan, aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, 

aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, penanganan 

kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan, ketersediaan dan 

kualitas infrastruktur wilayah, kesiagaan penanganan bencana alam, 

pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pelayanan 

publik belum optimal, dan apresiasi dan pengembangan budaya daerah. 

Oleh karena itu tantangan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tidak 

hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi juga 

adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Upaya penanganannya 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendekatan sektoral dan 

kewilayahan serta melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku 

kepentingan di Kabupaten Cirebon.  

Dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi 

segenap potensi daerah dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang 

dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam 

memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon 

dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Rencana pembangunan tersebut 

diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-



  I-2 

 

  RPJMD Kabupaten Cirebon 2009-2014 

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun RPJMD Kabupaten Cirebon 

berpedoman kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 

2008 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 dan 

memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 

2004-2009. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan 

daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2009-2014 juga 

memperhatikan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2005-2009. RPJMD 

Kabupaten Cirebon tahun 2009-2014 merupakan penjabaran dari visi dan 

misi bupati dan wakil bupati terpilih yang dijanjikan pada saat kampanye 

calon bupati dan wakil bupati. Visi dan misi bupati dan wakil bupati 

merupakan komitmen politik yang lahir atas dasar keprihatinan bupati dan 

wakil bupati terhadap berbagai masalah yang terjadi di masyarakat 

Kabupaten Cirebon.  

Visi dan misi bupati dan wakil bupati periode 2008-2013 ingin 

mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon beriman, sehat, cerdas dan 

sejahtera. Visi dan misi tersebut terintegrasi, holistik, dan multi sektoral 

yang perlu dijabarkan dalam strategi pembangunan daerah berupa 

kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan 

pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.  

 
 
1.2    MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi 

pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-

cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. 

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon adalah : 

1. Menetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan daerah jangka 

menengah; 
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2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) OPD, dan 

pengelolaan keuangan dan barang daerah; 

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis 

dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi 

dan kabupaten serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan. 

 
 
1.3    LANDASAN HUKUM 
 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 

berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 

1950) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
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Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4548); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4700); 

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4723); 

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4725);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4663); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4664); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4815); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 

20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4725); 

26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-

2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 

tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan 

Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor  Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor  

Seri    ); 
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30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk 

Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 

 
 

1.4  SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Cirebon tahun 2009-2014 disusun berdasarkan sistematika 

sebagai berikut : 

 
BAB I  : PENDAHULUAN 

 
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, 

sistematika penyusunan, dan proses penyusunan RPJMD 

Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014. 

 
BAB II  : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH 

 
Memuat kondisi umum dan evaluasi pembangunan daerah 

sampai dengan awal penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon 

Tahun 2009-2014 dalam setiap sektor pembangunan, 

permasalahan dan isu strategis dan skenario serta asumsi 

pembangunan daerah 2009-2014. 

 
BAB III : VISI DAN MISI 

 
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk 

kurun waktu lima tahun kedepan, keterkaitan visi-misi dengan 

urusan wajib dan pilihan dan indikator kinerja pembangunan. 

 
 

BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 
 

Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah, 

program pembangunan daerah dan program janji bupati. 
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BAB V : PENDANAAN DAERAH 
 

Menjelaskan kebijakan keuangan daerah yang meliputi 

kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 

pengelolaan barang daerah selama lima tahun kedepan. 

 
BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN 

 
Menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan 

 
BAB VII : PENUTUP 
 
 

1.5   PROSES PENYUSUNAN 
 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2009-2014 berdasarkan pada 

beberapa pendekatan sebagai berikut: 

 
A. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala 

daerah adalah pemilihan program-program pembangunan yang 

akan dilaksanakan oleh calon kepala daerah apabila terpilih 

menjadi kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan 

adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang 

ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD; 

 
B. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan 

metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara 

fungsional bertugas untuk itu; 

 
C. Partisipatif, pendekatan ini  dilaksanakan dengan 

mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) 

terhadap pembangunan. Pengikutsertaan ini merupakan wahana 

partisipasi dan aspirasi masyarakat guna menumbuhkan rasa 

memiliki daerah dan motivasi konstruktif terhadap kegiatan 

pembangunan; 
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D. Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up), 

pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut 

jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan 

bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang 

dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan, dan desa /kelurahan.  

 
RPJMD Kabupaten Cirebon  Tahun 2009-2014 disusun 

menggunakan pendekatan-pendekatan di atas melalui berbagai tahapan 

dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan dari pihak pemerintah daerah, dunia usaha, 

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat 

dengan mengedepankan proses identifikasi, perumusan, analisis, 

proyeksi dan evaluasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang 

berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Tahapan 

proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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BAB II 
 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
 
 
2.1  KONDISI UMUM 
 
2.1.1  Kondisi Geografis Daerah 

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di wilayah 

Provinsi Jawa Barat dibagian Timur sekaligus sebagai pintu gerbang 

Provinsi Jawa Barat. Daerah ini mempunyai posisi sangat strategis 

sebagai bagian dari jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Daerah ini memiliki 

luas wilayah 990,36 Km2 .  

1. Letak Wilayah 

Kabupaten Cirebon terletak diantara 06o30’ sampai dengan 07o 00’ 

Lintang Selatan (LS) dan diantara 108o20’ sampai dengan 108o50’ Bujur 

Timur (BT). Jarak terjauh dari arah Barat ke Timur sepanjang 54 Km dan 

Utara ke Selatan sepanjang 39 km. Adapun batas administrasi sebagai 

berikut : 

Sebelah Utara   :  Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa 

Sebelah Selatan :  Kabupaten Kuningan 

Sebelah Barat  :  Kabupaten Majalengka 

Sebelah Timur     :  Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa Tengah) 

                              

2. Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan 

a. Administrasi Pemerintahan 

Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 

kelurahan. 

b. Administrasi Pembangunan  

Berdasarkan Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2005 Tentang 

RTRW Kabupaten Cirebon, Pusat Pelayanan di daerah dibentuk dalam 4 

hirarki, yaitu : 
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 Pusat Wilayah Pengembangan adalah Sumber sebagai pusat 

pelayanan bagi Wilayah daerah. 

 Pusat Sub Wilayah Pengembangan adalah Ciledug, Lemahabang, 

Sumber, Palimanan, dan Arjawinangun sebagai pusat pelayanan 

bagi kecamatan lain dalam Sub Wilayah Pengembangan. 

 Penunjang Pusat Sub Wilayah Pengembangan adalah Losari, 

Astanajapura, Weru, Klangenan, dan Gegesik sebagai pusat 

pelayanan bagi kecamatan lain dalam Sub Wilayah 

Pengembangan.  

 Pusat Pengembangan Kecamatan adalah Kecamatan Waled, 

Pabedilan, Babakan, Gebang, Karang Sembung, Susukan Lebak, 

Sedong, Beber, Mundu, Pangenan, Cirebon Selatan, Cirebon 

Utara, Dukupuntang, Depok, Plumbon, Ciwaringin, Susukan, 

Kaliwedi, Panguragan, Kapetakan, Kedawung, Tengahtani, 

Gempol, Karang Wareng, Plered, Pabuaran dan Pasaleman 

sebagai pusat pelayanan bagi desa-desa dalam lingkup 

kecamatan. 

3. Keadaan Klimatologi 

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson keadaan iklim di 

Kabupaten Cirebon termasuk tipe B/C (Q=56,06%). Tipe ini memiliki rata-

rata bulan kering 3,7 dan rata-rata bulan basah 6,6. Tipe ini termasuk 

golongan daerah beriklim sedang-hujan dengan curah hujan rata-rata 

1.500 – 4.000 mm pertahun.  

Suhu tertinggi mencapai 33˚C dan suhu terendah sekitar 24˚C 

dengan suhu rata-rata 28˚C. Kisaran suhu sebesar itu dikategorikan 

sebagai daerah tropis. Wilayah Cirebon juga dipengaruhi oleh Angin 

Kumbang yang bersifat kering. 

4. Keadaan Hidrologi 

Sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Cirebon berasal dari air 

permukaan dan air bawah tanah. Sumber air permukaan berasal dari 
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beberapa sungai besar seperti : Sungai Cisanggarung, Sungai 

Ciwaringin, Sungai Cimanis, Sungai Cipager, Sungai Kumpul Kuista dan 

Sungai Jamblang. Selain itu terdapat sungai-sungai kecil yang 

merupakan anak sungai dari sungai-sungai besar yang berhulu di bagian 

Selatan. Sungai-sungai besar yang ada membentuk Daerah Aliran Sungai 

(DAS) yaitu DAS Cisanggarung dan DAS Cimanuk Hilir. 

5.     Keadaan Topografi 

Wilayah Kabupaten Cirebon dibagian Utara memiliki ketinggian 

antara 0-25 meter diatas permukaan air laut (dpl) dengan luas 64.636 Ha. 

Sedangkan dibagian Selatan mempunyai ketinggian antara 25-200 meter 

dpl dengan luas wilayah 82.871,6 Ha. 

Sedangkan berdasarkan kemiringannya wilayah Kabupaten 

Cirebon dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu : 

1) Daerah datar. Daerah ini memiliki kemiringan tanah antara 0% - 

3% dengan luas 77.670 Ha atau 78,43% dari luas wilayah 

kabupaten. 

2) Daerah landai I. Daerah ini memiliki kemiringan antara 3% - 8% 

dengan luas 5.500 Ha atau 5,55% dari luas wilayah kabupaten. 

3) Daerah Landai II. Daerah ini memiliki kemiringan antara 8% - 15% 

dengan luas 4.000 Ha atau 4,04% dari luas wilayah kabupaten. 

4) Daerah Miring I. Daerah ini memiliki kemiringan antara 15% - 25% 

dengan luas 5.800 Ha atau 5,86% dari luas wilayah kabupaten. 

5) Daerah Miring II. Daerah ini memiliki kemiringan antara 25% - 40% 

dengan luas 4.200 Ha atau 4,24 % dari luas wilayah kabupaten. 

6) Daerah Terjal. Daerah ini memiliki kemiringan diatas 40% dengan 

luas 1.866 Ha atau 1,88% dari luas wilayah kabupaten. 

2.1.2 Gambaran Umum Demografis 

Secara demografis wilayah Kabupaten Cirebon memiliki penduduk 

hingga akhir Tahun 2007 sebanyak 2.143.545 jiwa dengan rincian 
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penduduk laki-laki sebanyak 1.081.067 jiwa dan perempuan sebanyak 

1.062.478 jiwa. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.164 

jiwa/km2 (Suseda 2007). 

 

2.2   EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN 2003 – 2007 
 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran 

keberhasilan pembangunan manusia yang dijadikan sebagai ukuran 

kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon. IPM dihitung berdasarkan tiga 

indikator yaitu Indeks Pendidikan (IP), Indeks Kesehatan (IK), dan Indeks 

Daya Beli (IDB).  

Pada Tahun 2007 angka IPM Kabupaten Cirebon mencapai angka 

67,30. Angka ini meningkat sebesar 0,98 poin dibandingkan Tahun 2006 

yaitu sebesar 66,32. Dalam rentang waktu Tahun 2003 – 2007, IPM 

Kabupaten Cirebon meningkat sebesar 4,30 dari angka 63,00 pada 

Tahun 2003 menjadi 67,30 pada Tahun 2007 atau rata-rata capaian 

angka IPM sebesar 1,075 poin per tahun. Untuk lebih jelas dilihat pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007 

No Keterangan 2003 2004 2005 2006 2007*) 

1 Indeks Kesehatan 64,17 65,78 66,30 66,33 66,53 

2 Indeks Pendidikan 72,74 73,49 74,05 72,56 74,71 

3 Indeks Daya Beli 52,09 52,63 53,39 60,07 60,67 

 IPM 63,00 63,97 64,58 66,32 67,30 
Sumber : BPS Pusat, 2008 

 

Pelaksanaan program pembangunan daerah meliputi bidang 

keagamaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur wilayah, tata 

ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, politik, hukum, 

ketertiban dan ketentraman masyarakat, pemerintahan dan 

pembangunan desa, dan aparatur telah mencapai kemajuan : 
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2.2.1 Keagamaan 
 

Pembangunan bidang keagamaan selama Tahun 2003-2007 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, yaitu 

membangun masyarakat agamis melalui basis keluarga, masyarakat dan 

organisasi keagamaan serta lembaga pendidikan formal dan non formal. 

Selama Tahun 2003 hingga Tahun 2007 kondisi kerukunan intern 

umat beragama maupun antar umat beragama menunjukkan kondisi yang 

baik. Rasio penyediaan sarana peribadatan pada Tahun 2003 sebesar 

0,0004 sedangkan pada Tahun 2007 sebesar 0,00033. Selama Tahun 

2003-2007 ada penurunan jumlah sarana peribadatan terutama jumlah 

masjid pada Tahun 2005 sebesar 164 masjid.  

Tabel 2.2 
Jumlah Sarana Peribadatan Di Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007 

URAIAN 
TAHUN 

2003 2004 2005 2006 2007 

Masjid 675 681 687 689 691 

Mushollah 5.511 5.661 5.731 5.815 5.845 

Gereja Protestan 5 5 5 5 6 

Gereja Katolik 3 3 3 3 3 

Pura/Klenteng/Vihara 3 3 3 3 4 

Jumlah 6.194 6.350 6.426 6.512 6.546 

Rasio 3,044 3,046 3,049 3,051 3,054 
Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007 

 
 

2.2.2 Kesehatan    

1. Angka Harapan Hidup 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang kesehatan 

adalah kenaikan Angka harapan Hidup (AHH). Selama periode Tahun 

2003-2007 telah berhasil meningkatkan AHH dari 63,50 tahun pada 

Tahun 2003 menjadi 64,92 tahun pada Tahun 2007. Hal ini menunjukkan 

adanya kenaikan umur harapan hidup sebesar 1,42 tahun selama lima 

tahun. 
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Tabel 2.3 
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007 

URAIAN 
TAHUN 

2003 2004 2005 2006 2007 

Angka Harapan Hidup (AHH)  
(tahun) 

63,50 64,47 64,78 64,80 64,92 

Sumber : BPS Pusat 2007 

 

2.  Angka Kematian Bayi (AKB) 

Indikator lain yang mencerminkan keberhasilan pembangunan 

bidang kesehatan adalah menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB). 

Angka kematian bayi di Kabupaten Cirebon cenderung mengalami 

penurunan. Pada Tahun 2003 angka kematian bayi di Kabupaten Cirebon 

sebesar 55,00 bayi per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan pada Tahun 

2004 angka kematian bayi sebesar 54,46 bayi dan pada Tahun 2007 

angka kematian bayi menurun menjadi 53,08 bayi per 1000 kelahiran 

hidup. 

Tabel 2.4 
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007 

URAIAN 
TAHUN 

2003 2004 2005 2006 2007 

Angka Kematian Bayi (AKB) 55,00 54,46 53,05 53,00 53,08 

Sumber : Bapeda Kabupaten Cirebon 2007 

 

3.  Balita Penderita Gizi Buruk 

Kabupaten Cirebon merupakan daerah rawan gizi. Jumlah balita 

penderita gizi buruk selama Tahun 2003-2007 mengalami fluktuasi. 

Jumlah balita penderita gizi buruk mengalami penurunan dari 4.484 balita 

pada Tahun 2003 dan menjadi 3.331 balita pada Tahun 2006. Namun 

pada Tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 3.732 balita. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini. 
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Tabel 2.5 
Prosentase Penderita Gizi Buruk Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007 

URAIAN 
TAHUN 

2003 2004 2005 2006 2007 

Prosentase balita penderita 
gizi buruk (%) 

2,47 2,34 2,15 1,92 2,17 

Balita penderita gizi buruk 
(orang) 

4.484 4.005 3.709 3.331 3.732 

Sumber : Bapeda Kabupaten Cirebon 2007 

 

4. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu 

per satuan Penduduk 

Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat berusaha ditingkatkan 

melalui penambahan sarana kesehatan. Rasio jumlah sarana rumah 

sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu dibandingkan dengan jumlah 

penduduk menunjukkan tingkat ketersediaan sarana kesehatan dalam 

setiap 1.000 penduduk. Pada Tahun 2003 rasio jumlah rumah sakit 

sebesar 0,025. Ini berarti bahwa setiap 400.000 jiwa dapat dilayani oleh 1 

rumah sakit. Sedangkan rasio pada Tahun 2007 menjadi 0,033. Ini berarti 

bahwa setiap 303.030 jiwa dapat dilayani oleh 1 rumah sakit.  Adapun 

rasio puskesmas dan pustu per satuan penduduk pada Tahun 2003 

masing-masing sebesar 0,0555  dan pada Tahun 2007 menjadi sebesar 

0,0555. Ini artinya bahwa pada Tahun 2003 setiap 18.009 jiwa dapat 

dilayani oleh 1 puskesmas/pustu. Sedangkan pada Tahun 2007 setiap 

18.012 jiwa dapat dilayani oleh 1 puskesmas/pustu. Secara rasio Tahun 

2003 dengan Tahun 2007 menunjukkan angka yang tetap. Tetapi 

berdasarkan jumlah puskesmas menunjukkan jumlah yang bertambah 

seiring dengan pertambahan penduduk. 
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Tabel 2.6 
Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Dan Puskesmas Pembantu  

Persatuan Penduduk 

Tahun 

Sarana Kesehatan Puske
smas

+ 
Pustu 

Jml 
pduduk 

Rasio 

Rmh 
Sakit 

Pus
kes
mas 

Pustu 
Rumah 
Sakit 

Puskes 
mas 

Pustu 
Puskesma
s+ Pustu 

2003 5 44 69 113 2035100 0,025 0,022 0,034 0.0555 

2004 5 44 69 113 2084572 0,024 0,021 0,033 0.0542 

2005 5 53 63 116 2107918 0,024 0,025 0,030 0.0550 

2006 7 53 64 117 2134656 0,033 0,025 0,030 0.0548 

2007 7 53 66 119 2143545 0,033 0,025 0,031 0.0555 

Sumber: Dinas Kesehatan dan Bapeda 2007 

 

5. Rasio Dokter Dan Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk 

Peningkatan pelayanan kesehatan melalui penambahan jumlah 

tenaga kesehatan khususnya jumlah dokter mengalami peningkatan 

seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. 

Tabel 2.7 
Rasio Dokter Dan Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk 

Tahun 2003-2007 

Tahun 

Tenaga Kesehatan 
Jumlah 

Penduduk 

Rasio 

Dokter Tenaga Paramedis Dokter 
Tenaga 

Paramedis 

2003 147 1416 2.035.100 0,072 0,696 

2004 146 1178 2.084.572 0,071 0,565 

2005 201 2071 2.107.918 0,095 0,982 

2006 248 2189 2.134.656 0,116 1,025 

2007 214 2048 2.143.545 0,100 0,955 

Sumber: Dinas Kesehatan dan Bapeda 2007 

 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2003 

setiap 1 dokter melayani penduduk sebanyak  13.844 jiwa dan setiap 1 

tenaga paramedis melayani penduduk sebanyak 1.437 jiwa. Sedangkan 

pada Tahun 2007 setiap 1 orang dokter melayani penduduk sebanyak 

10.016 jiwa. Sedangkan setiap 1 orang tenaga paramedis  melayani 

penduduk sebanyak 1.046 jiwa.  
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2.2.3. Pendidikan 
 

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pembangunan 

pendidikaan bagi anak usia dini, penuntasan wajib belajar pendidikan 

dasar (wajar dikdas), pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah. 

Untuk melaksanakan pembangunan pendidikan selama Tahun 2003-2007 

alokasi anggaran pendidikan sebesar rata-rata 35% termasuk belanja 

tidak langsung. 

1. Ketersediaan Sekolah, Guru dan Murid 

a. Tingkat Pendidikan Dasar : 

Penunjang keberhasilan pelayanan dasar bidang pendidikan 

ditentukan oleh ketersediaan gedung sekolah dan guru. Tingkat kualitas 

pembelajaran ditentukan oleh tingkat rasio antara guru dan murid. Rasio 

penyediaan sarana sekolah dasar dan penduduk usia sekolah dasar 

selama periode Tahun 2003-2007 cenderung menurun yaitu dari rasio 38 

pada Tahun 2003. Ini berarti bahwa setiap 10.000 penduduk usia sekolah 

dasar dilayani oleh 38 sekolah dasar. Sedangkan rasio pada Tahun 2007 

menjadi 36. Ini berarti bahwa setiap 10.000 penduduk usia sekolah dasar 

dilayani oleh 36 sekolah.   

Tabel 2.8 
Rasio Sekolah Pendidikan Dasar Dengan Jumlah Penduduk Usia 

Pendidikan Dasar Di Kabupaten Cirebon 
Tahun 2003-2007 

Tahun  
Jumlah  

Rasio Sekolah Pendidikan 
Dasar (unit) 

Penduduk Usia SD 
(jiwa) 

2003 1.052 279.041 38 

2004 1.045 282.134 37 

2005 1.038 291.883 36 

2006 1.040 288.744 36 

2007 1.031 288.474 36 
Sumber : Dinas Pendidikan dan Bapeda Kab. Cirebon 2007 

Selama kurun Tahun 2003-2007 rasio guru dan murid belum 

mencapai kondisi yang ideal. Rasio antara guru dan murid di tingkat 
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sekolah dasar mengalami fluktuasi. Jumlah guru cenderung menurun dari 

Tahun 2003-2007. Pada Tahun 2003 rasio guru terhadap jumlah murid  

sebesar 39. Ini berarti bahwa setiap 1.000 murid dapat dilayani oleh 39 

guru. Sedangkan pada Tahun 2007 rasio guru terhadap murid sebesar 

32. Ini berarti bahwa setiap 1.000 murid dapat dilayani oleh 32 guru. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.9 dibawah ini. 

Tabel 2.9 
Rasio Guru Pendidikan Dasar dengan Jumlah Murid 

Pendidikan Dasar di Kabupaten Cirebon 
Tahun 2003-2007 

Tahun  
Jumlah  

Rasio Guru Pendidikan Dasar 
(orang) 

Murid SD 
(orang) 

2003 10.566 269.565 39 

2004 10.853 273.878 40 

2005 8.030 266.338 30 

2006 9.664 269.629 36 

2007 8.540 270.146 32 
    Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Cirebon 2008 

b. Tingkat Pendidikan Menengah 

Selama Tahun 2003-2007 rasio penyediaan sarana SMP dengan 

penduduk usia SMP mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2003 rasio sekolah 

terhadap penduduk usia SMP sebesar 10. Ini berarti bahwa setiap 10 unit 

sekolah dapat menampung sebanyak 10.000 murid. Sedangkan pada 

Tahun 2007  setiap 16 unit sekolah dapat menampung sebanyak 10.000 

murid. Dengan demikian dari Tahun 2003 sampai Tahun 2007 terjadi 

kenaikan rasio. 

Dilihat dari jumlah sarana sekolah mengalami kenaikan dari Tahun 

2003-2007 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.10 dibawah ini. 
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Tabel 2.10 
Rasio Sekolah Dengan Penduduk Usia SMP 

Di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 

Tahun  

Jumlah  

Rasio Sekolah pendidikan SMP 
(unit) 

Penduduk usia SMP 
(jiwa) 

2003 193 190.700 10 

2004 199 291.883 7 

2005 208 118.344 18 

2006 210 131.663 16 

2007 216 262.218 16 
Sumber: Dinas pendidikan dan Bapeda Kab. Cirebon 2007 

Selama Tahun 2003-2007 jumlah guru SMP semakin bertambah 

seiring dengan pertambahan jumlah murid. Namun jumlah pertambahan 

murid tidak seimbang dengan pertambahan jumlah guru. Pada Tahun 

2003 menunjukkan rasio guru terhadap murid SMP sebesar 58. Ini berarti 

bahwa setiap 1000 murid dapat dilayani oleh 58 guru. Sedangkan pada 

Tahun 2007 menunjukkan rasio 49. Ini berarti bahwa setiap 1000 murid 

dapat dilayani oleh 49 guru. 

Dilihat secara rasio guru SMP dengan murid SMP cenderung 

mengalami perbaikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.11 dibawah 

ini. 

Tabel 2.11 
Rasio Guru Dengan Murid SMP Di Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007 

Tahun  
Jumlah  

Rasio Guru Pendidikan SMP 
(orang) 

Murid SMP 
(jiwa) 

2003 4.933 85.596 58 

2004 4.821 86.052 56 

2005 5.048 87.859 57 

2006 5.203 94.021 55 

2007 5.248 107.276 49 
Sumber: Dinas pendidikan 2007 
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Selama Tahun 2003-2007 Jumlah sarana SMA cenderung semakin 

bertambah. Pada Tahun 2003 berjumlah 118 unit dan pada Tahun 2007 

sebanyak 136 unit. Pada Tahun 2003 rasio sekolah terhadap penduduk 

usia SMA sebesar 7. Ini berarti bahwa setiap 7 unit sekolah dapat 

menampung sebanyak 10.000 murid. Sedangkan pada Tahun 2007  

setiap 11 unit sekolah dapat menampung sebanyak 10.000 murid 

sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.12 dibawah ini. 

Tabel 2.12 
Rasio Sekolah dengan penduduk usia SMA di Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007 

Tahun  
Jumlah  

Rasio Sekolah Pendidikan 
SMA (unit) 

Penduduk usia SMA 
(jiwa) 

2003 118 164,356 7 

2004 123 288,744 4 

2005 125 129,601 10 

2006 127 127,152 10 

2007 136 250,492 11 
Sumber: Dinas pendidikan dan Bapeda Kab. Cirebon 2007 

Selama Tahun 2003-2007 rasio guru terhadap murid SMA 

mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2003 menunjukkan rasio guru terhadap 

murid SMA sebesar 74. Ini berarti bahwa setiap 1000 murid dapat dilayani 

oleh 74 guru. Sedangkan pada Tahun 2007 menunjukkan rasio 71. Ini 

berarti bahwa setiap 1000 murid dapat dilayani oleh 71 guru. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada Tabel 2.13 dibawah ini. 

Tabel 2.13 
Rasio Guru Dengan Murid SMA Di Kabupaten Cirebon  

Tahun 2003-2007 

Tahun  

Jumlah  

Rasio Guru Pendidikan SMA 
(orang) 

Murid SMA 
(jiwa) 

2003 3,131 42,501 74 

2004 3,175 42,940 74 

2005 3,807 43,322 88 

2006 4,044 43,896 92 

2007 3,371 47.621 71 
  Sumber : Dinas pendidikan Kab. Cirebon 2007 



  II-13 

 

   

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

 

2. Angka Partisipasi  

Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat juga 

dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka 

Partisipasi Murni (APM) sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.14.  

 
Tabel 2.14 

APK dan APM Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 

TAHUN 
APK APM 

SD SMP SMA SD SMP SMA 
2003 101,28 80,40 47,21 94,97 70,14 41,12 

2004 99,66 80,44 47,36 95,23 70,95 41,14 

2005 99,84 75,88 39,78 94,71 66,72 34,52 

2006 101,26 72,88 43,79 94,79 66,25 39,26 

2007 101,60 73,99 48,17 94,89 66,86 35,19 
Sumber : Bapeda Kabupaten Cirebon, 2007 

 

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah Indeks Pendidikan 

(IP) yang terdiri dari komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka 

Melek Huruf (AMH). 

Pada Tahun 2003 capaian RLS sebesar 6,14 tahun atau baru 

mencapai tamat sekolah dasar. Pada Tahun 2007 capaian RLS 

meningkat menjadi 6,42 tahun. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan 

sebesar 0,28 tahun. Capaian rata-rata RLS selama kurun waktu lima 

tahun sebesar 6,32  per tahun Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 

2.15. 

Tabel 2.15 
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 

Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 

URAIAN 
TAHUN 

2003 2004 2005 2006 2007 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)  
(Tahun) 

6,14 6,45 6,52 6,10 6,42 

Sumber : BPS Pusat  2007 
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Pada Tahun 2003 capaian AMH sebesar 88,64%. Sedangkan pada 

Tahun 2007 menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 90,66%. Hal ini 

menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2,02%. Capaian rata-rata AMH 

selama kurun waktu lima tahun sebesar 89,18% per tahun. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada Tabel 2.16. 

Tabel 2.16 
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007 

URAIAN 
TAHUN 

2003 2004 2005 2006 2007 

Angka Melek Huruf (AMH)  (%) 88,64 88,73 89,34 88,51 90,66 

Sumber : Bapeda Kabupaten Cirebon,2007 

 

2.2.4 Ekonomi 

a) Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat ditunjukan 

melalui kondisi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 

(PDRB ADHB) dalam kurun Tahun 2003-2007. Pada Tahun 2003 PDRB 

ADHB Kabupaten Cirebon sebesar Rp 7.212.396.710.000 meningkat 

menjadi sebesar Rp 12.930.228.360.000 pada Tahun 2007. Sedangkan 

berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) pada Tahun 

2003 sebesar Rp 5.768.836.080.000 dan meningkat menjadi sebesar Rp 

7.028.263.790.000 pada Tahun 2007. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

di Kabupaten Cirebon selama Tahun 2003-2007 mengalami pertumbuhan 

rata-rata mencapai angka 4,86 % per tahun.  

Tabel 2.17 
PDRB dan Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007 

URAIAN 
TAHUN 

2003 2004 2005 2006 2007 

PDRB Harga Berlaku (trilyun) 7,2 7,9 9,9 11,4 12,9 

PDRB Harga Konstan (trilyun) 5,7 6,0 6,3 6,7 7,0 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 
(%) 

4,04 4,67 5,06 5,14 5,37 

Sumber : BPS Kab. Cirebon 2007 
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b)  Tingkat Inflasi 
 

Selama kurun waktu Tahun 2003-2007 terjadi inflasi di Kabupaten 

Cirebon rata-rata 8,58% per tahun. Tingkat inflasi sebesar ini masih 

dalam katagori low inflation atau disebut juga inflasi satu digit. Meskipun 

tergolong lemah, inflasi di Kabupaten Cirebon telah menyebabkan 

berbagai permasalahan ekonomi bagi masyarakat pedesaan terutama 

persoalan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan transportasi. 

Kenaikan inflasi di Kabupaten Cirebon memacu kenaikan harga seluruh 

barang dan jasa terutama bahan-bahan kebutuhan pokok  masyarakat. 

Tabel 2.18 
Tingkat Inflasi Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007 

URAIAN 
TAHUN 

2003 2004 2005 2006 2007 

Tingkat Inflasi (%) 1,82 5,08 19,25 9,95 6,80 
Sumber : BPS Kab. Cirebon 2007 

 

c)  Kemiskinan  

Dilihat dari jumlah keluarga miskin pada Tahun 2003 jumlah 

keluarga miskin sebanyak 62,99 % bergerak menurun hingga menjadi 

58,83 % pada Tahun 2007. Namun bila diperhatikan dari proporsi atau 

besaran dari jumlah keluarga miskin mengalami peningkatan dan secara 

rata-rata jumlah keluarga miskin sebanyak 61,94% setiap tahun dari 

jumlah keluarga yang ada. Hal ini mencerminkan bahwa keluarga miskin 

di Kabupaten Cirebon  masih tergolong sangat besar, melebihi setengah 

dari penduduk Kabupaten Cirebon. 
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Gambar 2.1 
Perkembangan Keluarga Miskin Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007 
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           Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007 

 
Gambar 2.2 

Perkembangan Keluarga Miskin Kabupaten Cirebon 
Tahun 2003-2007 (dalam prosentase) 
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Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007 
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Penyandang masalah sosial yang menjadi garapan pembangunan 

periode Tahun 2003-2007 mencakup berbagai bentuk intervensi sosial 

dan pelayanan social untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah 

dan mengatasi masalah social serta memperkuat kelembagaan sosial. 

Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).  

Di Kabupaten Cirebon  pada Tahun 2003-2007 jumlah PMKS 

mencapai 8.072 PMKS. Dari jumlah PMKS tersebut, 38,3% didominasi 

oleh masalah fakir miskin, sementara masalah anak terlantar dan lanjut 

usia terlantar masing-masing sebesar 12,3% dan 5,3%. Berdasarkan 

kondisi tersebut tentunya upaya untuk meningkatkan penggalian Potensi 

dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan sehingga 

dapat mendorong pemulihan PMKS untuk kembali berperan dan 

berfungsi di masyarakat sesuai dengan fungsi sosialnya. 
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Tabel 2.19 
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Di Kabupaten Cirebon Tahun 2004 & 2006 

No JENIS 2004 2006 

1 Balita Terlantar       2.463        6.638  

2 Anak Terlantar    21.987      45.205  

3 Anak Korban Tindak Kekerasan atau di perlakukan salah         184           209  

4 Anak nakal         854           396  

5 Anak Jalanan         805        1.253  

6 Anak Cacat      2.864        1.113  

7 Wanita Rawan Sosial Ekonomi       9.758      15.239  

8 Wanita Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah         157           238  

9 Lanjut Usia Terlantar      9.684      21.861  

10 Lanjut usia korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah         132           345  

11 Penyandang Cacat      5.781        3.905  

12 Penyandang Cacat bekas Penderita penyakit kronis       1.711        1.001  

13 Tuna Susila         310             39  

14 Pengemis         501           179  

15 Gelandangan         175           925  

16 Bekas Narapidana         801           419  

17 Korban Penyalah gunaan NAPZA      2.664             84  

18 Keluarga Fakir miskin    67.816    124.505  

19 Keluarga Berumah Tak layak huni    10.614        7.861  

20 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis         460           965  

21 Komunitas adat  terpencil             -               -  

22 Masyarakat yang tinggal didaerah Rawan bencana      1.059           206  

23 Korban Bencana alam         206             87  

24 Korban Bencana Sosial         233           181  

25 Pekerja Migran         859           297  

26 HIV/AIDS           51               2  

27 Keluarga Rentan             -        1.095  

  JUMLAH  142.109    237.600  

Sumber: Dinas Sosial Kab. Cirebon, 2008 

 

d) Ketenagakerjaan 
 
Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan 

memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung 
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terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan 

kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu 

menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa 

dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke 

tahun semakin meningkat. Perkembangan tenaga kerja di Kabupaten 

Cirebon selama lima tahun terakhir (Tahun 2003-2007) terjadi 

pertumbuhan rata-rata sebesar 2,26% per tahun. Penduduk yang 

tergolong sebagai angkatan kerja (pekerja dan pencari kerja) mengalami 

penambahan setiap tahunnya rata-rata 1,87%, sedangkan peningkatan 

penduduk yang terserap dalam lapangan pekerjaan (pekerja) rata-rata 

sebesar 92,08% per tahun dengan tingkat pengangguran terbuka pada 

Tahun 2007 sebesar 9,23%. 

 

Gambar 2.3 
Perkembangan Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja  

dan Pekerjadi Kabupaten Cirebon  
Tahun 2003-2007 (dalam ribuan) 
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Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007 
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Gambar 2.4 
Grafik Kesempatan Kerja Di Kabupaten Cirebon  

Tahun 2003-2007  
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Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007 

 

Gambar 2.5. 
Grafik Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007  

T ing kat peng ang g uran (%)
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         Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007 

 

g)    Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 

Berdasarkan tingkat laju pertumbuhan penduduknya, pada Tahun 

2007 Kabupaten Cirebon memiliki LPP sebesar 0,42 persen. Apabila kita 
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melihat perkembangan LPP selama periode Tahun 2003-2007 

menunjukkan relatif adanya penurunan pertumbuhan yaitu dari sebesar 

2,9 persen pada Tahun 2003 menjadi 0,42 persen pada Tahun 2007 atau 

rata-rata pertumbuhan sebesar 1,63 persen pertahun. Angka 

pertumbuhan ini secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor penentu yakni: 

Kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk 

(migrasi). 

 
Gambar 2.6  

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon  
Tahun 2003-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Bapeda Kabupaten Cirebon, 2007 

 

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon menurut jenis 

kelamin untuk kurun Tahun 2003 hingga Tahun 2007 dapat digambarkan 

pada Tabel 2.19 berikut ini. 

Tabel 2.20 
Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tahun 2003 – 2007 

Jenis 
Kelamin 

2003 
(jiwa) 

2004 
(jiwa) 

2005 
(jiwa) 

2006 
(jiwa) 

2007 
(jiwa) 

Laki-laki 1.032.596 1.063.348 1.061.252 1.052.676 1.081.067 

Perempuan 1.002.504 1.021.224 1.046.666 1.081.980 1.062.478 

Jumlah 2.035.100 2.084.572 2.107.918 2.134.656 2.143.545 

      
Sumber : Bapeda Kabupaten Cirebon, 2007 
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2.2.5 Infrastruktur Wilayah 
 

Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber 

daya air, irigasi, dan sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan 

infrastruktur wilayah terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap 

pengembangan wilayah. 

 
a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik  

 
Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 2.20 menunjukkan 

bahwa kondisi jalan yang dalam keadaan baik di Kabupaten Cirebon 

setiap tahun semakin meningkat.  

Berdasarkan tingkat kewenangan dalam pengelolaan jalan maka 

seharusnya Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya jalan kabupaten saja. 

Namun demikian untuk meningkatkan aksesibiltas transportasi dan 

kelancaran arus barang dan orang, Pemerintah Kabupaten Cirebon 

mengeluarkan kebijakan untuk mengelola jalan poros desa dan jalan 

desa sesuai dengan kemampuan anggaran daerah yang ada. 

Tabel 2.21 
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 

Tahun 2003-2007 

Status Jalan 
Panjang Jalan dalam kondisi baik (km) Total 

Panjang 
(km) 

2003 2004 2005 2006 2007 

Nasional 51,33 54,87 60,18 61,95 65,5 88,5 

Rasio 0,58 0,62 0,68 0,7 0,74   

Provinsi 29,25 31,4 35,1 37,7 41,5 53,2 

Rasio 0,55 0,59 0,66 0,71 0,78   

Kabupaten 293,5 350,8 401,3 440,8 457,6 643,2 

Rasio 0,46 0,55 0,62 0,69 0,71   

Jalan Desa 0 0 0 7,6 15,66 333,42 

Rasio 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05   

Jalan Poros 
Desa 

0 0 3,17 38,81 92,19 113,65 

Rasio 0,00 0,00 0,03 0,34 0,81   
Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon, 2007 
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b. Rasio Jaringan Irigasi  

Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi 

infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber 

daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air 

dirasakan masih belum memadai.  

Potensi sumber daya air di Kabupaten Cirebon belum mampu 

menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. 

Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat 

menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung 

lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang 

tinggi. 

Kondisi infrastruktur irigasi sebagai pendukung pertanian belum 

seluruhnya terbangun, begitupula infrastruktur yang ada memerlukan 

pemeliharaan yang terus menerus agar fungsinya tetap optimal. 

Mengingat Kabupaten Cirebon tidak memiliki sumber air, maka 

infrastruktur irigasi yang ada hanya mengandalkan dari DAS yang ada. 

Tabel 2.22 
Rasio Jaringan Irigasi 

Tahun 
Panjang Saluran 

Irigasi (meter) 
Luas Lahan Budidaya 

Pertanian (Ha) * 
Rasio Jaringan 

Irigasi 

2003 2.948.482 56.068 52,59 

2004 3.018.862 55.325 54,57 

2005 3.018.862 55.051 54,84 

2006 2.523.658 54.812 46,04 

2007 2.537.201 54.562 46,50 
Sumber : Dinas PSDAP dan Dinas Tanbunak Kabupaten Cirebon, 2007 

Keterangan : *) Data yang digunakan adalah luas lahan sawah  

 
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa setiap 52,59 meter 

panjang saluran irigasi dapat mengairi lahan sawah seluas 1 hektar.  
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c.  Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih 

Kondisi sarana dan prasarana permukiman hingga akhir Tahun 

2007 masih belum memadai. Pada Tahun 2007 rumah tangga yang 

menggunakan sumber air minum yang berasal dari PDAM Kabupaten 

Cirebon belum semua kecamatan. Beberapa kecamatan yang telah 

memperoleh jaringan distribusi PDAM  pun secara kualitas belum 

memenuhi harapan konsumen baik debit air/detik maupun kualitas air. 

Kendala terbesar adalah wilayah yang luas memerlukan jaringan 

yang perlu ditunjang APBN dan APBD Provinsi. Hal ini disebabkan PDAM 

sendiri lebih bersifat sosial sehingga keuntungan PDAM terbatas untuk 

operasional. Sampai dengan Tahun 2007 rumah tangga terlayani berkisar 

21.000 sambungan atau baru 5 % (Suseda, 2007). Rendahnya cakupan 

pelayanan air minum disebabkan oleh masih tingginya angka kebocoran 

air, terbatasnya sumber air baku karena baru menyewa 3 titik mata air 

dari Kabupaten Kuningan. Tarif/retribusi air yang belum berorientasi pada 

cost recovery, masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam 

pembangunan sarana dan prasarana air minum, serta terbatasnya 

sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah. Selama periode Tahun 2003-

2007, peningkatan cakupan pelayanan air minum difokuskan pada 

masyarakat miskin di wilayah Pantura dan perdesaan melalui kerjasama 

antara pemerintah daerah dengan masyarakat.  

Tabel 2.23 
Akses Penduduk Terhadap Air Minum (Leiding) 

Tahun Akses Penduduk Terhadap Air Minum (%) 
JUMLAH 
RUMAH 

2003 15,14 559.891 

2004 15,72 545.897 

2005 15,74 540.396 

2006 14,86 547.520 

2007 14,23 551.398 
Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2003 

jumlah rumah tangga yang mendapat akses pelayanan air minum 



  II-25 

 

   

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

 

(leiding) mencapai 15 persen atau 83.984 rumah. Sedangkan pada Tahun 

2007 tingkat pencapaian menurun menjadi 14,23 persen atau 82.710 

rumah. 

  

1. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk  

Untuk aspek persampahan, tingkat pelayanan persampahan di 

Kabupaten Cirebon secara umum masih sangat rendah. Cakupan 

pelayanan persampahan hingga akhir Tahun 2007 sebesar 23% dan 

sekitar 50% pengolahan sampah di TPA masih dilakukan secara open 

dumping. Selain itu kondisi sarana angkutan persampahan masih belum 

memadai.  

Lokasi pembuangan sampah di Kabupaten Cirebon terdapat di 5 

lokasi masing-masing diplotkan untuk wilayah Barat, Timur dan Tengah. 

Di wilayah Timur ditempatkan 2 lokasi untuk melayani wilayah Ciledug. 

Selanjutnya untuk melayani wilayah Selatan ditempatkan di Ciawi Japura. 

Di wilayah Tengah dan Barat lokasi pembuangan akhir berada di TPA 

Gunung Santri Desa Kepuh Kecamatan Palimanan. Sarana yang 

digunakan untuk mengangkut sampah digunakan 18 buah Dump Truk, 10 

Arm Roll, 32 Container, 1 buah Dozer dll. 

Tabel 2.24 
Rasio Jumlah Daya Tampung TPS Per Satuan Penduduk 

Tahun  Volume sampah (m3) Jumlah penduduk Rasio 

2003 97.200 2.035.100 47,76 

2004 108.000 2.084.572 51,81 

2005 129.600 2.107.918 61,48 

2006 156.600 2.134.656 73,36 

2007 189.000 2.143.545 88,17 
  Sumber : Dinas Cipta Karya Kab. Cirebon 2007 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2003 

dari setiap sampah yang dihasilkan oleh 1000 penduduk hanya dapat 

ditampung oleh TPS sebanyak 47,76 meter kubik. Sedangkan pada 

Tahun 2007 kemampuan TPS sebanyak 88,17 meter kubik. 
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2. Rasio rumah layak huni 

Kondisi rumah layak huni selama Tahun 2003-2007 di 

Kabupaten Cirebon cenderung meningkat sebagaimana tercantum 

dalam Tabel 2.25 dibawah ini. 

Tabel 2.25 
Rasio Rumah Layak Huni Di Kabupaten Cirebon 

Tahun 2003-2007 

Tahun 
Jumlah 
Rumah 

Rumah Tidak 
Layak Huni (Unit) 

Rumah 
Layak Huni 

(Unit) 

Rumah 
Layak 

Huni (%) 

2003 559.891 226.476 333.415 59,55 

2004 545.897 220.815 325.082 59,67 

2005 540.396 218.590 321.806 59,61 

2006 547.520 221.472 326.048 59,77 

2007 551.398 223.040 328.358 59,77 

 Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007 

 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2003 

jumlah rumah layak huni sebanyak 59,55 % dari total rumah yang ada di 

Kabupaten Cirebon. Dengan demikian jumlah rumah yang tidak layak 

huni sebanyak 40,45% atau 229.555 rumah. Sedangkan pada Tahun 

2007 jumlah layak huni meningkat menjadi 59,77%. Dengan demikian 

jumlah rumah tidak layak huni turun menjadi 40,23% atau 226.073 rumah  

 

3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik 

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik selama Tahun 

2003-2007 mengalami fluktuasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 

2.26. 

 

 

 

 

 

 



  II-27 

 

   

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

 

Tabel 2.26 
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik 

 

Tahun 

Jumlah 
Rumah 
Tangga 

(RT) 

Rumah 
Tangga yang 

Sudah 
Menggunakan 
Listrik (Unit) 

Rumah 
Tangga 

Pengguna 
Listrik (%) 

Rumah 
Tangga 

yang 
Belum 

Menggu 
nakan 
Listrik 
(Unit) 

Rumah 
Tangga 

yang 
Belum 

Menggu 
nakan 

Listrik (%) 

2003 559.891 552.332 98,65 7.559 1,35 

2004 545.897 538.527 98,08 7.370 1,92 

2005 540.396 533.101 97,84 7.295 2,16 

2006 547.520 540.128 97,96 7.392 2,04 

2007 551.398 543.954 98,48 7.444 1,52 
Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007 

 

2.2.6 Politik  
 

Pembangunan politik adalah proses perwujudan tatanan kehidupan 

politik yang makin mampu menjamin berfungsinya suprastruktur dan 

infrastruktur politik dalam peningkatan kualitas pendidikan politik rakyat; 

pengembangan dan peningkatan budaya, sikap dan kesadaran politik 

yang demokratis, beretika dan bermoral; pengembangan dan peningkatan 

peranserta seluruh masyarakat; serta pemantapan komunikasi politik 

dengan suasana dan semangat kekeluargaan yang bercirikan 

kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui 

musyawarah untuk mencapai mufakat.  

Pembangunan Politik Daerah adalah bagian integral dari 

Pembangunan politik dalam negeri.  di Kabupaten Cirebon berorientasi 

pada fasilitasi bagi unsur-unsur/lembaga yang terkandung dalam 

infrastruktur dan suprastruktur politik dalam implementasi perbaikan 

struktur politik, peningkatan kualitas proses politik dan pengembangan 

budaya, sikap dan kesadaran politik yang berdasarkan Pancasila dan 

selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam 

masyarakat. 



  II-28 

 

   

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

 

Beberapa peraturan perundangan bidang politik dan ketentuan 

pelaksanaannya yang lebih mengarah pada  perubahan paradigma 

pembangunan politik nasional maupun regional telah terbit, seperti 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan 

Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan 

Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009. 

Berdasarkan perkembangannya, jumlah partai politik yang 

mempunyai perwakilan di Kabupaten Cirebon, pada Tahun 2004 

sebanyak 24 partai politik, dan pada Tahun 2008 sebanyak 38 partai 

politik. Sedangkan jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di 

Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Cirebon Tahun 2008 sebanyak 

175 organisasi yang didalamnya termasuk organisasi politik, organisasi 

sosial, organisasi profesi, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat 

(LSM) lainnya yang bergerak sesuai bidangnya.  

Ditinjau dari proses pembinaan dan hasil pengembangan politik 

lokal, seluruh unsur organisasi tersebut di atas ternyata mempunyai peran 

penting dan senantiasa cukup berpengaruh didalam  pembangunan politik 

terutama dalam hal pasang-surutnya dinamika permasalahan politik 

daerah. Organisasi-organisasi dimaksud telah banyak tumbuh, 

berkembang dan turut andil dalam peningkatan peran politik masyarakat 

baik dalam pendidikan politik maupun partisipasi politik. Oleh karenannya, 

berbagai aspirasi dan tuntutan wajar yang terbuka maupun tertutup 

berkembang di masyarakat, telah banyak ditampung dan disalurkan 
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melalui lembaga-lembaga infrastruktur kepada lembaga / pihak-pihak 

pengambil keputusan. 

Secara tajam dan mendasar terdapat empat permasalahan pokok 

dalam kehidupan sosial politik di Kabupaten Cirebon yang senantiasa 

terus ditangani secara intensif untuk menghadapi tantangan di masa yang 

akan datang, yaitu masalah kemandirian organisasi sosial politik, masalah 

tuntutan keterbukaan, masalah penetrasi dan campur tangan pihak luar, 

serta dampak politik dari setiap kesenjangan sosial. Hal ini terbukti dari 

situasi dan kondisi politik daerah yang senantiasa normal dan kondusif. 

Penyelenggaraan Pemilihan umum dari masa-kemasa di 

Kabupaten Cirebon telah berjalan sukses, aman, tertib, dan lancar. 

Demikian pula dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2008 dengan tingkat 

partisipasi masyarakat sebagai pemilih mencapai 62%, dan pelaksanaan 

pemilihan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 dengan tingkat 

partisipasi masyarakat sebagai pemilih mencapai 65,21%. Dari 

prosentase tersebut nampak bahwa angka partisipasi masyarakat pada 

pelaksanaan demokratisasi meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari 

fasilitasi pemerintah daerah yang berbentuk sejumlah dana yang 

dianggarkan melalui APBD Tahun 2007 dan Tahun 2008.  

 

2.2.7 Hukum  
 
Dalam situasi dan kondisi lemahnya supremasi hukum nasional, 

pembangunan hukum di Kabupaten Cirebon lebih diarahkan pada 

penataan produk hukum daerah sehubungan masa transisi dan awal 

pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa produk hukum daerah saat ini 

memerlukan revisi  atau penyesuaian dengan perkembangan. Disamping 

itu, peraturan daerah yang ada pada saat ini belum seluruhnya dapat 

diterapkan baik pelaksanaan maupun sanksi hukumnya. Kendala ini 

terjadi karena rendahnya sosialisasi peraturan daerah.  
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Namun demikian potensi yang kita miliki seperti luasnya 

kewenangan di bidang pemerintahan umum, sumber pembiayaan yang 

mungkin dialokasikan, kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) sebagai lembaga yang berfungsi legislasi dan tingginya motivasi 

menerbitkan hukum daerah akan menjadi sumber motivasi dalam 

pelaksanaan pembangunan hukum. Agar optimalisasi pembangunan 

hukum dapat dicapai maka diperlukan upaya mengurangi beberapa 

kelemahan seperti kesadaran hukum masyarakat dan aparat yang relatif 

lemah, kemampuan menyerap bahasa dan pemahaman hukum relatif 

rendah, sikap mental penegak hukum, jaminan dan kepastian hukum 

yang adil belum dapat dilaksanakan.  

Perkembangan pembangunan hukum selama Tahun 2003-2007, 

ditinjau dari kuantitas produk hukum daerah perkembangannya rata-rata 

setiap tahun 10 perda, 10 peraturan bupati, 2 nota kesepakatan, dan 29 

MoU dengan pihak ketiga.  

 

2.2.8 Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat   

Kabupaten Cirebon dari segi keamanan dan ketertiban 

dikategorikan sebagai daerah yang sangat kondusif. Berdasarkan data 

Kepolisian Resort 852 Cirebon, perkembangan kasus dari Tahun 2003 

hingga Tahun 2008 hanya mencapai 5%. Sedangkan menurut Badan 

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) jumlah 

angka kriminalitas selama Tahun 2003-2007 cenderung semakin 

meningkat sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 2.26 dibawah ini. 

Tabel 2.27 

Angka kriminalitas 

Tahun Angka kriminalitas (dalam 1 tahun) 

2003 2,49 

2004 3,46 

2005 3,47 

2006 3,50 

2007 5,28 
                    Sumber : Badan Kesbang linmas, 2008 
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2.2.9 Pemerintahan  dan Pembangunan Desa  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah 

Kabupaten Cirebon telah melaksanakan dengan asas kepatuhan hukum 

terutama dalam penataan organisasi perangkat daerah. Sejak Tahun 

2003 pemerintahan daerah telah menyesuaikan kelembagaan perangkat 

daerah dua kali yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 

Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan terakhir 

PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perkembangan 

jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  berdasarkan PP 8 Tahun 

2003 berjumlah 81 SKPD, jumlah kecamatan  menjadi 40 kecamatan 

sedangkan pada Tahun 2008 jumlah SKPD bertambah menjadi 84 SKPD. 

Upaya ini dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya 

pelayanan publik yang lebih optimal. 

Namun demikian perubahan organisasi perangkat daerah 

diharapakan membawa dampak terhadap peningkatkan pelayanan publik. 

Namun pada sisi lain anggaran belanja tidak langsung mengalami 

kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jabatan struktural dari 

semula 1.082 menjadi 1.274, berarti terjadi penambahan jabatan 

struktural 192. Selain kelembagaan perangkat daerah, Pemerintah 

Kabupaten Cirebon senantiasa memperkuat penyelenggaraan 

otonominya dengan penguatan kelembagaan pemerintahan desa.  

Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak Tahun 2003 telah 

mengalokasikan alokasi dana desa yang besarannya  masing-masing 

desa berbeda tergantung jumlah penduduk dan luas wilayah serta status 

desa yang bersangkutan. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah 

disalurkan mulai dari Rp. 40 juta hingga Rp 65 juta, atau pada setiap 

tahun telah dialokasikan sebanyak Rp. 24 Milyar. Selain melalui 

kemampuan APBD Kabupaten Cirebon, juga diupayakan perolehan 

bantuan desa baik dari APBN maupun APBD provinsi dalam bentuk dana 

tugas pembantuan, program-program pembangunan dan lain-lain. 
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Beberapa SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada 

masyarakat adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan 

(Puskesmas), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Pendidikan, 

Dinas Cipta Karya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas perindustrian 

dan perdagangan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

 

2.2.10 Aparatur  
 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Cirebon terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan 

pegawai baru maupun pensiun pegawai sampai bulan Desember Tahun 

2008, jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Cirebon sebanyak 13.516 

orang dengan komposisi dari segi kepangkatan dan golongan meliputi 

golongan I sebanyak 113 orang atau 0,84%, golongan II sebanyak 1962 

orang atau 14,5%, golongan III sebanyak 5462 orang atau 40,41% dan 

golongan IV sebanyak 5.979 orang atau 44,24%. 

Peningkatan profesionalisme aparatur terus dilakukan baik melalui 

jalur pendidikan formal, jabatan dan pendidikan teknis substantif. 

Demikian pula dari aspek pembiayaannya, tidak selalu mengandalkan 

pada kemampuan APBD, melainkan pula telah berkerja sama dengan 

lembaga lainnya. Peningkatan kompetensi pendidikan formal PNS dapat 

dilihat upaya pada jenjang pendidikan D-3 kebidanan sebanyak 16 orang. 

Jenjang S-1 melalui jalur ijin belajar sebanyak 300 orang, tugas belajar 

sebanyak 103 orang. Jenjang D-4 untuk tugas belajar sebanyak 8 orang. 

Jenjang S-2 melalui jalur ijin belajar sebanyak 40 orang, tugas belajar 

sebanyak 10 orang. Kondisi ini telah memberi kontribusi tersendiri 

terhadap pengalokasian anggaran yang lebih efisien dengan mengurangi 

beban belanja aparatur daerah. Walaupun demikian, pengendalian 

keseimbangan antara kebutuhan kualifikasi kompetensi aparatur daerah 

dengan minat mengikuti pendidikan formal melalui jalur ijin belajar, terus 

dilakukan secara cermat. 
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Demikian pula, penajaman kompetensi aparatur ditempuh pula 

melalui mekanisme mutasi jabatan, melalui mekanisme asessment 

pegawai, psikotest dan fit and proper test. Upaya lainnya yang didorong 

dalam meningkatkan profesionalisme aparatur dan tertib 

penyelenggaraan pemerintahan daerah ditempuh melalui perbaikan 

kesejahteraan pegawai antara lain melalui medical check up secara rutin 

setiap satu tahun, peningkatan pelayanan Bapertarum, pemberian 

penghargaan baik untuk para purna bakti PNS dengan pemberian uang 

kadeudeuh maupun bagi para PNS dengan memberikan penghargaan 

lencana karya satya, dan pemberian uang duka untuk pegawai yang 

meninggal dunia. 

 

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DI KABUPATEN 

CIREBON 

 
2.3.1  Permasalahan 

1. Masalah Kemiskinan 

a) Keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan, 

sandang dan perumahan. 

b) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia  

c) Terbatasnya kesempatan bekerja dan peluang berusaha. 

d) Rendahnya penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian dan 

sarana usaha. 

e) Terbatasnya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumber 

daya alam. 

f) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat miskin dalam 

penyusunan kebijakan pembangunan. 

 
2. Masalah Investasi 

a) Prosedur perijinan investasi masih  relatif panjang dan biaya tinggi. 
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b) Lahan peruntukan kegiatan usaha yang ditentukan pemerintah 

masih dikuasai oleh masyarakat sehingga investor sering 

menghadapi kesulitan dalam mendirikan tempat usaha. 

c) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi. 

d) Kurang optimalnya jaminan kepastian hukum terhadap iklim usaha 

bagi investor. 

 
3. Masalah Daya Saing Industri, Perdagangan, Pariwisata dan 

Perkoperasian 

a) Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. 

b) Iklim persaingan usaha yang kurang sehat. 

c) Belum efektifnya kelembagaan pengelolaan dan promosi 

pariwisata. 

d) Keterbatasan pangsa pasar (market share) dan rendahnya kualitas 

sarana pasar tradisional. 

e) Semaraknya penyebaran produk-produk yang tidak sesuai dengan 

takaran, ukuran dan pelabelan serta meningkatnya produk dengan 

penggunaan bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. 

f) Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. 

g) Lemahnya kinerja koperasi dan menurunnya citra koperasi di 

kalangan masyarakat. 

 
4. Masalah Pertanian (pertanian, perikanan, kelautan, peternakan 

dan perkebunan) 

a) Ketersediaan air irigasi masih tergantung sumber air dari daerah 

lain sehingga sering menimbulkan konflik kepentingan diantara 

pemanfaat sumber air. 

b) Sering terjadinya banjir dan kekeringan pada lahan pertanian 

sebagai akibat kurang berimbangnya penyediaan sarana 

penampung air dengan pengaturan pemanfaatan air sehingga 

kondisi demikian sangat merugikan petani. 
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c) Belum optimalnya peran serta lembaga petani dan lemahnya posisi 

tawar petani berakibat pada tata niaga pertanian yang kurang 

mendukung petani. 

d) Semakin sempitnya lahan pengusahaan bagi petani berakibat pada 

lemahnya upaya peningkatan kapasitas produksi dan rendahnya 

kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

petani. 

e) Lemahnya kemampuan petani dalam menghasilkan komoditas 

yang berdaya saing tinggi. 

f) Terbatasnya infrastuktur dan pasokan pupuk, benih dan bibit bagi 

petani. 

g) Harga sarana produksi perikanan yang terus melambung 

menyebabkan tingginya biaya produksi 

h) Masih banyaknya penyakit ikan yang belum bisa ditanggulangi 

dengan obat yang sudah bereda 

i) Masih adanya pihak-pihak yang menjual formalin atau zat aditif 

berbahaya ke nelayan dan pengolah ikan 

j) Keterbatasan kepemilikan sarana dan alat tangkap bagi nelayan. 

k) Rendahnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian 

lingkungan kelautan dan perikanan 

l) Minimnya lembaga keuangan yang menyalurkan modal untuk 

usaha kelautan dan perikanan kalaupun ada persyaratannya sulit 

dipenuhi 

m) Mentalitas masyarakat perikanan khususnya nelayan yang masih 

sangat rendah dalam memanfaatkan hasil usahanya 

n) Rendahnya aksesibilitas masyarakat perikanan terhadap ilmu dan 

teknologi perikanan 

o) Kecenderungan nelayan yang lebih memiliih operasi one day 

fishing sehingga lebih banyak kapal dengan tonase dibawah 10GT 

yang hanya mampu menangkap ikan di zona 1 (1-5 mil) 
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p) Masih rendahnya penguasaan teknologi ditambah lagi tingginya 

harga sarana produksi perikanan antara lain solar, pakan, obat-

obatan dan lainnya menyebabkan penurunan produksi sektor 

kelautan dan perikanan 

q) Kerusakan lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan akibat 

limbah industri, bencana alam dan rendahnya kepedulian 

masyarakat terhadap eksehatan diantaranya penggunaan antibiotik 

dan bahan pengawet berbahaya pada industri pengolahan 

perikanan rakyat 

r) Konflik kepentingan antar masyarakat dalam pemanfaatan sumber 

daya kelautan dan perikanan terutama dalam penggunaan alat-alat 

tangkap yang tidak ramah lingkungan 

s) Infrastruktur pengelolaan sumber daya kealutan dan perikanan 

masih kurang memadai juga dukungan permodalan dari lembaga 

keuangan yang masih minim. 

t) Lemahnya kemampuan petenak dalam menghasilkan komoditas 

tinggi 

u) Belum optimalnya lembaga peternak sehingga tidak mempunyai 

posisi tawar 

v) Terbatasnya infrastruktur peternakan 

w) Terbatasnya pasokan bibit ternak 

 
5. Masalah Ketenagakerjaan 

a) Bertambahnya penduduk akan mempengaruhi meningkatnya 

tingkat pengangguran terbuka. 

b) Menyempitnya lapangan pekerjaan akibat perubahan kegiatan 

ekonomi. 

c) Rendahnya produktivitas pekerja. 

d) Upah Minimum Kabupaten (UMK) belum sesuai dengan kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja serta perbedaan upah yang sangat 

mencolok antara pekerja formal dan informal.  
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6. Masalah Dibidang Aparatur 

a) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan 

prinsip organisasi yang efisien dan rasional sehingga struktur 

organisasi kurang proporsional; 

b) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong 

peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil 

dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja, 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Sistem dan 

prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, 

dan berperilaku hemat; 

c) Praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan 

wewenang (korupsi) belum teratasi; 

d) Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan 

masyarakat; 

e) Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi 

sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas 

kerja. 

 
7. Masalah Hukum 

a) Permasalahan hukum yang cukup menonjol adalah pelanggaran 

terhadap peraturan daerah. 

 
8. Masalah Kesehatan 

a) Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu 

b) Kurangnya sanitasi lingkungan 

c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pola hidup bersih dan 

sehat 

d) Masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai 

peserta jamkesmas 

e) Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan 
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9. Masalah Pendidikan 

a) Belum efektifnya penggunaan dana BOS  

b) Kurangnya kualitas penggunaan anggaran 

c) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga guru 

 
10. Masalah Infrastruktur Wilayah 

a) Masih rendahnya kualitas jalan 

b) Belum optimalnya upaya mitigasi bencana alam 

c) Belum optimalnya pengelolaan saluran irigasi 

 

2.3.2. Isu Strategis  

Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau 

belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan 

memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan 

pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu 

strategis pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yaitu : 

1. Pemantapan pemahaman dan pengamalan keagamaan. 

2. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan. 

3. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat. 

4. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan. 

5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. 

6. Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian 

pencemaran dan perusakan serta peningkatan kualitas lingkungan 

hidup. 

7. Pemerintahan daerah belum efektif yang dipengaruhi oleh kondisi 

politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum 

optimal. 

8. Apresiasi dan pengembangan budaya daerah. 
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2.4 SKENARIO DAN ASUMSI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 

2009-2014 

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan 

kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, 

revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang 

berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan 

struktur pemerintahan daerah diperlukan usaha yang lebih keras dan 

sistematis guna mengakselerasi pembangunan pada berbagai bidang 

secara terintegrasi.  

Prioritas pembangunan masyarakat beriman, sehat, cerdas dan 

sejahtera dalam kurun waktu Tahun 2009 – 2014 meliputi :  

 
- Aspek Keagamaan  

Aspek pembangunan keagamaan diprioritaskan pada 

pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama 

maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut 

pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk 

mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan 

agama dalam kehidupan bermasyarakat. 

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas 

pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan membentuk dan 

merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, 

dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam 

kerukunan hidup umat beragama. Selain itu, untuk mengimplementasikan 

dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan 

langkah dan upaya yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. 

 

- Aspek kesehatan  
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Pada aspek ini meliputi pengembangan fasilitas dan penyusunan 

regulasi yang berkaitan dengan kesehatan, perluasan jangkauan 

puskesmas melalui puskesmas keliling, puskesmas pembantu, jaringan 

puskesmas dan pos pengobatan pada daerah perbatasan. Untuk 

kewaspadaan dini terhadap munculnya berbagai penyakit, maka 

strateginya diarahkan pada peningkatan upaya pencegahan 

pemberantasan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, 

sedangkan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh 

kesehatan diarahkan bagi masyarakat agar sadar dalam hidup sehat dan 

bersih. 

 
- Aspek Pendidikan  

Adapun prioritas pembangunan pendidikan setelah tuntasnya 

penanganan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Tahun 2008 dan 

dimulainya rintisan wajib belajar dua belas tahun. Upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mendukungnya yaitu meningkatkan sarana dan 

prasarana pendidikan menengah dan bebas DSP Sekolah Menengah 

Atas bagi sekolah negeri dan subsidi bagi siswa sekolah swasta serta 

beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu 

pengembangan PKBM masih tetap diprioritaskan, dengan target dapat 

menampung seluruh masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan 

formal. Untuk pengembangan pendidikan menengah dan tinggi 

diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kelautan 

dan pariwisata serta pengembangan lembaga pendidikan tinggi berbasis 

penelitian dan IPTEK. Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat 

kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-

nilai kearifan lokal.  

 

- Aspek Kebudayaan 

Dalam pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada 

pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten 

Cirebon. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas 
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pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan melestarikan 

nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Cirebon 

guna mengantisipasi perkembangan globalisasi. 

 
- Aspek Ketenagakerjaan  

Pembangunan aspek ketenagakerjaan di bidang peningkatan 

kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, 

prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja berbasis peluang kerja 

dan potensi lokal serta kewirausahaan. Dalam upaya peningkatan 

produktivitas, kualitas, kesejahteraan pekerja, diimplementasikannya 

pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit. 

  
- Aspek Agribisnis 

Pengembangan agribisnis di Kabupaten Cirebon dimulai dengan 

penataan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi di setiap 

subsistem agribisnis. Dari segi sistem agribisnis yang perlu dilakukan 

pada tahap ini adalah: (1) penataan agribisnis yang ada, (2) perbaikan 

subsistem agribisbnis yang bermasalah, (3) revitalisasi agribisnis untuk 

pembangunan ekonomi, (4) mengubah proporsi peran agribisnis dalam 

struktur PDRB Kabupaten Cirebon, dan (5) realokasi sumber daya, 

pendanaan, dan wilayah pertumbuhan agribisnis.  

Strategi pengembangan bisnis kelautan Kabupaten Cirebon 

diarahkan pada penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial; 

penumbuhan dan pengembangan bisnis input, teknologi komunikasi 

kelautan, jaringan usaha; pertumbuhan dan pengembangan bisnis pasca 

panen, penguatan captive demand; serta melakukan penumbuhan, 

pencegahan dan pengawasan pada bisnis laboratorium penunjang. 

 

- Aspek Industri dan Perdagangan  

Pembangunan aspek ini diarahkan untuk meningkatkan konsolidasi 

dan jejaring (networking), melalui peningkatan peran sektor industri kecil 

dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraaan 
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antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa 

depan Kabupaten Cirebon sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan 

ekonomi. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan 

pasar dalam negeri, menata distribusi barang yang efektif dan efisien 

serta meningkatkan ekspor produk Kabupaten Cirebon. 

 
- Aspek Pariwisata  

Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan 

keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang 

unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten 

Cirebon yang berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek 

dan daya tarik wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi 

sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Pada tahap ini dilakukan juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana 

pariwisata dengan standard internasional. 

 
- Aspek Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(KUMKM)  

Pengembangan KUMKM diarahkan pada upaya penciptaan 

mekanisme pasar yang berkeadilan dan pengurangan distorsi pasar, 

penciptaan lapangan usaha dan penumbuhan wirausaha baru, fasilitasi 

sistem pembiayaan bagi KUMKM melalui optimalisasi peran lembaga 

keuangan Bank/non Bank, optimalisasi peran dan fungsi lembaga 

penjaminan kredit bagi KUMKM, penyederhanaan perijinan dan fasilitasi 

aspek legal produk KUMKM, advokasi kelembagaan dan usaha KUMKM, 

peningkatan penguasaan teknologi bagi KUMKM pengembangan sentra 

bisnis kawasan ekonomi KUMKM, pengembangan jaringan KUMKM baik 

di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, pengembangan 

KUMKM di perdesaan melalui program pertumbuhan desa dengan 

pendekatan kooperatif, peningkatan kapasitas SDM KUMKM, 

pendampingan KUMKM melalui peran sarjana pendamping, 

pengembangan kemitraan bagi KUMKM dengan badan usaha lainnya, 
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peningkatan kualitas koperasi melalui pemeringkatan, penilaian 

kesehatan KSP/USP-Koperasi dan akreditasi koperasi, fasilitasi sarana 

prasarana bagi KUMKM, pengarusutamaan gender KUMKM dan 

pengembangan KUMKM pada kelompok-kelompok strategis. Pada tahap 

ini, KUMKM diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam struktur 

perekonomian baik lokal, regional maupun nasional serta dapat 

menciptakan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja.  

 
- Aspek Infrastruktur Wilayah 

Pada aspek infrastruktur wilayah, diarahkan untuk melanjutkan 

pembangunan infrastruktur kota strategis dan perbatasan yang telah 

direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan revitalisasi 

infrastruktur yang telah ada serta meningkatkan kerja sama antara 

pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan 

infrastruktur. Pada tahap ini akan ditandai dengan meningkatnya 

aksesibilitas untuk pergerakan orang, barang, dan jasa, meningkatnya 

ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, berkurangnya bencana 

banjir dan kekeringan, meningkatnya layanan jaringan irigasi, 

meningkatnya ketersediaan energi terbarukan, meningkatnya cakupan 

pelayanan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan 

kualitas sanitasi lingkungan serta meningkatnya ketersediaan rumah 

susun di perkotaan. 

Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup dicerminkan oleh mantapnya pranata pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta laju 

pendayagunaan sumber daya alam dapat pulih sebanding dengan 

pembuangan limbah ke lingkungan. Terciptanya keseimbangan antara 

ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya dan terwujudnya 

pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian 

pemanfaatan ruang secara konsisten. Indikasinya adalah semakin 

meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam 
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dan lingkungan dengan mengembangkan kearifan lokal, semakin 

membaiknya sistem informasi sumber daya alam lingkungan hidup, 

tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu 

berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan, penataan kelembagaan 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Membaiknya 

upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan 

menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R (Reuse, 

Recycle, Reduce), meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan 

melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan 

hidup serta meningkatkan penegakan hukum lingkungan. Melakukan 

penataan lingkungan kawasan pesisir dan laut yang terintegrasi dengan 

kawasan daratan. Dalam penyediaan kebutuhan energi maka potensi 

energi alternatif akan terus dikembangkan. Semakin meningkatnya upaya 

pengurangan resiko bencana alam yang pada akhirnya akan 

terbangunnya pola pendayagunaan sumber alam dan lingkungan yang 

berkelanjutan. 

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada 

peningkatan kuantitas akseptor dan kualitasnya, penataan 

penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan mengarahkan 

persebaran penduduk baik di dalam maupun ke luar wilayah kabupaten. 

 
- Aspek Politik  

Pembangunan aspek politik diarahkan pada upaya membangun 

konsensus antar stakeholders untuk mewujudkan demokrasi sebagai 

satu-satunya aturan main dalam berpemerintahan. Upaya yang dilakukan 

melalui peningkatan pemahaman demokrasi, penyelenggaraan pemilu 

yang adil, penguatan fungsi partai politik, dan peningkatan pendidikan 

politik masyarakat. 

 

- Aspek Hukum 

Pembangunan aspek hukum diarahkan pada penataan hukum 

daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan 
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pemerintahan melalui penataan dan pembentukan hukum daerah baik 

berupa peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya. 

 
- Aspek Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat 

Pembangunan aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat 

diarahkan pada konsolidasi personil, aturan, dan keterlibatan masyarakat 

dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui 

peningkatan kemampuan satuan polisi pamong praja, satuan 

perlindungan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman di lingkungannya. 

 
- Aspek Aparatur 

Pembangunan aspek aparatur diarahkan pada penataan 

kelembagaan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai 

dengan kompetensi, peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan 

kinerja aparatur dan penerapan insentif berbasis kinerja untuk 

peningkatan profesionalitas aparatur termasuk di dalamnya 

pengembangan jabatan fungsional. Untuk meningkatkan pelayanan publik 

akan diterapkan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar prosedur 

operasional. 

 
- Aspek Keuangan Daerah  

Pembangunan aspek keuangan daerah diarahkan pada efektivitas 

dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi 

peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah penghasil. 

Kesenjangan antar daerah di Kabupaten Cirebon semakin 

berkurang yang ditunjukkan dengan meratanya pelayanan aktivitas 

perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Kondisi ini ditandai 

dengan meratanya hasil-hasil pembangunan, baik wilayah barat, timur 

maupun tengah.  
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BAB III 

VISI DAN MISI 

 

3.1 VISI   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, visi – misi dalam RPJMD merupakan visi-

misi Kepala Daerah. Visi dan misi kepala daerah saat pencalonan dilandasi 

oleh keprihatinan calon bupati dan calon wakil bupati terhadap kondisi 

permasalahan masyarakat Kabupaten Cirebon, RPJMD Provinsi Jawa Barat 

dan RPJMN. Calon bupati yang sekarang terpilih menjadi Bupati dan Wakil 

Bupati Cirebon memandang jauh ke depan bahwa pembangunan 

masyarakat di daerahnya perlu dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan 

social capital building guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon 

yang maju dan makmur. Selain pendekatan pembangunan tersebut, perlu 

pula dibarengi dengan pembangunan ekonomi masyarakat yang tidak hanya 

mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi berakibat pada 

ketimpangan ekonomi pada golongan masyarakat kecil. Sehingga 

perumusan Visi Bupati Cirebon periode lima tahun ke depan (2009-2014) 

adalah pengejawantahan kehendak masyarakat Kabupaten Cirebon yaitu:  

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon beriman, sehat, 

cerdas dan  Sejahtera “. 

Untuk memperjelas sasaran yang hendak diwujudkan, maka diberikan 

pengertian terhadap variabel tersebut di atas sebagai batasan 

operasionalnya, yaitu: 

Beriman  :  adalah kondisi kehidupan masyarakat yang mengamalkan                          

ajaran agamanya dalam perilaku kehidupan kehidupan                           

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
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Sehat      :  adalah kondisi fisik dan mental individu yang produktif dan  

memiliki umur harapan hidup yang lebih baik dari tahun 

sebelumnya.   

Cerdas    : adalah masyarakat berpengetahuan, berpendidikan dan 

memiliki keterampilan serta tanggap dan mampu 

memanfaatkan potensi dirinya. 

Sejahtera :  adalah kondisi  terpenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek 

kehidupan  yang memberikan perasaan adil, aman dan 

makmur. 

 

3.2  MISI 

Untuk mencapai visi tersebut, Bupati Cirebon menyusun misi yang di 

dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Alur pikir 

penyusunan misi dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2009-2014:  

a. Misi merupakan tahapan rencana pembangunan daerah Kabupaten 

Cirebon yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan 

kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten 

Cirebon dalam segala bidang, guna menyiapkan masyarakat yang 

beriman, sehat, cerdas dan sejahtera Hal tersebut akan dicapai 

dengan menciptakan aktivitas pendidikan termasuk pendidikan 

keagamaan, kesehatan dengan menekankan upaya penguatan 

suprastruktur pelayanan kesehatan, ekonomi yang efektif dan efisien, 

melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan 

revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktifitas 

pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, 

meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan 

masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja 
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pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan 

mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan 

tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas. Kemampuan 

ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi 

kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) 

berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan 

antarwilayah, melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, 

industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh 

pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan 

daerah. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan 

pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.  

b. Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 

fenomena penting aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada 

periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka 

panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, akan diatasi 

secara bertahap seperti aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan 

masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan dan 

pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, 

penanganan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup, 

penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, 

pengendalian kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi 

budaya daerah dan pemerintahan otonom.  

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta 

memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang 

dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Cirebon yang beriman, 
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sehat, cerdas dan sejahtera,  maka dirumuskan dalam empat misi yang 

disebut catur karya prestasi sebagai berikut: 

Misi pertama, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

berakhlakulkarimah melalui peningkatan pendidikan 

agama. 

Tujuan      :  Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak dan 

berilmu. 

Sasaran    :   Tercapainya rata-rata penurunan penyakit masyarakat dan                         

kriminalitas  sebesar 10%. 

Misi kedua,  Meningkatkan pembangunan manusia melalui 

akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan 

pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat 

terutama keluarga miskin. 

Tujuan :   Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia yang cerdas, 

sehat dan sejahtera 

Sasaran    :   

1. Tercapainya Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,52. 

2. Tercapainya kenaikan indeks pendidikan penduduk 85,50 dengan rata-

rata lama sekolah (RLS) 9 tahun dan Angka Melek Huruf (AMH) 98,25%. 

3. Tercapainya Wajib belajar 12 tahun maka dilakukan kebijakan DSP gratis 

sampai tingkat SLTA/SMK Negeri dan subsidi pendidikan bagi siswa 

sekolah swasta serta beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin (kurang 

mampu) dan yang berprestasi.  

4. Tercapainya kenaikan indeks kesehatan penduduk 74,33 melalui angka 

harapan hidup (AHH) 69,60 tahun. 

5. Tercapainya Indeks Daya Beli 63,73 melalui peningkatan daya beli 

sebesar Rp. 635.780,- 
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6. Tercapainya penurunan pengangguran rata-rata 20% per tahun dari 

pengangguran terbuka pada tahun yang bersangkutan. 

7. Tercapainya pendapatan per kapita sebesar Rp 13.150.005,- 

 

Misi Ketiga,     Membangun pemerintahan yang baik melalui 

peningkatan    kapasitas aparatur pemerintah daerah. 

Tujuan :   Peningkatan pelayanan publik, keamanan dan ketertiban 

Sasaran :   Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 3,5 

 

Misi Keempat, Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat. 

Tujuan :   Peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi lokal 

Sasaran :  Tercapainya peningkatan produksi sektor primer rata-rata 5%     

pertahun 

 

3.3  KETERKAITAN VISI – MISI DENGAN URUSAN WAJIB DAN 

PILIHAN 

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya  

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon namun dalam perjalanannya 

masih membutuhkan dukungan pemerintah provinsi Jawa Barat dan 

pemerintah pusat serta segenap masyarakat Cirebon. Pemerintah 

Kabupaten Cirebon hanya dapat memaksimalkan perannya berdasarkan 

kewenangannya, berupa urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan 

pada pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  
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Adapun keterkaitan antara misi Kabupaten Cirebon dan urusan wajib 

serta pilihan berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

Misi pertama, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

berakhlakulkarimah melalui peningkatan pendidikan agama. Urusan wajib 

yang terkait adalah pendidikan, perencanaan pembangunan, sosial dan 

pemerintahan umum. 

Misi kedua, Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi 

derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi 

masyarakat terutama keluarga miskin. Urusan wajib yang terkait adalah 

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan 

ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pertanahanan, 

kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha 

kecil dan menengah, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan 

masyarakat dan desa. Urusan pilihan yang terkait adalah pertanian, 

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan 

perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. 

Misi Ketiga, Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan 

kapasitas aparatur pemerintah daerah. Urusan wajib yang terkait adalah 

perencanaan pembangunan, pemerintahan umum, kepegawaian, statistik, 

disdukcapil, arsip dan komunikasi dan informatika. 

Misi Keempat, Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat. 

Urusan wajib yang terkait adalah perencanaan pembangunan, perhubungan, 

koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, 

energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan dan 

perindustrian. 
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3.4  INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN 

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Cirebon selama 

periode waktu tahun 2009 – 2014, ditetapkan Indikator Kinerja 

Pembangunan dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta pemangku 

kepentingan di Jawa Barat. Indikator kinerja tersebut merupakan 

implementasi dari target pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Cirebon 

tahun 2009 – 2014. 

Indikator kinerja pembangunan daerah tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 

NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2007 TARGET 2014 

Misi pertama, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 
berakhlakulkarimah melalui peningkatan pendidikan agama. 

1. Rasio Jumlah tempat peribadatan per 
satuan penduduk 

3,054 3,062 

2. Jumlah Demo 21 8 

3. Angka Kriminalitas 5,28 2,8 

Misi kedua, Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi 
derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi 
masyarakat terutama keluarga miskin. 

NO Kualitas Hidup Manusia TAHUN 2007 TARGET 2014 

1. Indeks Kesehatan  66,53 74,33 

2. Indeks Pendidikan 74,71 85,50 

3. Indeks daya Beli 60,71 63,73 

4. Indeks Pembangunan Manusia 67,30 74,52 
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NO Kesehatan TAHUN 2007 TARGET 2014 

1. Angka Harapan Hidup 64,92 69,60 

2. Angka Kematian Bayi 53,08 48,94 

3. Prosentase balita gizi buruk 2,17 0,86 

4. 
Rasio Rumah Sakit per satuan 
penduduk 

0,033 0,0460 

5. Rasio Puskesmas per satuan 

penduduk 

0,025 0,030 

6. 
Rasio Puskesmas Pembantu 
(PUSTU) per satuan penduduk 

0,031 0,031 

7. 
Rasio dokter per satuan penduduk 

0,100 0,243 

8. 
Rasio tenaga Paramedis per satuan 
penduduk 

0,955 1,433 

NO Pendidikan TAHUN 2007 TARGET 2014 

1. Rata-rata Lama Sekolah 6,42 9 

2. Angka Melek huruf 90,66 98,25 

3. APK SD 101,60 104,76 

4. APM SD 94,89 100,00 

5. APK SMP 73,99 103,30 

6. APM SMP 66,86 100,00 

7. APK SMA 48,17 102,45 

8. APM SMA 35,19 100,00 

9. Rasio ketersediaan sekolah per 
penduduk usia sekolah 
- SD 
- SMP 
- SMA 

 

 
 

35,740 
15,612 
11,308 

 
 

41,685 
13,316 
11,638 

10. Rasio guru per murid 
- SD 
- SMP 
- SMA 

 
31,613 
48,921 
70,788 

 
33,335 
44,450 
49,772 
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NO Ekonomi TAHUN 2007 TARGET 2014 

1. Daya Beli (Rp.) 622.520 635.780 

2. Persentase penduduk miskin (%) 58,83 53.02 

3. Rasio Rumah layak Huni (%) 59,77 63,17 

Misi Ketiga, Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan 

kapasitas aparatur pemerintah daerah. 

1. 
Skala kepuasan 

masyarakat (skala 1-4) 
2,75 3,5 

Misi Keempat, Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat. 

NO Perekonomian Masyarakat TAHUN 2007 TARGET 2014 

1. PDRB  adh.Berlaku (Rp. Juta) 12.930.228 31.250.612 

2. PDRB adh.Konstan (Rp. Juta) 7.028.264 9.960.672 

3. LPE (%) 5,37 5,22 

4. Tingkat Inflasi (%) 6,80 7,5 

5. LPP (%) 0,42 1,39 

6. Penyerapan Investasi (Rp. Juta) 199.538 420.000 

7. Tingkat Kesempatan Kerja (%) 90,77 100 

8. Pendapatan Per Kapita  5.714.000 13.150.005 
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NO Peningkatan Infrastruktur Daerah TAHUN 2007 TARGET 2014 

1. Persentase penduduk berakses air 
minum 

14,23 16,89 

2. 
Proporsi panjang jaringan jalan 
dalam kondisi baik (%) 
- Jalan Kabupaten 
- Jalan Desa dan Poros Desa 

 
 

71,00 
17,30 

 

 
 

85 
50 

 

3. Rasio jaringan irigasi 46,50 53,54 

4. Rasio tempat pembuangan sampah 
(TPS) per satuan penduduk 

 

88,17 

 

157,97 

5. Persentase rumah tangga yang 
menggunakan listrik 

98,48 99,01 
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BAB IV 

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Strategi pembangunan daerah dirumuskan untuk mencapai visi-misi 

yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan daerah tersebut terdiri dari 

kebijakan dan program pembangunan serta program janji bupati.  

 

4.1  KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan 

program dan kegiatan selama periode tahun 2009 – 2014 berdasarkan 

urusan pemerintahan. 

 

Misi 1 : 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlakulkarimah 

melalui peningkatan pendidikan agama. 

 
Kebijakan :  

1. Bidang Agama 

a. Memantapkan kerjasama antara umat beragama dan pemerintah; 

b. Pengembangan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama; 

c. Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama 

dalam kehidupan bermasyarakat; 

d. Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan serta pelayanan 

ibadah haji;  

e. Meningkatkan upaya implementasi kesalehan sosial baik di kalangan 

aparatur pemerintah maupun seluruh unsur masyarakat. 
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Misi 2 : 

Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat 

pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi 

masyarakat terutama keluarga miskin. 

 
Kebijakan: 

1. Bidang Pendidikan 

a. Menetapkan kebijakan pendidikan murah dan terjangkau bagi 

masyarakat terutama bagi keluarga kurang mampu;  

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pendidikan; 

c. Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun; 

d. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; 

e. Mengembangkan pelayanan pendidikan luar sekolah dan pendidikan 

informal berbasis potensi daerah; 

f.   Mengembangkan sekolah kejuruan berbasis kompetensi. 

 
2. Bidang Perpustakaan 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi 

informasi; 

b. Meningkatkan kemampuan dan budaya masyarakat dalam membaca. 

 
3. Bidang Kesehatan 

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu 

dan anak; 

b. Mengembangkan sistem kesehatan;  

c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian 

penyakit menular serta tidak menular; 

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. 
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4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis 

kemandirian berusaha; 

b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan 

kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan 

anak. 

 
5. Bidang Sosial 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial 

perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat; 

b. Meningkatkan penggalian potensi sumber kehidupan bagi 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

 
6. Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

a. Meningkatkan kontribusi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

b. Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olahraga 

masyarakat dan olahraga tradisional; 

c. Penyediaan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi. 

 
7. Bidang Ketenagakerjaan 

a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja; 

b. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan; 

c. Memfasilitasi penciptaan lapangan pekerjaan; 

d. Meningkatkan  upah  minimum  dan perlindungan serta pengawasan 

ketenagakerjaan. 

 
8. Bidang Kebudayaan 

a. Melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal; 
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b. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan 

lokal yang selaras dengan perkembangan zaman; 

c. Mengembangkan jenis dan bentuk kegiatan pembangunan 

kebudayaan yang berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 
9. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

      Menciptakan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. 

 
10. Bidang Ketransmigrasian 

Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka  penyelenggaraan 

ketransmigrasian baik di dalam maupun ke luar Kabupaten Cirebon. 

 
11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

a. Meningkatkan peran dan fungsi  kelembagaan masyarakat desa 

dalam pembangunan; 

b. Menumbuhkan semangat kemandirian dan gotong royong 

masyarakat. 

 
Misi 3 : 

Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas 

aparatur pemerintah daerah. 

 

Kebijakan : 

1. Bidang Perencanaan Pembangunan 

a. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling 

menguntungkan; 

b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan 

perencanaan yang pro rakyat; 

c. Meningkatkan pelaporan dan pengendalian pembangunan.  
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2. Bidang Komunikasi dan Informatika 

Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam 

manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 
3. Bidang Pertanahan 

Mewujudkan tertib administrasi pertanahan. 

 
4. Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

a. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang 

proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif 

dan disinsentif berbasis kinerja; 

b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik pada 

setiap unit kerja; 

c. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif; 

d. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan 

dan akuntabel; 

e. Meningkatkan pembinaan ketertiban dan keamanan, dan satuan 

perlindungan masyarakat. 

f.   Meningkatkan kinerja pegawai melalui pemberian insentif berbasis 

kinerja. 

 
5. Bidang Statistik 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi pendukung 

perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. 

6. Bidang Kearsipan 

Meningkatkan mutu penyelenggaran kearsipan daerah dan  kinerja 

pengelolaan kearsipan menuju tertib administrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 
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7. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

a. Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, 

dinamis dan bersatu yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya 

sebagai sumber etika dan moral; 

b. Meningkatkan kemandirian institusi-institusi sosial dan politik pada 

tataran suprastruktur dan infrastruktur politik sebagai unsur perekat, 

pemelihara dan pengaman kondusifitas daerah; 

c. Mengembangkan wawasan kebangsaan yang mengarah kepada 

terwujudnya sistem  perlindungan masyarakat dan ketahanan bangsa. 

 
8. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 

Penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan secara 

menyeluruh. 

 
Misi 4 : 

Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat 

 
Kebijakan : 

1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) 

Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem 

pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM 

 
2. Bidang Pertanian 

Menciptakan ketahanan pangan 

 
3. Bidang Pariwisata 

Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan 

produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri 

masyarakat Kabupaten Cirebon 
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4. Bidang Perdagangan 

Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang sertapengembangan 

pasar dalam dan luar negeri 

 
5. Bidang Industri 

a. Meningkatkan daya saing industri 

b. Optimalisasi pelayanan PD Aneka Industri dan Jasa 

 
6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 

a. Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya 

mineral  

b. Mengembangkan energi alternatif dan gerakan hemat energi bagi 

masyarakat dan pelaku usaha 

c. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur 

energi dan ketenagalistrikan 

 
7. Bidang Kelautan dan Perikanan 

Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan 

 
8. Bidang Kehutanan 

a. Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan 

b. Mengembangkan hutan rakyat 

c. Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan 

hutan 

d. Perencanaan dan pengembangan hutan kota di 10 kota strategis 

 
9. Bidang Penanaman Modal 

a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjadikan investasi 

sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah 
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b. Membentuk lembaga investasi serta meningkatkan promosi dan 

kerjasama investasi 

c. Meningkatkan mutu pelayanan perijinan yang mudah, tepat dan 

transparan 

 
10. Bidang Pekerjaan Umum 

a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan 

pergerakan orang, barang, dan jasa 

b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk 

mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta 

pengendalian daya rusak air 

c. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 

d. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi 

 
11. Bidang Perhubungan 

Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka 

membangun perekonomian, keandalan keselamatan, lingkungan, 

peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa 

 
12. Bidang Perumahan dan Permukiman 

a. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara; 

b. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana 

dasar permukiman 

 
13. Bidang Lingkungan Hidup 

a. Meningkatkan kualitas lingkungan (air, udara, pesisir, laut dan tanah);  

b. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha, 

ndustri dan masyarakat;  

c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam; 
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e. Meningkatkan upaya mitigasi bencana dan mengelola resiko bencana; 

f.   Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan berdasarkan 

perkembangan sains dan teknologi; 

g. Meningkatkan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan; 

h. Mencapai target luas kawasan lindung berdasarkan RTRW yang 

berlaku. 

 
14. Bidang Penataan Ruang 

a. Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang kabupaten; 

b. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi 

dalam jaringan data spasial propinsi dan nasional; 

c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan penataan ruang. 

 

4.2  PROGRAM PEMBANGUNAN 

 
1. Bidang Agama 

a. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama; Sasaran: 

Tercapainya rata-rata penurunan penyakit masyarakat dan 

kriminalitas  sebesar 10% 

Kegiatan : 

1) Fasilitasi sarana dan prasarana pribadatan; 

2) Fasilitasi dan koordinasi pelarangan perjudian, miras dan 

prostitusi. 

b. Program peningkatan  pemahaman  dan  pengamalan agama dan 

kerukunan umat    beragama; 

Sasaran: 

Tidak terjadinya gangguan sara 

Kegiatan : 
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Fasilitasi pembauran dan kebersamaan umat beragama. 

c. Program peningkatan kualitas pendidikan  agama 

Sasaran: 

Melek membaca Al-Qur’an 90% 

Kegiatan : 

1) Fasilitasi lembaga pendidikan agama; 

2) Fasilitasi sarana dan prasarana lembaga pendidikan agama. 

 
d. Program pembinaan lembaga sosial keagamaan  

Sasaran: 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

keagamaan 100% 

Kegiatan : 

Fasilitasi  kelembagaan sosial keagamaan dalam proses 

pemberdayaan masyarakat. 

 
2. Bidang Pendidikan 

Program: 

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini 

Sasaran: 

1) Menumbuhkan jiwa sosial pada anak sejak dini 

2) Membentuk adat/ kebiasaan baik sejak dini 

Kegiatan :  

1) Pembangunan gedung sekolah 

2) Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah 

3) Penambahan ruang kelas sekolah 

4) Penambahan ruang guru sekolah 

5) Pembangunan ruang locker siswa 
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6) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

7) Pembangunan saranan dan prasarana bermain 

8) Pembangunan ruang serba guna/aula 

9) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 

10) Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 

11) Pembangunan ruang ibadah 

12) Pembangunan perpusatakaan sekolah 

13) Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan 

perlengkapannya 

14) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 

15) Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 

16) Pengadaan pakaian seragam sekolah 

17) Pengadaan pakaian olahraga 

18) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 

19) Pengadaan mebeluer sekolah 

20) Pengadaan perlengkapan sekolah 

21) Pengadaaan alat rumah tangga sekolah 

22) Pengadaaan sarana mobilitas sekolah 

23) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 

24) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, 

penjaga sekolah 

25) Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 

26) Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 

27) Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 

28) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga  

29) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain 

30) Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 

31) Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan 

fasilitas parkir 
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32) Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 

33) Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 

34) Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 

35) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan 

perlengkapannya 

36) Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 

37) Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 

38) Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah 

39) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 

40) Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 

41) Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 

42) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 

43) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, 

penjaga sekolah 

44) Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 

45) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 

46) Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 

47) Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 

48) Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 

49) Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain 

50) Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 

51) Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas 

parkir 

52) Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah 

53) Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 

54) Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 

55) Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan 

perlengkapannya 

56) Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 
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57) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 

58) Pengembangan pendidikan anak usia dini 

59) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 

60) Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 

61) Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini 

62) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran 

pendidikan ank usia dini 

63) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia 

dini 

64) Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 

65) Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 

66) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

Sasaran: 

1) Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi 9 

tahun 

2) Meningkatnya APK SD/MI menjadi 104,7% 

3) Meningkatnya APM SD/MI menjadi 100% 

4) Meningkatnya APK SMP/MTs menjadi 103,3% 

5) Meningkatnya APM SMP/ MTs menjadi 100% 

6) Data dan koordinasi percepatan wajar dikdas 9 tahun 

Kegiatan : 

1) Pembangunan gedung sekolah 

2) Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah 

3) Penambahan ruang kelas sekolah 

4) Penambahan ruang guru sekolah 

5) Pembangunan ruang locker siswa 
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6) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

7) Pembangunan sarana dan prasarana bermain 

8) Pembangunan ruang serba guna/aula 

9) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 

10) Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 

11) Pembangunan ruang ibadah 

12) Pembangunan perpusatakaan sekolah 

13) Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan 

perlengkapannya 

14) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 

15) Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 

16) Pengadaan pakaian seragam sekolah 

17) Pengadaan pakaian olahraga 

18) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 

19) Pengadaan mebeluer sekolah 

20) Pengadaan perlengkapan sekolah 

21) Pengadaaan alat rumah tangga sekolah 

22) Pengadaaan sarana mobilitas sekolah 

23) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 

24) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, 

penjaga sekolah 

25) Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 

26) Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 

27) Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 

28) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga  

29) Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 

30) Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas 

parkir 

31) Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 
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32) Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 

33) Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 

34) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan 

perlengkapannya 

35) Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 

36) Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 

37) Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah 

38) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 

39) Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 

40) Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 

41) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 

42) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, 

penjaga sekolah 

43) Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 

44) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 

45) Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 

46) Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 

47) Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah 

48) Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 

49) Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 

50) Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 

51) Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas 

parkir 

52) Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah 

53) Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 

54) Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 

55) Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan 

perlengkapannya 

56) Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 
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57) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 

58) Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 

59) Pelatihan penyusunan kurikulum 

60) Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat 

61) Pembinaan SMP terbuka 

62) Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 

63) Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang 

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan 

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 

64) Penyediaan  Biaya operasional madrasah 

65) Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 

66) Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan 

SMP/MTS 

67) Penyelenggraan paket A setara SD 

68) Penyelenggraan paket B setara SMP 

69) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah 

dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan 

pendidikan dasar 

70) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 

71) Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL) 

72) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode 

pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi 

73) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan 

dasar 

74) Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah 

75) Penyediaan beasiswa transisi 

76) Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 

77) Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil 
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78) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

c. Program Pendidikan Menengah 

Sasaran: 

1) Terlaksananya wajar dikdas 12 tahun 

2) Meningkatnya APK SMA/SMK/MA menjadi 102,45% 

3) Meningkatnya APM SMA/SMK/MA menjadi 100% 

4) Terfasilitasinya penyaluran beasiswa bagi keluarga tidak mampu 

Kegiatan :  

1) Pembangunan gedung sekolah 

2) Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah 

3) Penambahan ruang kelas sekolah 

4) Penambahan ruang guru sekolah 

5) Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah 

(laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 

6) Pembangunan ruang locker siswa 

7) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

8) Pembangunan ruang serba guna/aula 

9) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 

10) Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 

11) Pembangunan ruang ibadah 

12) Pembangunan perpusatakaan sekolah 

13) Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan 

perlengkapannya 

14) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 

15) Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 

16) Pengadaan pakaian seragam sekolah 

17) Pengadaan pakaian olahraga 

18) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 
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19) Pengadaan mebeluer sekolah 

20) Pengadaan perlengkapan sekolah 

21) Pengadaaan alat rumah tangga sekolah 

22) Pengadaaan sarana mobilitas sekolah 

23) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 

24) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, 

penjaga sekolah 

25) Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 

26) Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 

27) Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 

28) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga  

29) Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 

30) Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan 

fasilitas parkir 

31) Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 

32) Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 

33) Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 

34) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan 

perlengkapannya 

35) Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 

36) Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 

37) Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah 

38) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 

39) Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 

40) Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 

41) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 

42) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, 

penjaga sekolah 

43) Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 
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44) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 

45) Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 

46) Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 

47) Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 

48) Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 

49) Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 

50) Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas 

parkir 

51) Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah 

52) Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 

53) Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 

54) Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan 

perlengkapannya 

55) Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 

56) Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah 

57) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 

58) Pelatihan penyusunan kurikulum 

59) Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 

60) Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk 

daerah-daerah pedesaaan, terpencil dan kepulauan 

61) Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 

62) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 

63) Penyelenggraan paket C setara SMU 

64) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah 

dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)  

65) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi 

66) Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri 



   

 

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

 

IV-20 

67) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan 

menengah 

68) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 

69) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
d. Program Pendidikan Non Formal dan Informal 

Sasaran: 

1) Meningkatnya angka melek huruf menjadi 98,25% 

2) Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun 

3) Tersosialisasikannya pendidikan non formal di 40 kecamatan/ 

tahun 

4) Terlatihnya tenaga pendidik sebanyak 460 orang pertahun 

5) Lancarnya kegiatan operasional masjid/mushalla, MT, RA, TPQ, 

TKQ, MD & pondok pesantren sebanyak 17.371 unit/ tahun 

6) Tersebarnya informasi pendidikan non formal bagi tim wajar 

madrasah diniyah, TK sebanyak 627 orang/ tahun 

Kegiatan : 

1) Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 

2) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 

3) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 

4) Pengembangan pendidikan keaksaraan 

5) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 

6) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal 

7) Pengembangan Pengarusutamaan Gender 

8) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 

9) Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 

10) Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 

11) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran 

pendidikan non formal 
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12) Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 

13) Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal 

14) Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 

15) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

16) Pembinaan dan Pengembangan Home Schooling 

 
e. Program Pendidikan Luar Biasa 

Sasaran: 

1) Meningkatnya angka RLS menjadi 7,5% 

2) Meningkatnya angka AMH menjadi 98,25% 

Kegiatan : 

1) Pembangunan gedung sekolah 

2) Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah 

3) Penambahan ruang kelas sekolah 

4) Penambahan ruang guru sekolah 

5) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 

(laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 

6) Pembangunan ruang locker siswa 

7) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

8) Pembangunan ruang serba guna/aula 

9) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 

10) Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 

11) Pembangunan ruang ibadah 

12) Pembangunan perpusatakaan sekolah 

13) Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan 

perlengkapannya 

14) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 

15) Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 
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16) Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta 

pakaian olahraga 

17) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 

18) Pengadaan mebeluer sekolah 

19) Pengadaan perlengkapan sekolah 

20) Pengadaaan alat rumah tangga sekolah 

21) Pengadaaan sarana mobilitas sekolah 

22) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 

23) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, 

penjaga sekolah 

24) Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 

25) Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 

26) Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 

27) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga  

28) Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 

29) Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas 

parkir 

30) Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 

31) Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 

32) Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 

33) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan 

perlengkapannya 

34) Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 

35) Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar 

36) Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 

37) Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah 

38) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 

39) Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 

40) Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 
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41) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 

42) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, 

penjaga sekolah 

43) Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 

44) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 

45) Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 

46) Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 

47) Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 

48) Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 

49) Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 

50) Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas 

parkir 

51) Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah 

52) Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 

53) Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 

54) Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan 

perlengkapannya 

55) Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 

56) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 

57) Pelatihan penyusunan kurikulum 

58) Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 

59) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
f.   Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 

Sasaran: 

Jumlah guru layak mengajar sebanyak 83,56% 

Kegiatan : 

1) Pelaksanaan sertifikasi pendidik 

2) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 
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3) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 

4) Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 

5) Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) 

6) Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG) 

7) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar 

kualifikasi 

8) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan 

pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 

9) Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan 

tenaga kependidikan 

10) Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap 

profesi pendidik 

11) Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program 

profesi pendidik dan tenaga kependidikan 

12) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

13) Pembinaan bagi pendidik MI, MTs, MA, guru agama islam 

(SD,SMP dan SMA) 

 
g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

Sasaran: 

1) Terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 

2) Data dan informasi pendidikan dapat diakses melalui internet 

3) Meningkatnya kesejahteraan bagi 1010 orang guru MI, 40 orang 

PGRI, 700 orang guru TK dan 100 orang guru SMU swasta 

4) Mengurangi angka drop out 

Kegiatan : 

1) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 

2) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang 

pendidikan 
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3) Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan 

efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan 

4) Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang 

pendidikan 

5) Pembinaan dewan pendidikan 

6) Pembinaan komite sekolah 

7) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 

8) Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi 

ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 

9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

10) Koordinasi penyaluran bantuan keuangan pendidikan 

11) Koordinasi penyaluran bantuan beasiswa dan perlengkapan 

sekolah 

12) Koordinasi penyaluran bantuan beasiswa dan perlengkapan 

sekolah bagi keluarga tidak mampu 

 
3. Bidang Perpustakaan 

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan  

Sasaran: 

1) Meningkatnya angka melek huruf (AMH)  

2) Meningkatnya peran budaya baca dalam menyerap pengetahuan 

3) Meningkatnya IPM 

4) Meningkatnya peran keluarga, guru, pustakawan, pemerintah dan 

masyarakat 

5) Meningkatnya Sumber Daya Manusia 

Kegiatan : 

1) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk 

mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 
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2) Pengembangan minat dan budaya baca 

3) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, 

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan 

masyarakat 

4) Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 

5) Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat 

baca di daerah 

6) Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 

7) Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 

8) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 

9) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 

10) Layanan perpustakaan keliling 

11) Pendidikan dan pelatihan pengelola perpustakaan umum, 

perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kelurahan dan 

sebagainya 

12) Mengadakan lomba perpustakaan untuk meningkatkan minat 

baca diantaranya pameran buku, lomba pidato, lomba baca cerita 

anak, lomba raja buku dan ratu buku 

13) Melaksanakan akuisisi, pengolahan, sirkulasi dan pengembangan 

perpustakaan daerah 

14) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
4. Bidang Kesehatan 

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

Sasaran: 

1) Tersedianya obat 100% tiap tahun 

2) Meningkatnya penulisan resep obat generik menjadi 97% 

3) Meningkatnya penggunaan obat-obat rasional 

4) Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian 
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Kegiatan : 

1) Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 

2) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 

3) Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan 

kesehatan terutama untuk penduduk miskin 

4) Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 

5) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Sasaran: 

1) Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga 

miskin dan masyarakat rentan 95% 

2) Meningkatnya cakupan rawat inap di Puskesmas 0,2% per tahun 

3) Meningkatnya cakupan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya 

2% per tahun 

4) Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana 

pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya 

5) Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan 

dan penyebaran penyakit potensial wabah 

6) Meningkatnya keluarga sadar gizi 

7) Pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya memenuhi 

standar 

8) Terakreditasi 16 bidang pelayanan 

Kegiatan : 

1) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan 

jaringannya 

2) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 
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3) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas dan jaringannya 

4) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit 

menular dan wabah 

5) Perbaikan gizi mayarakat 

6) revitalisasi sitem kesehatan 

7) Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan  

8) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat 

generik esensial 

9) Peningkatan kesehatan masyarakat 

10) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban 

bencana 

11) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan  

12) penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

13) Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 

14) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

15) Peningkatan mutu pelayanan rumah sakti 

16) Peningkatan kemampuan pelayanan oleh petugas 

17) Pelatihan dan pembinaan perilaku melayani bagi pegawai 

18) Penanganan komplain pelanggan secara terintegrasi 

19) Penerimaan komplain pelanggan/ masyarakat melalui sms 

20) Pemberian informasi pelayanan dan tarif pelayanan yang 

komunikatif 

21) Penetapan tarif pelayanan yang terjangkau masyarakat 

22) Penyelenggaraan survey/ penelitian tentang kepuasan pelanggan 

secara berkala 

23) Fasilitasi bantuan dan informasi masalah kesehatan 

 
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan 
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Sasaran: 

1) Terpenuhinya kebutuhan obat esensial 100% 

2) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan 

makanan dan sediaan farmasi napza, narkoba dan batra 

3) Meningkatnya penggunaan obat yang rasional dan pemakaian 

obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan 

swasta di setiap jenjang. 

Kegiatan : 

1) Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat 

dan makanan 

2) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan 

berbahaya 

3) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan 

makanan 

4) Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat 

dan makanan 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 

Sasaran : 

1) Meningkatnya jumlah rekomendasi izin industri obat industri kecil 

dan obat tradisional sebesar 2% pertahun 

2) Meningkatnya jumlah proposal penelitian dan pengembangan 

obat tradisional 3% per tahun 

Kegiatan : 

1) Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi 

tanaman obat 

2) Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia 
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3) Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di 

luar negeri 

4) Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu 

5) Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri 

terkait 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 

Sasaran: 

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup 

bersih dan sehat sebesar 80% 

2) Meningkatnya desa siaga sehat aktif 60% 

3) Meningkatnya posyandu purnama 80% 

4) Kematian pasien kurang atau sama dengan 48 jam (GDR) kurang 

atau sama dengan 2 % 

5) Kematian ibu karena persalinan (AKI) kurang atau sama dengan 1 

% 

6) Kematian bayi (AKB) kurang atau sama dengan 2 % 

7) Penyuluhan kesehatan masyarakat (PKMRS) setiap minggu 

8) Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lainnya 

setiap bulan 

Kegiatan :  

1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 

2) Penyuluhan kesehatan di rumah sakit bagi pasien dan penunggu 

pasien 

3) Penyelenggaraan konsultasi gizi bagi masyarakat secara tatap 

muka langsung 

4) Penyelenggaraan konsultasi gizi dengan home care 
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5) Penyelenggaraan konsultasi rujukan ke puskesmas oleh dokter 

spesialis 

6) Pembahasan penatalaksanaan kasus oleh dokter spesialis 

dengan petugas puskesmas dan sarana kesehatan lainnya 

7) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 

8) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 

9) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 

10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

11) Pengembangan desa siaga sehat 

12) Pengembangan posyandu 

13) Pengembangan PHBS 

14) Pengembangan peran serta masyarakat dalam UKBM 

 
f.   Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Sasaran: 

1) Berkurangnya jumlah balita penderita gizi buruk sebesar 0,2% per 

tahun 

2) Bertambahnya kecaman bebas rawan gizi sebesar 9,5% per 

tahun 

3) Meningkatnya jumlah desa dengan garam beryodium baik 

sebesar 7,5% per tahun 

4) Meningkatnya jumlah balita yang naik berat badannya sebesar 

2,5% per tahun 

Kegiatan : 

1). Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 

2). Pemberian tambahan makanan dan vitamin 

3). Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, 

gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan 

kekurangan zat gizi mikro lainnya 
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4). Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 

5). Peningkatan gizi lebih 

6). Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

Sasaran: 

1) Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar 

kesehatan 

2) Bertambahnya jumlah keluarga yang memiliki MCJ sendiri 

sebesar 80% 

3) Bertambahnya masyarakat yang menggunakan air bersih sebesar 

80% 

4) Meningkatnya rumah sehat sebesar 80% 

5) Terlatihnya guru UKS sebanyak 480 orang/ tahun 

6) Meningkatnya jumlah sekolah sehat 

Kegiatan : 

1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 

2) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 

3) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 

4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

5) Pengembangan klinik sanitasi 

6) Pengawasan kualitas air 

7) Pengembangan rumah sehat 

8) Pengembangan sarana air bersih 

9) Pengembangan jamban keluarga 

10) Pengukuran kualitas udara ambient 

11) Pengebangan sekolah dasar 

12) Pengawasan sanitasi industri 

13) Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum 
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14) Pembinaan bagi para guru UKS di Kabupaten Cirebon 

15) Pembinaan peningkatan sekolah sehat TK/RA, SD/MI, SMP/Mts 

Tingkat Kab. Cirebon dan Provinsi Jabar 

 
h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

Sasaran: 

1) Ketersediaan kebutuhan vaksi yang memadai 

2) Meningkatnya jumlah penderita DBD yang diobati sebesar 2,5% 

per tahun 

3) Meningkatnya jumlah desa mencapai Universal Child 

Immunization (UCI) 2,5% per tahun 

4) Cepatnya pelaporan KLB kepada Kepala Pemerintah Daerah 

melalui Kepala Dinas Kesehatan yaitu kurang dari 24 jam 

5) Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan 

dan penyebaran penyakit akibat pemanasan global (global 

warming)  

6) Setiap KLB/ Wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan 

tepat 

Kegiatan : 

1) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 

2) Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 

3) Pengadaan vaksin penyakit menular 

4) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 

5) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 

6) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 

7) Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular 

8) Peningkatan Imunisasi 

9) Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan 

wabah 
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10) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan 

dan pemberantasan penyakit 

 
i.   Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

Sasaran: 

1) Terselenggaranya pemutakhiran data standar pelayanan 

kesehatan 100% 

2) Tersedianya standar pelayanan kesehatan, standar pelayanan 

minimal (SPM), pedoman dan regulasi kesehatan 

3) Terwujudnya akuntabilitas dan pencapaian kinerja program 

pembangunan kesehatan 

Kegiatan : 

1) Penyusunan standar kesehatan 

2) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 

3) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 

kesehatan 

4) Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 

5) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

7) Pembinaan peningkatan sekolah sehat TK/RA, SD/MI, SMP/ MTs 

tingkat Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jabar 

 
j.   Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

Sasaran: 

1) Terlayaninya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin 

100% 

2) Terlayaninya setiap orang miskin yang memerlukan pelayanan 

kesehatan dasar dan atau rujukan/ spesialistik yang bermutu 

Kegiatan : 

1) Pelayanan operasi katarak 
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2) Pelayanan kesehatan THT 

3) Pelayanan operasi bibir sumbing 

4) Pelayanan sunatan masal 

5) Penanggulangan ISPA 

6) Penanggulangan penyakit cacingan 

7) Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin 

8) Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar 

9) Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu 

10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
k. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah sarana prasarana puskesmas/ pustu dan 

jaringannya sebesar 2 % 

2) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di sarana pelayanan 

pemerintah 

Kegiatan : 

1) Pembangunan puskesmas 

2) Pembangunan puskesmas pembantu 

3) Pengadaaan puskesmas perairan 

4) Pengadaaan puskesmas keliling 

5) Pembangunan posyandu 

6) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 

7) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 

8) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas perairan 

9) Pengadaaan sarana dan prasarana keliling 

10) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 

11) Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 
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12) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 

13) Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas 

pembantu 

14) Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas 

perairan 

15) Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas 

keliling 

16) Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana posyandu 

17) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 

18) Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 

19) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 

20) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan 

21) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
l.   Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah sarana prasarana rumah sakit sebesar 

100% 

2) Menurunnya angka over opname/ rujukan pasien kurang atau 

sama dengan 5% 

3) Angka kejadian infeksi nosokomial 1% 

4) Angka kematian di IGD kurang atau sama dengan 5 % 

5) Angka kematian lebih atau sama dengan 48 jam (NDR) kurang 

atau sama dengan 0,5% 

Kegiatan : 

1) Pembangunan rumah sakit 

2) Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 

3) Pembangunan gudang obat apotik 
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4) Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas 

I,II,III) 

5) Pengembangan ruang gawat darurat 

6) Pengambangan ruang ICU, ICCU, NICU 

7) Pengembangan ruang operasi 

8) Pengambangan ruang terapi 

9) Pengembangan ruang isolasi 

10) Pengembangan ruang bersalin 

11) Pengembangan ruang inkubator 

12) Pengembangan ruang bayi 

13) Pengembangan ruang rontgen 

14) Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit 

15) Pembangunan kamar jenazah 

16) Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 

17) Rehabilitasi bangunan rumah sakit 

18) Pengadaan alat-alat rumah sakit 

19) Pengadaan obat-obatan rumah sakit 

20) Pengadaan ambulance/mobil jenazah 

21) Pengadaan mebeleur rumah sakit 

22) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, 

ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 

23) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 

24) Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah 

sakit 

25) Pengembangan tipe rumah sakit 

26) Pengadaan alat medis canggih/ modern 

27) Pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM 

RS) 

28) Pengadaan akreditasi/ standarisasi pelayanan rumah sakit 
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29) Pengadaan litbang pelayanan rumah sakit 

30) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
m. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit 

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 

Sasaran: 

1) Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat kurang dari 15 

menit 

2) Ketepatan waktu pemeliharaan alat 100% 

3) Peralatan kesehatan terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan  

4) Ketepatan waktu pemeliharaan bangunan 

Kegiatan : 

1) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 

2) Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit 

3) Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik 

4) Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, 

VIP, Kelas I,II,III) 

5) Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat 

6) Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU 

7) Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi 

8) Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi 

9) Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi 

10) Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin 

11) Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator 

12) Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi 

13) Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen 

14) Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit 

15) Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah 
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16) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah 

sakit 

17) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 

18) Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 

19) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit 

20) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 

21) Pemeliharaan SIM RS 

22) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
n. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 

Sasaran: 

1) Meningkatnya kemitraan  dalam peningkatan pelayanan 

kesehatan 100 % 

2) Meningkatnya peran serta masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat dan swasta dalam kegiatan bidang kesehatan 

Kegiatan :  

1) kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 

2) kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 

3) kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 

4) kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 

5) kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 

6) kemitraan  pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 

7) kemitraan  pengobatan bagi pasien kurang mampu 

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
o. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 

Sasaran: 

1) Meningkatnya cakupan deteksi dini tumbuh kembang balita 10% 

per tahun 
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2) Meningkatnya cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak pra 

sekolah 2,5 % per tahun 

3) Tersedianya SDM kesehatan yang terampil dalam  pelayanan 

kesehatan balita  

Kegiatan : 

1) Penyuluhan kesehatan anak balita 

2) Imunisasi bagi anak balita 

3) Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita 

4) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 

5) Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan 

perawatan anak balita 

6) Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
p. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 

Sasaran: 

1) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan 

usiat lanjut 5 % per tahun 

2) Terbentuknya pos pelayanan dan pembinaan terpadu untuk 

penduduk usia lanjut 2% per tahun 

Kegiatan : 

1) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 

2) rekruitmen tenaga perawat kesehatan 

3) Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 

4) Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan 

5) Pembangunan panti asuhan 

6) Pelayanan kesehatan 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
q. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 
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Sasaran: 

1) Meningkatnya sertifikasi penyuluhan bagi pengelola makanan dan 

minuman industri rumah tangga sebesar 75% 

2) Meningkatnya sertifikasi laik sehat restaurant atau rumah makan 

sebesar 80% 

3) Meningkatnya sertifikasi laik sehat depot air minum sebesar 80% 

Kegiatan : 

1) Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 

2) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan 

makanan hasil produksi rumah tangga 

3) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan 

makanan restaurant/ rumah makan 

4) Penyuluhan sertifikasi keamanan pangan 

5) Pengawasan kualitas air minum isi ulang 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
r. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 

Sasaran: 

1) Menurunnya AKI menjadi 220 per 100.000 KH 

2) Menurunnya AKB menjadi 36 per 1000 KH 

Kegiatan : 

1) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang 

mampu 

2) Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 

3) Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang 

mampu 

 
s. Program upaya kesehatan perorangan 

Sasaran: 
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1) Kecepatan pelayanan resep obat jadi kurang atau sama dengan 

30 menit 

2) Waktu tunggu operasi efektif kurang atau sama dengan 2 hari 

3) Rumah sakit menjadi BLUD 

4) Waktu tunggu pelayanan administrasi kurang atau sama dengan 8 

menit 

 

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan 

Perempuan 

Sasaran: 

1) Tersusunnya kebijakan tentang peningkatan kualitas anak dan 

perempuan sebanyak 4 buah / tahun 

2) Terselenggaranya advokasi, sosialisasi kebijakan peningkatan 

kualitas perempuan, kebijakan dan perlindungan anak dan remaja 

Kegiatan : 

1) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

2) Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di 

bidang politik dan jabatan publik 

3) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 

Anak 

Sasaran: 

1) Menguatnya peran dan fungsi kelembagaan PUG  
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2) Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, penganggaran serta 

monitoring, evaluasi dan pelaporan 

Kegiatan : 

1) Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 

2) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 

perempuan (P2TP2) 

3) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang 

berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 

4) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan 

dan keadilan gender (KKG) 

5) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 

6) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan 

perempuan dan anak 

7) Evaluasi pelaksanaan PUG 

8) Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 

9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

Sasaran: 

1) Terdatanya jumlah perempuan korban KDRT 

2) Terwujudnya kesepakatan dalam melaksanakan kebijakan 

tentang perlindungan perempuan dan anak 

Kegiatan : 

1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 

2) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan 

korban KDRT 

3) Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan 

4) Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara 

perempuan (PBAP) 



   

 

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

 

IV-44 

5) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja 

perempuan 

6) Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 

7) Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat 

8) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak 

kekerasan 

9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam 

pembangunan 

Sasaran : 

1) Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan 

2) Meningkatnya komitmen semua lembaga yang memperjuangkan 

kesetaraan dan keadilan gender 

Kegiatan :  

1) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 

2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan 

kesetaraan jender 

3) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun 

keluarga sejahtera 

4) Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam 

mengelola usaha 

5) Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang 

pembangunan 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
e. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 

Sasaran: 

Meningkatnya jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan  

Kegiatan :  
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1) Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan 

keputusan 

2) Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 

 

6. Bidang Sosial 

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya 

Sasaran: 

1) Menurunnya jumlah Fakir Miskin sebanyak 10% 

2) Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) sebanyak 2% 

Kegiatan : 

1) Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan 

pendamping sosial pemberdaya fakir miskin, KAT, dan PMKS 

lainnya 

2) Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 

3) Fasilitiasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 

4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi 

keluarga miskin 

5) Pelatihan ketrampilan bagi PMKS 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

7) Penyusunan data fakir miskin 

 

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

Sasaran: 

1) Meningkatnya kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 

Sosial 10 % 

2) Meningkatnya kuantitas pelayanan dan rehabilitasi sosial 5% 
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Kegiatan : 

1) Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana 

publik bagi penyandang cacat dan lansia 

2) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban 

eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak; 

3) Pelaksanaan KIE, konseling, dan kampanye sosial bagi PMKS 

4) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 

termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal 

5) Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre bagi korban 

bencana 

6) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma 

centre 

7) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana 

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 

8) Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 

PMKS 

9) Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan 

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan 

kesenjangan 

10) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut cepat 

tanggap darurat dan kejadian luar biasa 

11) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

12) Penyusunan data penyandang sosial 

13) Fasilitasi bantuan bagi yayasan dan organisasi sosial 

14) Koordinasi penyaluran bantuan bagi petugas dan pendamping 

pemberdayaan sosial 

  

c. Program pembinaan anak terlantar 

Sasaran: 
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Menurunnya jumlah anak terlantar menjadi 41.250 dan 45.205 

Kegiatan : 

1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak 

terlantar  

2) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 

3) Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar 

4) Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 

5) Peningkatan ketrampilan tenaga pembinaan anak terlantar 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

7) Peningkatan kapasitas lembaga/ yayasan (pembinaan 

manajemen lembaga) 

 
d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah para penyandang cacat dan trauma yang 

terdidik menjadi 4818 dari total jumlah para penyandang cacat 

dan trauma 5018 

2) Meningkatnya jumlah penyandang cacat eks penyakit kronis 

(kusta) yang terdidik menjadi 826 dari total penyandang cacat eks 

penyakit kronis 1001 

Kegiatan : 

1) Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 

2) Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para 

penyandang cacat dan trauma 

3) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 

4) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 

5) Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik 

 
e. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 

Sasaran: 
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1) Terpeliharanya sarana prasarana panti asuhan/ panti jompo 

2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteran 

sosial 

Kegiatan : 

1) Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 

2) Rehabiltasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo 

3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti 

asuhan/jompo 

4) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 

5) Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

7) Penyusunan data panti asuhan dan jompo 

8) Peningkatan kapasitas lembaga/yayasan (pembinaan manajemen 

lembaga) 

 

f.   Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, 

PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah eks penyandang penyakit sosial yang 

terlatih menjadi 1723 (jumlah eks penyandang penyakit sosial saat 

ini 1998) 

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas KUBE eks penyandang 

penyakit sosial 

Kegiatan : 

1) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks 

penyandang penyakit sosial 

2) Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang 

penyakit sosial 
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3) Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental bagi eks 

penyandang penyakit sosial 

4) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

6) Penyusunan data penyandang penyakit sosial 

 
g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

Sasaran: 

1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan 

sosial  

2) Meningkatnya SDM lembaga/ orang yang bergerak di bidang 

usaha kesejahteraan sosial 

Kegiatan :  

1) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 

2) Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha 

kesejahteraan sosial masyarakat 

3) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 

4) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

6) Penyusunan data pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan 

sosial 

 

7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 

Sasaran: 

1) Tersusunnya kebijakan peran kepemudaan dalam pembangunan 

1 buah / tahun 

2) Berkurangnya jumlah pemuda yang buta aksara s.d 1% 
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3) Membuka dan mendorong seluas-luasnya aksebilitas dan 

kesempatan kepada pemuda yang ingin berkecimpung dan 

mengaktualisasikan dirinya di bidang ekonomi 

Kegiatan : 

1) Pendataan potensi kepemudaan 

2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda 

3) Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan 

kepemudaan 

4) Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan 

berbasis e-youth 

5) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 

6) Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan 

advokasi tentang kepemimpinan pemuda 

7) Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan 

masyarakat 

8) Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 

9) Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda 

10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 

b. Program peningkatan peran serta kepemudaan 

Sasaran: 

a) Meningkatnya perta kepemudaan dalam pembangunan 20 %; 

b) Meningkatnya akses untuk mendapatkan pendidikan yang 

berkualitas dan terjangkau mulai dari tingkat dasar sampai dengan 

perguruan tinggi; 

c) Meningkatnya perpustakaan-perpustakaan pemuda khususnya di 

pedesaan; 

d) Meningkatnya pengetahuan dan teknologi melalui pelatihan-

pelatihan; 
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e) Tersedianya perangkat-perangkat teknologi informasi khususnya 

pada organisasi-organisasi kepemudaan 

f) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan untuk hidup sehat 

dan untuk menghindari pola dan gaya hidup hedonistis dan yang 

tidak sesuai dengan buadaya luhur bangsa 

g) Meningkatnya kemampuan kepemimpinan pemuda melalui 

berbagai pelatihan-pelatihan 

Kegiatan :  

1) Pembinaan Organisasi kepemudaan 

2) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 

3) Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 

4) Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 

5) Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan 

generasi muda 

6) Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 

7) Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 

8) Pameran prestasi hasil karya pemuda 

9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

10) Koordinasi dan pembinaan organisasi kepemudaan 

 
c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan 

kecakapan hidup pemuda 

Sasaran: 

Meningkatnya jumlah pemuda yang berwirausaha 20% 

Kegiatan : 

1) Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 

2) Pelatihan keterampilan bagi pemuda 

 
d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 

Sasaran: 
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1) Menurunnya jumlah pengguna narkoba di kalangan pemuda 1 % 

2) Kabupaten Cirebon terbebas dari HIV dan AIDS 

Kegiatan : 

1) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 

2) Program pemuda bersih narkoba “Pantas Juara” (Pemuda andal 

yang memiliki imunitas dari penjualan dan pemakaian narkoba) di 

setiap desa sesuai dengan potensi dan karakteristik 

3) Pemberian penghargaan terhadap pemuda yang bersih narkoba 

yang dapat menjadi ikon atau idola bagi pemuda Kabupaten 

Cirebon 

 
e. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 

Sasaran: 

1) Tersusunnya kebijakan pengembangan olahraga 

2) Membangun dan mengembangkan sistem komunikasi dan 

informasi keolahragaan 

Kegiatan : 

1) Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 

2) Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi 

3) pengembangan perencanaan olahraga terpadu 

4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga 

5) Pembinaan manajemen organisasi olahraga 

6) Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga 

7) Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam 

pembangunan dan pengembangan industri olahraga 

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
f.   Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah prestasi olah raga menjadi  5 cabang /tahun 
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2) Meningkatnya jumlah cabang-cabang olah raga unggulan di 

daerah 

3) Meningkatnya penyelenggaraan kompetisi/ invitasi cabang olah 

raga 

Kegiatan : 

1) Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 

2) Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan 

daerah 

3) Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 

4) Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 

5) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 

6) Penyelenggaraan kompetisi olahraga 

7) Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 

8) Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi 

dan berprestasi 

9) Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai 

pendorong peningkatan pretasi olahraga 

10) Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 

11) Pengembangan olahraga rekreasi 

12) Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, 

pelatih dan teknisi olahraga 

13) Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, 

praktisi dan teknisi olahraga 

14) Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 

15) Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan 

dan tingkat daerah 

16) Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam 

pendanaan dan pembinaan olahraga 
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17) Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi 

dengan lembaga/ instansi lainnya 

18) Koordinasi dan pembinaan pemasyarakatan olahraga 

 

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 

Sasaran: 

1) Pembangunan GOR di 8 titik 

2) Tersedianya prasarana olah raga prestasi 6 cabang olah raga 

Kegiatan : 

1) Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan 

masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga 

2) Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 

3) Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana 

olahraga 

4) Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan 

sarana dan prasarana olahraga 

5) Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana 

dan prasarana olahraga 

6) Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 

 

8. Bidang Ketenagakerjaan 

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang siap pakai 60 %/ tahun 

2) Terwujudnya kesempatan dan perlakuan yang sama dengan 

kesetaraan gender dalam pekerjaan 

3) Terwujudnya kerjasama antar stakeholder terkait dalam hal 

penempatan tenaga kerja dan transmigrasi 
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4) Terlaksananya pembinaan pelatihan dan produktivitas untuk 

27.000 orang pencari kerja 

Kegiatan : 

1) Penyusunan data base tenaga kerja daerah 

2) Pembangunan balai latihan kerja 

3) Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari 

kerja 

4) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur 

BLK 

5) Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja 

6) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 

7) Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK 

8) Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK 

9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

Sasaran: 

1) Terselenggaranya pelayanan penempatan dan perlindungan bagi 

50.000 TKI ke luar negeri dan meningkatnya proporsi penempatan 

TKI formal menjadi 25 % di tahun 2013, serta pemberdayaan 500 

TKI puma 

2) Terwujudnya perencanaan tenaga kerja daerah, dan tersedianya 

informasi sebagai acuan pembangunan ketanagakerjaan daerah 

3) Terselenggaranya pelayanan penempatan bagi 62.500 tenaga 

kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN yang didukung 

dengan penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja (IPK) 

4) Terwujudnya penataan dan pengendalian penggunaan tenaga 

asing 
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5) Terwujudnya kesempatan dan perlakuan yang sama dengan 

kesetaraan gender 

6) Terbinanya BKK, lembaga bahasa untuk mendidik para pencari 

kerja magang dan bekerja di Luar Negeri 

7) Terbentuknya jejaring kerja Pusat dan Daerah melalui sistem 

informasi  

Kegiatan : 

1) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 

2) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 

3) Kerjasama pendidikan dan pelatihan 

4) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 

berbasis masyarakat 

5) Pelatihan penempatan dan pengembangan potensi masyarakat 

6) Pemberian Kerja Sementara (PKS) 

7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

8) Penyiapan tenaga kerja siap pakai 

9) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 

kewirausahaan 

10) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 

11) Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan 

berbasis masyarakat 

 
c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

Sasaran: 

1) Terwujudnya pengesahan peraturan sebanyak 300 perusahaan 

2) Terwujudnya pendaftaran perjanjian kerja bersama sebanyak 50 

perusahaan 

3) Terwujudnya pengembangan koperasi pekerja/ buruh di 25 

perusahaan 
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4) Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas untuk 45 

lembaga kerjasama bipartit di perusahaan 

5) Terselenggaranya penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

di luar pengadilan 

6) Terlaksananya penentuan UMK sama besarnya dengan hasil 

survey KHL 

7) Terselenggaranya 4000 kali pemeriksaan ketenagakerjaan yang 

independent, tidak memihak dan berlaku sama di setiap 

perusahaan 

8) Terwujudnya peningkatan jumlah perusahaan yang mencapai 

angka nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sebesar 

60% 

9) Terwujudnya peningkatan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja (SMK 3) di perusahaan 

10) Tersedianya 10 orang pegawai pengawas ketenagakerjaan, 3 

orang mediator ketenagakerjaan, 3 orang pengantar kerja, 27 

orang instruktur, 5 orang assesor, 3 orang PSM dan 2 orang 

teknisi padat karya 

11) Terbentuknya komite aksi dan rencana aksi daerah tentang 

penghapusan bentuk-bentuk kerja terburuk bagi anak 

12) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantititas penerapan K3 

perusahaan 

Kegiatan : 

1) Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 

2) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial 

3) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum 

dan jaminan sosial ketenagakerjaan 
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4) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang 

ketenagakerjaan 

5) Peningkatan pengawasan,standarisasi lembaga penyalur tenaga 

kerja 

6) Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

8) Koordinasi penyaluran bantuan perlindungan dan pengembangan 

tenaga kerja 

 
9. Bidang Kebudayaan 

a. Program Pengembangan Nilai Budaya 

Sasaran: 

1) Terlestarikannya nilai budaya cirebon 85 % 

2) Berkembangnya kesenian melalui pergelaran kesenian rakyat 60 

% 

Kegiatan : 

1) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 

2) Penatagunaan naskah kuno nusantara 

3) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 

4) Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan 

nilai budaya 

5) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang 

budaya 

6) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang 

budaya 

7) Pagelaran kesenian rakyat 

8) Koordinasi penyaluran bantuan pengembangan nilai budaya bagi 

seniman 
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b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

Sasaran: 

1) Terlestarikannya kekayaan budaya cirebon 75 % 

2) Berkembangnya kesenian melalui pergelaran pada upacara adat 

desa on air radio dan hari-hari besar nasional 80% 

3) Bertambahnya pengetahuan dan wawasan juru kunci/ kuncen 

65% 

Kegiatan : 

1) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan 

budaya 

2) Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah 

kuno 

3) Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal 

daerah 

4) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 

5) Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah 

purbakala, museum dan peninggalan bawah air 

6) Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 

7) Pengembangan nilai dan geografi sejarah 

8) Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 

9) Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 

10) Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program pengelolaan kekayaan budaya 

11) Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 

12) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 

13) Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 

 

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

Sasaran: 
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1) Meningkatnya jumlah ragam budaya Cirebon 20 buah/tahun 

2) Berkembangnya kesenian melalui pergelaran pesona budaya 

Jawa Barat 45% dan nusantara 65 % 

3) Bertambahnya pengetahuan dan wawasan seniman 65 % 

4) Meningkatnya kualitas seni budaya Cirebon 75 % 

5) Terlestarikannya cagar budaya 

6) Berkembangnya seni budaya islami 

Kegiatan :  

1) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 

2) Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan 

3) Penyelenggaraan dialog kebudayaan 

4) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 

5) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 

6) Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan 

keanekaragaman budaya 

8) Koordinasi penyaluran bantuan pelestarian kekayaan cagar 

budaya 

9) Pembinaan penyelenggaraan budaya islam 

 
d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 

Sasaran: 

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya 

daerah  

Kegiatan :  

1) Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan 

swasta 

2) Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 

3) Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 
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4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 

a. Program Pendataan dan Perkembangan Kependududkan  

Sasaran :  

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan (cepat, tepat, 

murah dan transparan) 

Kegiatan :  

1) Pembangunan dan pengoparsian SIAK secara terpadu 

2) Implementasi SIAK 

3) Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 

4) Pengembangan data base kependudukan 

 
b. Penataan Administrasi Kependudukan 

Sasaran:  

Tersedianya data base kependudukan yang mudah diakses 

masyarakat 

Kegiatan :  

1) Peningkatan pelayanan kartu keluarga dan KTP 

2) Pembentukan dan penataan sistem koneksi NIK  

3) Pelayanan mutasi dan mobilisasi penduduk 

4) Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan 

 
c. Program pelayanan pencatatan sipil 

Sasaran : 

Terlatihnya tenaga pengelola SIAK on line di semua tingkatan 

Kegiatan :  

Peningkatan pelayanan publik dalam pencatatan sipil 
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d. Program peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan 

sipil 

Sasaran : 

Meningkatnya kesadaran otentik diri sebagai identitas yang wajib 

dimiliki 

Kegiatan :  

Pelatihan tenaga pengelola SIAK 

 
e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 

Sasaran : 

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan guna mewujudkan 

pelayanan yang cepat, tepat, murah dan transparan 

Kegiatan : 

1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 

2) Penyusunan kebijakan kependudukan 

3) Sosialisasi kebijakan kependudukan 

4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
11. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

a. Program Keluarga Berencana 

Sasaran: 

1) Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk menjadi 1,39 % 

2) Menurunnya TFR menjadi 2,17 

Kegiatan : 

1) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga 

miskin 

2) Pelayanan KIE 

3) Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu 

4) Promosi pelayanan KHIBA 

5) Pembinaan KB 
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6) Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 

 
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 

Sasaran: 

1) Menurunnya angka kehamilan di luar nikah 

2) Meningkatnya usia kawin pertama wanita menjadi 18,5 tahun 

Kegiatan : 

1) Advokasi dan KIE tentang KRR 

2) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 

 
c. Program pelayanan kontrasepsi 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah akseptor KB menjadi 309.880 peserta 

2) Meningkatnya jumlah PUS menjadi 442.685 

Kegiatan : 

1) Pelayanan konseling KB 

2) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 

3) Pengadaan alat kontrasepsi 

4) Pelayanan KB medis operasi 

 
d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR 

yang mandiri 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat peduli KB menjadi 

PPKBD 424 

2) Sub PPKBD menjadi 2612 

Kegiatan : 

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 
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e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok 

kegiatan di masyarakat 

Sasaran: 

Meningkatnya jumlah kelompok kegiatan masyarakat yang peduli 

kesehatan ibu, bayi dan anak 

Kegiatan : 

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan 

masyarakat 

 
f.   Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling 

Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah pusat pelayanan informasi dan konseling 

KRR 

2) Terbentuknya pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 

percontohan 1 unit/ kecamatan 

Kegiatan : 

1) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 

2) Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan 

kelompok sebaya diluar sekolah 

 
g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, Penyandang 

Masalah Sosial (PMS) termasuk HIV/ AIDS 

Sasaran: 

Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentangan bahaya narkoba 

dan HIV/AIDS 

Kegiatan : 

Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah 
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h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan 

pembinaan tumbuh kembang anak 

Sasaran: 

Tersedianya informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh 

kembang anak 31,44% 

Kegiatan : 

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan 

tumbuh kembang anak 

 
i.   Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 

Sasaran: 

Meningkatnya jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga, 

BKB 185, BKL 69, BKR 34 

Kegiatan : 

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 

 

j.   Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 

Sasaran: 

Terbentuknya model operasional BKB-posyandu-PADU sebanyak 40 

Kegiatan : 

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-posyandu-PADU 

 

12. Bidang Ketransmigrasian 

f.   Program pengembangan wilayah transmigrasi 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah lokasi tujuan transmigrasi 

2) Meningkatnya calon transmigran yang memperoleh tempat 

tinggal, peluang berusaha dan kesempatan bekerja di pemukiman 

transmigrasi secara berkelanjutan menjadi 150 KK 
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3) Terselenggaranya pembinaan, pengiriman, penempatan dan 

pemberdayaan kepada 150 KK transmigran 

Kegiatan :  

1) Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat kawasan 

transmigrasi di perbatasan 

2) Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar 

sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 

3) Penyediaan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan 

ekonomi di kawasan transmigrasi 

4) Penyediaan lembaga keuangan daerah yang membantu modal 

usaha di kawasan transmigrasi 

5) Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan 

transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 

 
g. Program transmigrasi lokal 

Sasaran: 

1) Meningkatnya ketrampilan para transmigran dan calon 

transmigran lokal 100% 

2) Berkurangnya tingkat ketergantungan trans lokal di Seuseupan 

pada pemerintah 60% per tahun 

3) Meningkatnya persentase trans lokal yang berpenghasilan tatap 

60% per tahun 

Kegiatan : 

1) Penyuluhan transmigrasi lokal 

2) Pelatihan transmigrasi lokal 

 
h. Program transmigrasi regional 

Sasaran: 

1) Meningkatnya ketrampilan para transmigran dan calon 

transmigran regional  
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Kegiatan : 

1) Penyuluhan transmigrasi regional 

2) Pelatihan transmigrasi regional 

 

13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 

Sasaran: 

Meningkatnya kualitas lembaga dan organisasi masyarakat 

perdesaan, 10% 

Kegiatan : 

1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 

2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan 

masyarakat 

3) Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa 

 
b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 

Sasaran: 

Meningkatnya ketrampilan masyarakat desa di bidang ekonomi 

Kegiatan : 

1) Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman 

2) Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 

3) Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan 

4) Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan 

5) Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di 

perdesaan 

6) Fasilitasi kemitraan usaha swasta dan mikro kecil dan menengah 

di perdesaan 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
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c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 

Sasaran: 

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 5% per 

tahun 

Kegiatan : 

1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 

2) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 

3) Pemberian stimulan pembangunan desa 

4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah aparat desa yang terlatih 120 orang per 

tahun 

2) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa 

Kegiatan : 

1) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan 

kawasan pedesaan 

2) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan 

keuangan desa 

3) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen 

pemerintahan desa 

4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

5) Penyusunan tugas pokok dan fungsi sekretaris desa 

6) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

 
14. Bidang Perencanaan Pembangunan 

a. Program Pengembangan data/informasi Perencanaan 

Sasaran: 

1) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan 100 % 
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Kegiatan: 

1) Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian 

target, kinerja dan program kegiatan 

2) Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan 

penyusunan dokumen perencanaan 

3) Penyusunan dan analisis data/ informasi perencanaan kawasan 

rawan bencana 

4) Penyusunan dan analisis data/ informasi perencanaan 

pembangunan ekonomi 

5) Penyusunan profil daerah 

6) Pengumpulan updating dan analisis data informasi tentang 

kelembagaan pendidikan non formal (MD, RA, TPQ/TKQ) 

 
b. Program Kerjasama Pembangunan 

Sasaran: 

Meningkatnya jumlah kegiatan kerja sama antar daerah  

Kegiatan: 

1) Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 

2) Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 

3) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga 

4) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan  

Sasaran: 

1) Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan 

Kegiatan: 

1) Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 

2) Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan 

3) Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan 
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4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat 

tumbuh  

Sasaran: 

Meningkatnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh  

Kegiatan : 

1) Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

2) Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan 

cepat tumbuh 

3) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh 

4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
e. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan 

besar 

Sasaran: 

Terencananya Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 

dengan baik 

Kegiatan :  

1) Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah 

perkotaan 

2) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan   

3) Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana 

alam/sosial  

4) Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi 

5) Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri  
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6) Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan 

7) Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 

8) Koordinasi perencanaan penanganan perparkiran 

9) Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 

perkotaan 

10) Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri 

perkotaan 

11) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
f.   Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan 

pembangunan daerah 

Sasaran: 

Meningkatnya jumlah tenaga perencana yang terlatih 

Kegiatan : 

1) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 

2) Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 

3) Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 

 

g. Program  perencanaan pembangunan daerah 

Sasaran: 

1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka 

menengah daerah 

2) Tersedianya dokumen tahunan perencanaan pembangunan 

3) Tersusunnya laporan kinerja pemerintah daerah 

4) Tersedianya laporan keterangan pertanggungjawaban bupati yang 

akuntabel 

Kegiatan :  

1) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan 

kebijakan dan program pelayanan publik 
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2) Penyusunan Rancangan RPJMD 

3) Penyelenggaraan musrenbang 

4) Penetapan RPJMD  

5) Penyusunan rancangan RKPD 

6) Penyelenggaraan musrenbang RKPD 

7) Penetapan RKPD 

8) Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 

9) Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban 

(LKPJ) 

10) Monitoring, evaluasi dan pengendalian dan pelaporan 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

 
h. Program  perencanaan pembangunan ekonomi 

Sasaran: 

1) Tersedianya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah 

2) Tersedianya indikator ekonomi daerah 

Kegiatan :  

1) Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 

2) Penyusunan indikator ekonomi daerah 

3) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 

4) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 

5) Penyusunan tabel input-output daerah 

6) Penyusunan master plan penanggulangan kemiskinan 

7) Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan 

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
i.   Program  perencanaan sosial budaya 

Sasaran: 

1) Tersedianya master plan pendidikan 

2) Tersedianya master plan kesehatan 
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Kegiatan : 

1) Koordinasi penyusunan master plan pendidikan 

2) Koordinasi penyusunan master plan kesehatan 

3) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 

4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 

j.    Program  perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 

Sasaran: 

1) Tersedianya master plan prasarana perhubungan daerah 

2) Tersedianya master plan pengendalian sumber daya alam dan 

lingkungan hidup 

Kegiatan : 

1) Koordinasi penyusunan master plan prasarana perhubungan 

daerah 

2) Koordinasi penyusunan master plan pengendalian sumber daya 

alam dan lingkungan hidup 

3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
k. Program  perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 

Sasaran: 

Tersedianya peta daerah rawan bencana 

Kegiatan : 

1) Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana 

2) Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 

3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 

15. Bidang Komunikasi dan Informatika 

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

Sasaran: 
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1)  Terbentuknya Sistem Informasi Daerah 

2)  Terbentuknya radio publik 

3)  Terpublikasikannya program pemerintah daerah dan hasil-hasil     

 pembangunan 9 kali per tahun dan terbinanya pers daerah 

4)  Tersedianya alat studio dan komunikasi 

5)  Terpublikasikannya informasi daerah melalui situs web resmi 

6)  Terbentuknya tv publik 

Kegiatan : 

1) Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan 

KMIP 

2) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan 

informasi 

3) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan 

informasi  

4) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

5) Pengadaan alat studio dan komunikasi 

6) Pengkajian dan pengembangan kebijakan komunikasi dan 

informasi  

7) Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan 

informasi 

8) Terselenggaranya media centre 

 
b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 

Sasaran: 

Tersedianya hasil kajian dan penelitan bidang informasi dan 

komunikasi 200 buah/ tahun 

Kegiatan : 

Pendataan bidang informasi dan komunikasi 

 
c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 
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Sasaran: 

Meningkatnya kemampuan SDM dalam bidang komunikasi dan 

informasi: 

1) Fotografi 100 orang 

2) Jurnalistik 100 orang 

3) Multimedia 130 orang 

4) Protokol 50 orang 

Kegiatan : 

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 

 
d. Program kerjasama informasi dan media massa 

Sasaran: 

1) Tersebarnya informasi kepada masyarakat melalui tatap muka 

dan media massa 

2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

daerah 

Kegiatan : 

1) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 

2) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 

3) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi 

masyarakat 

4) Kerjasama dengan media cetak 

 
16. Bidang Pertanahan 

Program penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah 

Sasaran: 

1) Tersedianya peta penguasaan, kepemilikan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah 
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2) Tertib administrasi inventaris asset tanah pemda, 147 bidang tanah/ 

tahun 

Kegiatan :  

1) Penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan 

tanah 

2) Penyuluhan hukum pertanahan 

 
17. Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 

Sasaran: 

1) Jumlah Perda yang dihasilkan 15 buah/ tahun 

2) Meningkatnya fungsi dan peran lembaga perwakilan rakyat 

daerah di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan 

Kegiatan : 

1) Pembahasan rancangan peraturan daerah 

2) Hearing atau dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah 

daerah, tokoh masyarakat/tokoh agama 

3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 

4) Rapat-rapat paripurna 

5) Kegiatan reses 

6) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 

7) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 

8) Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

9) Kunjungan kerja dan studi banding ke luar daerah 

 
b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil 

kepala daerah 

Sasaran: 
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1) Jumlah dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota 

organisasi sosial dan kemasyarakatan 40 kegiatan/ tahun 

2) Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ 

lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 30 kegiatan/ 

tahun 

3) Jumlah rapat koordinasi unsur muspida 12 kegiatan/tahun 

4) Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 15 

kegiatan/ tahun 

5) Jumlah kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala 

daerah 400 kegiatan/ tahun 

6) Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah lainnya 90 kegiatan/ tahun 

7) Tersosialisaikannya penyusunan LPPD dan LPOD 4 paket keg/ 

tahun 

8) Terpenuhinya keprotokoleran/ seremonial bupati dan wakil bupati 

12 kali / tahun 

9) Terfasilitasinya kegiatan APKASI 11 kegiatan/ tahun 

Kegiatan :  

1) Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, 

pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 

2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ 

lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 

3) Rapat koordinasi unsur muspida 

4) Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 

5) Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 

6) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

lainnya 

7) Sosialisasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah 
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8) Keprotokoleran/ seremonial Bupati dan wakil Bupati 

9) Fasilitiasi Kegiatan APKASI 

 
c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah 

Sasaran: 

1) Tersedianya analisa standar belanja 1 buah/ tahun 

2) Tersedianya analisa standar satuan harga 700 buah/ tahun 

3) Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 

4) Legalitas APBD 

5) Legalitas perubahan APBD 

6) Laporan Monev. 1 laporan/ tahun 

7) Laporan pengelolaan barang/ aset daerah, 1 laporan/ tahun 

8) Terselesaikannya masalah yang menyangkut kerugian daerah 

100% 

9) Kegiatan proses pengadaan barang/ jasa, 400 kegiatan / tahun 

10) Tersosialisasikannya APBD 

11) Meningkatnya penerimaan pajak daerah sebesar 10% per tahun 

kecuali pajak penerangan jalan sebesar 5 % per tahun 

Kegiatan : 

1) Penyusunan analisa standar belanja  

2) Penyusunan standar satuan harga 

3) Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 

4) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 

5) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah 

dan retribusi  

6) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

7) Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang 

penjabaran APBD 
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8) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan 

APBD 

9) Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang 

penjabaran perubahan APBD 

10) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

11) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

12) Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 

13) Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 

14) Sosialiasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 

15) Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang 

pengelolaan keuangan daerah 

16) Peningkatan manajemen aset/barang daerah 

17)  Peningkatan manajemen investasi daerah 

18) Revaluasi/apraisal aset/barang daerah  

19) Pemutakhiran data dan penjaringan pajak daerah 

20) Pengamanan, percepatan penerimaan dana perimbangan (PBB, 

BPHTB, PPh dan SDA) 

21) Pengamanan, percepatan penerimaan pajak daerah dan 

pembinaan teknis pembukuan UPT Pajak 

22) Pemutakhiran Data dan Subyek Pajak PBB 

23) Sosialisasi Pendapatan daerah 

24) Survey Potensi Pajak Daerah 

25) Pengendalian UPT Pajak dan Wajib Pajak 

26) Peningkatan kemampuan penggalian potensi pajak daerah 

27) Penyerahan SPT, SKP dan Penagihan Pajak 

28) Penyelesaian kerugian daerah 

29) Monitoring dan evaluasi PAD 
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30) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja 

daerah 

31) Pengelolaan proses pengadaan barang/ jasa 

32) Pengembangan dan implementasi sistem informasi pengelolaan 

keuangan daerah (SIPKD) dan sistem informasi keuangan daerah 

(SIKD) 

33) Pengkajian dan penilaian penerapan pola pengelolaan keuangan 

badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) 

34) Sosialisasi APBD 

35) Penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan 

36) Peningkatan tertib administrasi distribusidan pengamanan aset 

barang daerah 

 
d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 

Sasaran: 

Tersedianya pedoman pengeloaan keuangan desa, 7 perbup/ tahun 

Kegiatan : 

1) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes 

2) Evaluasi  rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa 

3) Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa  

 
e. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

pelaksanaan kebijakan KDH 

Sasaran: 

1) Terciptanya sistem pengendalian internal/ supervisi di lingkungan 

organisasi perangkat daerah Kabupaten Cirebon 

2) Tertanganinya perkara di dalam dan di luar pengadilan, 10 

perkara per tahun 

3) Jumlah kegiatan yang dievaluasi dan dilaporkan 400 kegiatan per 

tahun 
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Kegiatan : 

1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 

2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 

3) Pengendalian manajamen pelaksanaan kebijakan KDH 

4) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 

5) Inventarisasi temuan pengawasan 

6) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 

7) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 

8) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 

 
f.   Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 

pengawasan 

Sasaran: 

1) Meningkatnya kapasitas auditor 25 % dalam diklat kefungsionalan 

(BPKP) 

2) Meningkatnya kapasitas aparatur pemeriksa dan PFA 52,6% 

dalam diklat-diklat umum 

Kegiatan : 

1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur 

pengawasan 

2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 

 
g. Program Penataan dan Penyempurnaan  kebijakan sistem dan 

prosedur pengawasan 

Sasaran: 

Tersedianya dokumen sistem prosedur pengawasan 

Kegiatan : 

Penyusunan kebijakan sistem prosedur pengawasan  

 
h. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 
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Sasaran: 

1) Terbentuknya unit khusus pengaduan masyarakat 

2) Meningkatnya kinerja pemerintah daerah 

Kegiatan : 

1) Pembentukan unit khusus pengaduan masyarakat 

2) Survey pengaduan masyarakat 

 
i.   Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

Sasaran: 

Terwujudnya sistem kerjasama antar pemerintah daerah 

Kegiatan : 

1) Fasilitasi/pembentukan kerja sama antar daerah dalam 

penyediaan pelayanan publik 

2) Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerja sama antar daerah pada 

bidang ekonomi 

3) Fasilitasi/pembentukan kerja sama antar daerah di bidang hukum 

4) Fasilitasi/pembentukan kerja sama antar daerah dalam 

penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik 

 
j.   Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Sasaran: 

1) Jumlah perda yang tersusun 10 buah/ tahun 

2) Jumlah perbup yang tersusun 10 buah /tahun 

3) Tersosialisasikannya PeratDaerah 8 kali per tahun 

4) Terpublikasikannya Peraturan Daerah 4000 leaflet per tahun 

5) Jumlah produk hukum yang diundangkan 

- Perda 10 per tahun 

- Perbup 10 per tahun 

- Perdes 100 per tahun 

Kegiatan : 
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1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-

undangan 

2) Penyusunana rencana kerja rancangan peraturan perundang-

undangan 

3) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 

4) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 

5) Publikasi peraturan perundang-undangan 

6) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan 

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar 

peraturan perundang-undangan daerah 

7) Pengundangan produk hukum daerah 

 
k. Program pengentasan kemiskinan 

Sasaran: 

Laporan hasil monitoring beras miskin 

Kegiatan: 

1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan beras miskin (raskin) 

2) Penagihan tunggakan kredit usaha tani (KUT) tahun 1995/1996 

s.d. 1999/2000, 5%/tahun 

3) Penyelenggaraan pelatihan SDM pengelolaan kebijakan 

perberasan (raskin) sebanyak 424 orang/ tahun 

l.   Program penataan daerah 

Sasaran: 

Semakin jelasnya batas daerah Kabupaten dan Kota 

Kegiatan: 

Fasilitasi percepatan tapal batas wilayah administrasi antar daerah 

 
m. Program pengembangan BUMD (PD BPR dan PDAM)  

Sasaran: 

1) Meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap APBD 
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2) Meningkatnya perekonomian usaha kecil dan menengah 

Kegiatan: 

1) Penyelenggaraan pelatihan regulasi dan pengawasan untuk 

Dewan pengawas PD BPR sebagai penunjang permodalan 

UMKM 

2) Pelatihan manajemen PD BPR dan PDAM 

3) Pengkajian pengembangan BUMD ke luar daerah 

 
n. Program pengembangan kebijakan pemerintah 

Sasaran: 

1) Tersosialisasikannya program bidang pertanian, kelautan dan 

perikanan serta bidang lingkungan hidup dan pertambangan 

energi kepada masyarakat,  

2) Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 

Kegiatan: 

1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi bidang pertanian 

2) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi bidang kelautan dan 

perikanan 

3) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi bidang lingkungan hidup dan 

pertambangan energi 

o. Program penatanaan kelembangaan organisasi perangkat daerah 

Sasaran: 

1) Tersusunnya draft perda/ perbup/kepbup di bidang kelembagaan 

2) Terbinanya kelembagaan SKPD 

3) Terevaluasinya kelembagaan hasil penataan 

Kegiatan: 

1) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan 

2) Pembinaan kelembagaan 

3) Penelitian, analisa dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan 
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p. Program penataan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah 

Sasaran: 

1) Tersusunnya kebijakan pemerintah daerah di bidang 

ketatalaksanaan 

2) Tervaluasinya pelaksanaan ketatalaksanaan OPD 

Kegiatan: 

1) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah dibidang 

ketatalaksanaan 

2) Penelitian, analisa dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan 

OPD 

 
q. Program pembinaan dan supervisi ketatalaksanaan  

Sasaran: 

1) Terbinanya pelaksanaan pelayanan publik 

2) Tertanganinya pengaduan masyarakat 

Kegiatan: 

1) Pembinaan program dan pelaksanaan tugas SKPD 

2) Fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan publik 

pada lingkup SKPD 

3) Mengintesivikasi penanganan pengaduan masyarakat 

 
r. Program penataan pendayagunaan aparatur daerah 

Sasaran: 

1) Tersusunnya pedoman pendayagunaan aparatur daerah 

2) Laporan FORKOMPANDA, 1 dokumen per tahun 

3) Kegiatan operasi gerakan disiplin nasional, 1 kegiatan per tahun 

4) Terbinanya aparatur pemerintah daerah, 84 SKPD 

5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi 
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Kegiatan: 

1) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang 

pendayagunaan aparatur daerah 

2) Pelaksanaan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara 

daerah (FORKOMPANDA) 

3) Pembinaan gerakan disiplin nasional 

4) Pembinaan aparatur pemerintah daerah 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
s. Program pendidikan kedinasan 

Sasaran: 

1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan 

2) Terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat 

3) Terpenuhinya persyaratan dalam jabatan struktural 

4) Meningkatnya kemampuan teknis aparatur 

Kegiatan :  

1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 

2) Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan 

3) Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 

4) Pendidikan penjenjangan struktural 

5) Pendidikan dan pelatihan teknis 

 
t.    Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 

Sasaran: 

1) Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (PNS) 

2) Bertambahnya pengetahuan PNS mengenai administrasi 

kepegawaian 

Kegiatan : 

1) Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah 

2) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah  
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3) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS 

daerah 

4) Pendidikan dan pelatihan fungsional  bagi PNS daerah 

5) Pendidikan dan pelatihan formal 

6) Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

 

u. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

Sasaran : 

1) Terlaksananya proses manajemen kepegawaian yang tertib 

2) Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi kepegawaian 

3) Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan aparatur 

4) Berkurangnya tingkat pelanggaran disiplin PNS 

5) Meningkatnya kualitas pendidikan PNS 

6) Meningkatnya ketrampilan kepemimpinan 

7) Terwujudnya sistem pelaporan yang efektif 

Kegiatan : 

1) Penyusunan rencana pembinaan karier PNS 

2) Seleksi penerimaan calon PNS 

3) Penempatan PNS 

4) Pendataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 

5) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian 

daerah 

6) Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 

7) Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 

8) Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi 

9) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 

10) Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS 

11) Pemberian bantuan tugas/ijin belajar dan ikatan dinas 

12) Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 



   

 

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

 

IV-88 

13) Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 

14) Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan 

silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) 

15) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

16) Koordinasi penyelenggaraan diklat 

17) Pemberian penghargaan bagi PNS menjelang pensiun 

18) Penyelenggaraan diklat kewirausahaan bagi PNS yang menjelang 

pensiun 

19) Penyelenggaraan sumpah janji PNS 

20) Pemberkasan KGB 

21) Pemberkasan gaji pokok PNS/ Impassing 

22) Pemberkasan kartu pegawai, kartu istri dan kartu suami 

23) Pemberkasan pensiun 

 

18. Bidang Statistik 

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 

Sasaran : 

1) Tersedianya data dan informasi daerah yang akurat 

Kegiatan :  

1) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 

2) Pengolahan, up dating dan analisis data dan statistik daerah 

3) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 

4) Pengolahan, up dating dan analisis data PDRB 

 

19. Bidang Kearsipan 

a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 

Sasaran : 

Terciptanya sistem administrasi kearsipan yang baik 
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Kegiatan :  

1) Pembangunan data base informasi kearsipan 

2) Pengumpulan data 

3) Pengklasifikasian data 

4) Penyusunan sistem katalog data 

5) Pengadaan sarana penyimpanan 

6) Kajian sistem administrasi kearsipan 

7) Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 

8) Pengembangan SDM kearsipan 

 
b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 

Sasaran : 

Terwujudnya sistem pengamanan dan pelestarian dokumen/arsip 

daerah 

Kegiatan : 

1) Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 

2) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 

3) Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 

4) Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 

 
c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 

Sasaran :  

Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan 

Kegiatan : 

1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan 

arsip 

2) Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 

3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi dan situasi data 

 
d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 
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Sasaran : 

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi  

Kegiatan : 

1) Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 

2) Penyediaan sarana pelayanan informasi arsip 

3) Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi 

pemerintah/swasta 

 

20. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

Sasaran :  

1) Meningkatnya kapasitas tenaga pengendali keamanan dan 

kenyamanan lingkungan menjadi 80% 

2) Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan kenyamanan 

lingkungan menjadi 60% 

3) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan tenaga pengendali 

keamanan dan kenyamanan lingkungan menjadi 60% 

4) Menurunnya tingkat kebisingan dan gangguan sebanyak 60% 

5) Meningkatnya stabilitas/ kondusifitas lingkungan menjadi 60% 

6) Meningkatnya deteksi dini kebijakan dan tindakan pengendalian 

penanganan dini keamanan lingkungan 

Kegiatan :  

1) Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan 

lingkungan 

2) Pembangunan pos jaga/ ronda 

3) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 

4) Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 

5) pengendalian keamanan lingkungan 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
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b. Program pemeliharaan keamanan, ketertiban dan  ketentraman 

masyarakat dan pencegahan tindak kriminal 

Sasaran : 

1) Meningkatnya kemampuan aparat wilayah dalam teknik 

pencegahan kejahatan 60% 

2) Meningkatnya kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 

siskamswakarsa di daerah 60% 

3) Meningkatnya keseipan informasi dan data dalam rangka deteksi 

dini dan penanggulangan dini tindakan kriminal 60% 

4) Berkurangnya pelanggaran peraturan daeran dan peraturan 

pelaksanaannya 

Kegiatan : 

1) Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong 

praja 

2) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik 

pencegahan kejahatan 

3) Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong 

praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan 

4) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 

siskamswakarsa di daerah 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
c. Program pengembangan wawasan kebangsaan 

Sasaran : 

1) Meningkatnya kesadaran bertoleransi dan kerukunan dalam 

kehidupan beragama 80% 

2) Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan 

masyarakat dalam kerangka kesatuan dan persatuan 80% 
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3) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur, 

berbudaya bangsa yang beretika dan bermoral Pancasila 80% 

Kegiatan : 

1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 

2) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan 

masyarakat 

3) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa 

4) Pentas seni dan budaya,festival, lomba cipta dalam upaya 

peningkatan wawasan kebangsaan 

 
d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 

Sasaran : 

1) Meningkatnya wawasan, kesadaran dan tindakan masyarakat 

dalam tatanan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara 

55% 

2) Meningkatnya hubungan interaktif dalam pemahaman wawasan di 

kalangan masyarakat 55% 

3) Meningkatnya pengetahuan wawasan pola tindak masyarakat 

sesuai kreativitas seni dan budaya lokal 55% 

Kegiatan : 

1) Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan 

lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 

2) Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 

3) Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya 

peningkatan wawasan kebangsaan 

 

e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan 

keamanan 
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Sasaran : 

Meningkatnya jumlah satuan keamanan lingkungan masyarakat 

sebanyak 424 satuan keamanan 

Kegiatan : 

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 

 
f.    Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 

Sasaran : 

Meningkatnya kesiapan informasi dan data dalam rangka deteksi dini 

dan penanggulangan dini tindakan pemberantasan pekat 55% 

Kegiatan :  

1) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras 

dan narkoba 

2) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 

3) Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu 

4) Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 

5) Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan 

6) Penyuluhan pencegahan praktek perjudian 

7) Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur 

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
g. Program pendidikan politik masyarakat 

Sasaran : 

1) Meningkatnya pengetahuan wawasan, dan kesadaran berpolitik 

60%  

2) Meningkatnya kondusivitas, aktivitas, kreatifitas penanganan antar 

dan inter partai politik 60% 

3) Meningkatnya jalinan informasi, konsultasi dalam rangka 

pengembangan kehidupan politik masyarakat 60% 
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4) Meningkatnya sarana dan prasarana informasi awal 

pengembangan organisasi/ kepustakaan organisasi/ partai politik 

80% 

5) Meningkatnya informasi dan data bahan laporan dan kebijakan 

60% 

Kegiatan : 

1) Penyuluhan kepada masyarakat 

2) Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 

3) koordinasi forum-forum diskusi politik 

4) Penyusunan data base partai politik 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 

Sasaran : 

1) Menurunnya korban bencana alam 60% 

2) Meningkatnya jumlah sarana penampungan sementara dan 

evakuasi 60% 

3) Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana evakuasi korban 

bencana 60% 

Kegiatan : 

1) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 

2) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi 

penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 

3) Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari 

ancaman/ korban bencana alam 

4) Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat 

penampungan sementara 
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21. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) 

a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 

Sasaran :  

Terwujudnya iklim yang kondusif bagi usaha kecil menengah 

Kegiatan : 

1) Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 

2) Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 

3) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah 

4) Pendirian unit penanganan pengaduan 

5) Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional 

6) Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil 

Menengah 

7) Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah 

8) Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 

9) Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah 

10) Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil 

Menengah 

11) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 

Usaha Kecil Menengah 

Sasaran : 

Meningkatnya kemampuan kewirausahaan bagi usaha kecil 

menengah dan koperasi 

Kegiatan : 

1) Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis 

2) Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil 

Menengah dengan perusahaan asing 
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3) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

4) Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 

5) Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 

6) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 

7) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 

8) Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 

9) Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam 

menjaga kelestarian kawasan  Usaha Mikro Kecil Menengah 

10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

Sasaran : 

Terwujudnya sistem pendukung usaha mikro kecil menengah 

Kegiatan : 

1) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 

2) Pengembangan klaster bisnis 

3) Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil 

Menengah dan Koperasi 

4) Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

5) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi 

Usaha Mikro Kecil Menengah 

6) Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

7) Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 

8) Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil 

dan industri menengah 
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9) Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 

10) Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi 

lokal 

11) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

12) Penyelenggaraan pelatihan penerima kredit program bantuan 

 
d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

Sasaran : 

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi 

Kegiatan : 

1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan 

koperasi 

2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan 

perkoperasian 

3) Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan 

Perkoperasian 

4) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian  

5) Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 

6) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha 

koperasi 

7) Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 

8) Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern 

pada jenis-jenis usaha koperasi 

9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
e. Program pengembangan dan pengendalian koperasi, UMKM dan 

Penanaman Modal 

Sasaran: 

1) Tersedianya data koperasi dan UMKM yang valid 

2) Tersebarnya informasi layanan koperasi dan UMKM 
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3) Meningkatnya peran koperasi dan UMKM 

Kegiatan: 

1) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan koperasi dan 

UMKM 

2) Peningkatan sistem informasi pengembangan koperasi dan 

UMKM 

3) Monitoring dan Evaluasi 

4) Akurasi data dan pemutakhiran data koperasi, UMKM dan 

penanaman modal 

 
f.   Program pengembangan dan pengendalian koperasi, UMKM dan 

Penanaman Modal 

Sasaran: 

Menguatnya kelembagaan koperasi dan UMKM 

Kegiatan: 

1) Konsolidasi dengan lembaga keuangan dan sumber pembiayaan 

lainnya dalam rangka pendukungan permodalan bagi koperasi 

dan UMKM 

2) Pertemuan dengan BUMN dan lembaga keuangan dalam upaya 

penyaluran PKBL dan kredit berbasis kerakyatan 

3) Intermediasi koperasi dan UMKM ke lembaga keuangan dan 

sumber pembiayaan lainnya 

4) Monitoring dan evaluasi 

 
22. Bidang Ketahanan Pangan 

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Sasaran : 

1) Meningkatnya kesejahteraan petani 

2) Meningkatnya SDM petani 

3) Meningkatnya kelembagaan petani 
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4) Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku utama 

dan pelaku usaha 

5) Meningkatnya taraf hidup petani/ pekebun 

Kegiatan :  

1) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 

2) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 

3) Peningkatan kemampuan lembaga petani 

4) Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok 

tani 

5) Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan 

tidur 

23.  Bidang Pertanian 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 

Sasaran : 

1) Meningkatnya produksi dan produktivitas: 

a) hablur gula menjadi 5150 kg/ ha 

b) Kelapa menjadi 3078,49 

c) Jarak pagar menjadi 291,467 

d) Nymba menjadi 500 

e) Lada menjadi 610 

f) Lengkuas menjadi 82,467 

g) Kunyit menjadi 122,122 

2) Meningkatkan produktivitas pertanian/ perkebunan: 

a) Padi menjadi 1,5%/ha/ tahun 

b) Palawija 1%/ ha / tahun 

c) Sayuran 1 % / ha / tahun 

d) Buah-buahan 1% / ha/ tahun 

e) Tanaman hias dan obat-obatan 1%/ ha/ tahun 

f) Tanaman perkebunan 1 %/ ha/ tahun 
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3) Meningkatnya kualitas hasil pertanian/ perkebunan 

4) Menumbuhkan lumbung pangan 

Kegiatan : 

1) Penanganan daerah rawan pangan 

2) Penyusunan data base potensi produk pangan 

3) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 

4) Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan 

pangan 

5) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 

6) Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 

9) Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 

10) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 

11) Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok 

12) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 

13) Pengembangan cadangan pangan daerah 

14) Pengembangan desa mandiri pangan 

15) Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 

16) Pengembangan diverisifikasi tanaman 

17) Pengembangan pertanian pada lahan kering 

18) Pengembangan lumbung pangan desa 

19) Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 

20) Pengembangan perbenihan/perbibitan 

21) Pengembangan sistem informasi pasar  

22) Peningkatan mutu dan keamanan pangan 

23) Koordinasi kebijakan perberasan 

24) Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur 

pertanian dan perdesaan 
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25) Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian 

26) Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi 

27) Penelitian dan pengembangan  teknologi budi daya 

28) Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen 

29) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, 

produk pertanian 

30) Penyuluhan sumber pangan alternatif 

31) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
a. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 

Sasaran : 

1) Meningkatnya akses dan pangsa pasar 

2) Meningkatnya penjualan hasil produksi pertanian/perkebunan 

3) Bertambahnya wilayah pemasaran produk hortikultura (domestik, 

regional dan internasional) 

4) Meningkatnya nilai jual produk hortikultura 

5) Meningkatnya kualitas produksi pertanian dan nilai jual 

6) Memperluas jaringan pasar 

7) Standarisasi mutu produk pertanian/ perkebunan 

Kegiatan :  

1) Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi 

pertanian/perkebunan 

2) Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan 

hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer 

3) Pembangunan sarana dan prasarana pasar 

kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan 

4) Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil 

produksi pertanian/perkebuanan 
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5) Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar 

kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan  

6) Pemeliharan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas 

hasil produksi pertanian/perkebuanan 

7) Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 

8) Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna 

menghindari tengkulak dan sistem ijon 

9) Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil 

pertanian/perkabunan masyarakat yang akan dipasarakan 

10) pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi 

pertanian/perkebunan masyarakat 

11) Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi 

pertanian/perkebunan masyarakat 

12) Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi 

pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan 

13) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
b. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 

Sasaran : 

1) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pertanian/ 

perkebunan 

2) Meningkatnya penggunaan teknologi pertanian/perkebunan  

3) Berkembangnya penggunaan teknologi tepat guna spesifik lokasi 

Kegiatan :  

1) Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan 

tepat guna 

2) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan 

tepat guna 
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3) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi 

pertanian/perkebunan tepat guna 

4) Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 

tepat guna 

5) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ 

perkebunan tepat guna 

6) Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern 

bercocok tanam 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
c. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 

Sasaran : 

1) Meningkatnya produktisi pertanian/ perkebunan: 

a) Padi menjadi 5%/ha/ tahun 

b) Palawija 2%/ ha / tahun 

c) Sayuran 2 % / ha / tahun 

d) Buah-buahan 2% / ha/ tahun 

e) Tanaman hias dan obat-obatan 2%/ ha/ tahun 

f) Tanaman perkebunan 2 %/ ha/ tahun 

2) Meningkatnya pengembangan komoditas unggulan 

3) Meningkatnya produktifitas lahan pertanian 

4) Meningkatnya pendapatan petani/ pekebun 

Kegiatan : 

1) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 

2) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 

3) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 

4) Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 

5) Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
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d.   Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 

lapangan 

Sasaran : 

1) Meningkatnya kemampuan tenaga penyuluh pertanian/ 

perkebunan 

2) Meningkatnya kinerja tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan 

3) Berperan aktif dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing 

komoditas 

Kegiatan :  

1) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 

2) Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ 

perkebunan 

3) Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 

 
e. Program peningkatan produksi hasil peternakan 

Sasaran : 

1) Meningkatnya produksi hasil ternak sebanyak 5 %/tahun 

2) Meningkatnya konsumsi ternak sebanyak 5% / tahun 

3) Meningkatnya populasi ternak sebanyak 5 % / tahun 

4) Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani 

Kegiatan :  

1) Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 

2) Pembibitan dan perawatan ternak 

3) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 

4) Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada 

masyarakat 

5) Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 

6) Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak 

7) Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak 
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8) Pengembangan agribisnis pertenakan 

9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 

Sasaran : 

1) Menurunnya mortalitas dan morbiditas ternak: 

a) Hewan kecil (domba/ kambing) menjadi 0,85% 

b) Hewan besar (sapi, kerbau, kuda) menjadi 2% 

c) Ayam buras menjadi 16,75% 

d) Ayam ras (layer&broiler) menjadi 5% 

e) Itik menjadi 10,78% 

2) Terawasinya peredaran bahan asal hewan dan hasil bahan sal 

hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) 

Kegiatan : 

1) Pendataan masalah peternakan 

2) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular 

ternak 

3) Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 

4) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
g.   Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 

Sasaran : 

1) Meningkatnya penjualan hasil produksi peternakan 

2) Meningkatnya investasi komoditas peternakan 

3) Meningkatnya populasi ternak sebanyak 5 % / tahun 

4) Meningkatnya peran peternak/ kelompok ternak dalam pemasaran 

hasil produksi peternakan 

5) Meningkatnya pengetahuan manajerial kewirausahaan bagi 

peternak 
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Kegiatan :  

1) Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi 

peternakan 

2) Fasilitasi Kerjasama regional/nas'ronai/intemasional penyediaan 

hash produksi petemakan komplementer. 

3) Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil 

peternakan 

4) Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil 

produksi peternakan 

5) Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi 

hasil petemakan 

6) Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisi/ promosi 

atas hasil produksi peternakan 

7) Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ 

8) Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 

9) Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil 

peternakan masyarakat 

10) Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi 

peternakan masyarakat 

11) Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan 

masyarakat 

12) Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi 

peternakan yang akan dipasarkan 

13) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
h.   Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 

Sasaran : 

1) Meningkatnya populasi ternak sebanyak 5% per tahun 



   

 

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

 

IV-107 

2) Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna di bidang 

peternakan 

3) Meningkatnya motivasi dan hasil usaha 

Kegiatan : 

1) Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna 

2) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat 

guna 

3) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi 

peternakan tepat guna 

4) Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 

5) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan 

tepat guna 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 

24. Bidang Pariwisata 

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Sasaran : 

1) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 600.000 

orang/ tahun 

2) Mempromosikan potensi wisata untuk jangkauan lokal, regional, 

nasional dan internasional 

3) Mempromosikan potensi wisata melalui multi media 

4) Mempromosikan potensi wisata secara interaktif melalui event 

pameran 

Kegiatan :  

1) Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 

2) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran 

pariwisata 

3) Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 
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4) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 

5) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar 

negeri 

6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan 

pemasaran pariwisata 

7) Pengembangan Statistik Kepariwisataan 

8) Pelatihan pemandu wisata terpadu 

9) Pelatihan pengelola sarana pariwisata 

 
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Sasaran : 

1) Meningkatnya daya tarik obyek wisata  

2) Melestarikan potensi destinasi, ODTW, Budaya dan Seni 

3) Menata dan Mengembangkan fasilitas di ODTW 

Kegiatan :  

1) Pengembangan objek pariwisata unggulan 

2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 

3) Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 

4) Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan 

lembaga/dunia usaha 

5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan 

destinasi pemasaran pariwisata 

6) Pengembangan daerah tujuan wisata 

7) Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan 

standardisasi 

8) Pengembangan tradisi khas daerah menjadi event potensi 

pariwisata 

9) Pengembangan jenis wisata lainnya antara lain wisata 

petualangan 
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c. Program Pengembangan Kemitraan 

Sasaran  

Meningkatnya kemitraan dengan pelaku industri pariwisata dan 

budaya 

Kegiatan : 

1) Pengembangan dan penguatan,informasi dan database 

2) Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan 

pariwisata 

3) Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata 

bekerjasama dengan lembaga lainnya 

4) Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri 

pariwisata dan budaya 

5) Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 

6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan 

kemitraan 

7) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme 

bidang pariwisata 

8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan 

kemitraan pariwisata 

9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
25. Bidang Perdagangan 

a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 

Sasaran : 

Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan 

pengamanan perdagangan 

Kegiatan :  

1) Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga 

perlindungan konsumen 
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2) Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan 

konsumen 

3) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 

4) operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 

5) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan cukai industri 

rokok 

 
b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 

Sasaran : 

Meningkatnya kerjasama perdagangan internasional 

Kegiatan : 

1) Pembinaan dan pengembangan 

2) Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa 

3) penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan 

jasa 

4) Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan 

internasional 

5) Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang 

6) Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional 

 
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

Sasaran : 

Meningkatnya kegiatan ekspor  

Kegiatan : 

1) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri 

2) Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 

3) Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen 

ekspor dan impor 

4) Pengembangan data base informasi potensi unggulan  
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5) kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, 

regional, dan internasional 

6) Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka 

pengembangan produk 

7) Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor 

industri 

8) Membangun jejaring dengan eksportir 

9) Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi 

terkait 

10) Pengembangan kluster produk ekspor 

11) peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor 

12) Pembangunan promosi perdagangan internasional 

 
d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

Sasaran : 

Meningkatnya efisiensi aktivitas perdagangan  

Kegiatan : 

1) Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan 

operasional 

2) Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 

3) Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 

4) Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 

5) Pengambangan  pasar lelang daerah 

6) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 

7) Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 

 
e. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 

Sasaran : 

Tertatanya pedagang kaki lima 
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Kegiatan :  

1) Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 

2) Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan 

asongan 

3) Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan 

asongan 

4) Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan 

asongan 

5) Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan 

asongan 

6) Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang 

kakilima dan asongan 

 
26. Bidang Industri 

a. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 

Sasaran : 

meningkatnya penggunaan iptek dalam sistem produksi 

Kegiatan :  

1) Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi 

2) Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator 

3) Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi 

4) Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, 

pengujian dan kualitas 

5) Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 

6) Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 

 
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

Sasaran : 

Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah 
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Kegiatan : 

1) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan 

sumber daya 

2) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat 

jaringan klaster industri 

3) Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang 

industri kecil dan menengah 

4) Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 

5) Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri 

kecil dan menengah 

6) Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah 

dengan swasta 

 
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

Sasaran : 

Meningkatnya penggunaan teknologi industri 

Kegiatan : 

1) Pembinaan kemampuan teknologi industri 

2) Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 

3) Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri 

manufaktur 

4) Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur 

 
d. Program Penataan Struktur Industri 

Sasaran : 

Tertatanya struktur industri dengan baik 

Kegiatan :  

1) Kebijakan keterkaitan industri hulu hilir 

2) Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri 

3) Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir 



   

 

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

 

IV-114 

e. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 

Sasaran : 

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke sentra-sentra industri 

potensial 

Kegiatan : 

1) Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial 

2) Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 

 

27.   Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 

 
a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 

Sasaran : 

Terkendalinya kegiatan penambangan galian c 

Kegiatan :  

1) Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan 

galian c 

2) Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan 

galian c 

3) Monitoring dan pengendalian mengenai kegiatan penambangan 

bahan galian c 

4) Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang 

pertambangan  

5) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan 

bahan galian c 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
b. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi 

merusak lingkungan 
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Sasaran : 

Menurunnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan 

rakyat 

Kegiatan : 

1) Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 

2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan 

akibat kegiatan pertambangan rakyat 

3) Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi 

 
c. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 

Sasaran : 

Tersedianya sumber energi listrik bagi masyarakat miskin 

Kegiatan :  

Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan 

 

28. Bidang Kelautan dan Perikanan 

a. Program peningkatan kapasitas kelautan dan perikanan 

Sasaran: 

1) Penyerapan tenaga kerja kumulatif sektor kelautan dan perikanan 

38.800 orang 

2) Peningkatan ekspor hasil perikanan 986, 78 ton 

Kegiatan: 

1) Temu usaha pelaku bisnis kelautan dan perikanan 

2) Fasilitasi pameran usaha kelautan dan perikanan 

 
b. Program pembinaan dan pengembangan mutu hasil perikanan 

Sasaran: 

Peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun 26 kg 

Kegiatan: 
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1) Pendampingan pada kelompok usaha pengolahan hasil perikanan 

2) Gerakan gemar makan ikan 

 
c. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan 

perikanan/ pesisir 

Sasaran : 

Terbentuknya kawasan bisnis perikanan terpadu sebanyak 2 lokasi 

Kegiatan : 

1) Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 

2) Pembentukan klaster usaha pengolahan hasil perikanan 

3) Pameran dan bazar produk perikanan  

4) Pembianaan dan pemeliharaan TPI 

5) Monitoring dan evaluasi usaha kelautan dan perikanan 

 
d. Program peningkatan manajemen usaha kelautan dan perikanan 

Sasaran: 

Bertambahnya kelompok nelayan, pengelola dan pembudidaya ikan 

yang terbina dan terlatih sebanyak 361 kelompok 

Kegiatan: 

Pendampingan pada kelompok usaha kelautan dan perikanan 

 
e. Program pengendalian hama dan penyakit ikan 

Sasaran: 

Menurunnya kasus hama dan penyakit ikan 

Kegiatan: 

1) Operasional dan pemeliharaan laboratorium perikanan 

2) Rehabilitasi sedang/ berat laboratorium ikan 

 
f.   Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan 

pengendalian sumberdaya kelautan 
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Sasaran : 

1) Bertambanya luas area tanaman mangrove di wilayah pesisir 

menjadi 371 ha 

2) Bertambahnya jumlah terumbu karang buatan yang 

ditenggelamkan di laut menjadi 174 unit. 

3) Terbentuknya kawasan konservasi sumber daya kelautan dan 

perikanan menjadi 2 lokasi 

Kegiatan : 

1) Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan 

sumber daya kelautan  

2) Pengelolaan perairan umum dan kolam berbasis pemberdayaan 

masyarakat 

3) Pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat 

(PLBPM) 

4) Pengelolaan laut bersama masyarakat 

5) Monitoring dan evaluasi eksplorasi dan konservasi sumber daya 

kelautan dan perikanan 

 
g. Program pengembangan budidaya perikanan 

Sasaran : 

Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 58.065,62 ton 

Kegiatan : 

1) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 

2) Pembinaan dan pengembangan perikanan 

3) Monitoring dan evaluasi budidaya perikanan 

 
h. Program pengembangan perikanan tangkap 

Sasaran : 

Meningkatnya hasil produksi perikanan tangkap menjadi 36.000 ton 

Kegiatan : 
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1) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 

2) Pembangunan tempat pelelangan ikan 

3) Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 

4) Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan 

5) Pembangunan pemecah gelombang 

6) Pemeliharaan rutin/ berkala kapal keruk 

7) Monitoring dan evaluasi perikanan tangkap 

 
i.   Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air 

tawar 

Sasaran : 

1) Peningkatan luas lahan budidaya produktif menjadi 6.100 ha 

2) Terbentuknya kawasan budidaya perikanan menjadi 10 lokasi 

Kegiatan :  

1) Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 

2) Pengembangan budidaya ikan unggulan daerah 

3) Temu teknis pembudidaya ikan 

 
j.   Program pengelolaan pelabuhan perikanan dan alur lalu lintas kapal 

perikanan 

Sasaran: 

Bertambahnya jumlah kapal penangkap ikan ukuran di atas 10 Gross 

Ton menjadi 19 unit 

Kegiatan: 

1) Pemeliharaan kolam dan alur lalu lintas kapal 

2) Rehabilitasi sedang/ berat pelabuhan perikanan 

3) Operasional dan pemeliharaan PPI Gebang Mekar 

 
k. Program peningkatan produksi benih ikan 
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Sasaran: 

Meningkatnya jumlah unit pembenihan rakyat (UPR) produktif menjadi 

210 unit 

Kegiatan: 

1) Pengembangan induk dan benih ikan unggul 

2) Operasional UPTD benih ikan 

3) Rehabilitasi sedang/ berat UPTD Benih Ikan 

4) Pendampingan pada pembenih ikan 

 
29. Bidang Kehutanan 

a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 

Sasaran: 

1) Meningkatnya pendapatan masyarakat dari hasil hutan menjadi 

Rp 16.000.000,-/ha 

2) Meningkatnya pendapatan masyarakat dari hasil hutan non kayu: 

a) Peternak madu menjadi 15 unit 

b) Jamur menjadi 60 unit 

c) Luas tanaman bawah tegakan menjadi 6750 ha 

3) Bertambahnya masyarakat yang mengurus perijinan tata usaha 

hasil hutan (volume yang berijin menjadi 1900 kubik) 

Kegiatan: 

1) Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 

2) Pengembangan hutan tanaman 

3) Pengembangan hasil hutan non kayu 

4) Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 

5) Optimalisasi PNBP 

6) Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 

7) Pengembangan industri dan hasil hutan 
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8) Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil 

hutan 

9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
b. Program Rehabilitasi hutan dan lahan 

Sasaran: 

Berkurangnya luas lahan kritis menjadi 8.586,531 

Kegiatan: 

1) Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 

2) Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 

3) Penanaman pohon pada kawasan hutan produksi dan hutan 

wisata 

4) Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata 

5) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi 

hutan dan lahan 

6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan 

lahan 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 

Sasaran: 

Berkurangnya kasus kebakaran hutan dan penebangan liar 

Kegiatan: 

1) Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

2) Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan 

3) Bimbingan Teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

4) Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 

5) Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan 

hutan 
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d. Program pemanfaatan kawasan hutan industri 

Sasaran: 

Bertambahnya luas pemanfaatan hutan rakyat dengan tumpang sari 

Kegiatan: 

1) Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah 

2) Pengembangan hutan rakyat dengan tanaman bawah tegakan 

 
e. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 

Sasaran: 

1) Bertambahnya pengusaha kayu yang berijin menjadi 90 

2) Terbitnya perda pengelolaan hasil hutan sebanyak 1 perda 

Kegiatan: 

1) Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri 

hutan 

2) Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hutan 

3) Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah 

mengenai pengelolaan industri hutan 

4) Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
f.   Program Perencanaan dan pengembangan hutan 

Sasaran: 

Meningkatnya luas hutan rakyat menjadi 17.343 ha 

Kegiatan: 

1) Pengembangan hutan rakyat 

2) Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 

3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
30. Bidang Penanaman Modal 

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 
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Sasaran: 

Tersebarnya informasi mengenai peluang investai di Kabupaten 

Cirebon 

Kegiatan : 

1) Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar 

usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 

2) Pengembangan potensi unggulan daerah 

3) Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan 

investasi PMDN/ PMA 

4) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 

5) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman 

modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha  

6) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan penanaman modal 

7) Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 

8) Penyelenggaraan pameran investasi 

9) Sosialisasi kebijakan penanaman modal dan perizinan 

10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

Sasaran: 

Meningkatnya serapan investasi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 

sebesar Rp 450 milyar 

Kegiatan : 

1) Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas 

infrastruktur 

2) Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 

3) Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan 

penanaman modal 
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4) Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 

5) Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah 

6) Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan 

penanaman modal 

7) Kajian Kebijakan penanaman modal 

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 

Sasaran: 

Tersedianya data base peluang investasi di Kabupaten Cirebon 

Kegiatan :  

1) Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 

2) Penyusunan peta investasi daerah 

 
31. Bidang Pekerjaan Umum 

a. Program pembangunan jalan dan jembatan  

Sasaran: 

1) Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas 

2) Mempemudah akses ekonomi masyarakat 

3) Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan 

Kegiatan :  

1) Perencanaan pembangunan jalan  

2) Perencanaan pembangunan jembatan 

3) Pembangunan jalan 

4) Pembangunan jembatan 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
b. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 

Sasaran: 

Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan 
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Kegiatan : 

1) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan   

2) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 

3) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan  

4) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
c. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan 

jembatan 

Sasaran: 

Tersedianya sistem informasi tentang jalan dan jembatan 

Kegiatan : 

1) Penyusunan  sistem informasi/data base jalan  

2) Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 

3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
d. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 

Sasaran  

Terjaminnya kualitas pembangunan jalan dan jembatan 

Kegiatan : 

1) Pengadaan alat-alat berat 

2) Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 

3) Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 

4) Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop 

5) Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 

6) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 

7) Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel 

alat-alat berat 

8) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium 

kebinamargaan 
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9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
e. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan 

jaringan pengairan lainnya 

Sasaran : 

1) Terjaminnya ketersediaan air baku dan air bersih 

2) Terhindarnya bahaya banjir dan kekeringan 

Kegiatan : 

1) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi  

2) Perencanaan pembangunan jaringan reservoir  

3) Perencanaan pembangunan jaringan pintu air 

4) Perencanaan normalisasi saluran sungai 

5) Pembangunan reservoir 

6) Pembangunan pintu air 

7) Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 

8) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi   

9) Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir 

10) Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 

11) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 

12) Pemberdayaan petani pemakai air 

13) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
f.   Program penyediaan dan pengelolaan air baku 

Sasaran: 

Terjaminnya distribusi air baku 

Kegiatan : 

1) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 

2) Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa 

3) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 

4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 
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5) Peningkatan distribusi penyediaan air baku 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
g. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, 

sumber daya air lainnya 

Sasaran: 

1) Terjaminnya ketersediaan air pada musim kemarau 

2) Terkendalinya bahaya banjir pada musim hujan 

Kegiatan : 

1) Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 

2) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, bangunan penampung air 

lainnya 

3) Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan anak 

sungai 

4) Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau 

5) Peningkatan partsipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, 

danau dan sumber daya air lainnya 

6) Peningkatan konservasi air tanah 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
h. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 

Sasaran: 

1) Terjaminnya kelancaran distribusi air minum 

2) Terpenuhinya pengolahan air limbah yang tepat guna 

Kegiatan :  

1) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah 

2) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 

3) Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 

4) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah 
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5) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 

6) Pengembangan sistem distribusi air minum 

7) Rehabiltiasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum 

8) Rehabiltiasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 

9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
i.   Program pengendalian banjir 

Sasaran: 

Berkurangnya daerah rawan banjir 

Kegiatan : 

1) Pembangunan reservoir pengendali banjir 

2) Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 

3) Rehablitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 

4) Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka 

pengendalian banjir 

5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir 

6) Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dna badan-

badan sungai 

7) Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 

8) Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir 

9) Pembangunan prasarana pengaman pantai 

10) Pembangunan tanggul pemecah ombak 

11) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
j.   Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 

Sasaran: 

Tersedianya infrastruktur yang memadai pada 10 kota strategis dan 

kecamatan perbatasan 

Kegiatan : 

1) Perencanaan pengembangan infrastruktur 



   

 

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

 

IV-128 

2) Pembangunan peningkatan infrastruktur 

3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
k. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 

Sasaran: 

1) Tersedianya jalan dan jembatan perdesaan yang baik 

2) Terpenuhinya infrastruktur yang tepat guna 

Kegiatan : 

1) Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan 

2) Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan 

3) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan 

4) Pembangunan pasar pedesaan 

5) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan 

6) Rehabilitasi/pemeliharaan saran dan prasarana air bersih 

pedesaan  

7) Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan 

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
32. Bidang Perhubungan 

a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 

Sasaran : 

1) Terwujudnya ketertiban berlalu lintas 

2) Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan baik kuantitas 

maupun kualitas 

Kegiatan :  

1) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 

2) Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang 

perhubungan 



   

 

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

 

IV-129 

3) Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas 

perhubungan 

4) Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 

5) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

7) Pembangunan sarana dan prasaran jembatan timbang 

 
b. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 

Sasaran : 

1) Terwujudnya sarana angkutan yang laik jalan 

2) Meningkatnya prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan 

baik kuantitas maupun kualitas 

Kegiatan : 

1) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan 

bermotor 

2) Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan 

bermotor 

3) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 

4) Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan 

timbang 

 
c. Program peningkatan pelayanan angkutan 

Sasaran : 

1) Meningkatnya ketertiban berlalu lintas 

2) Meningkatnya disiplin pengguna jalan 

3) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalulintas 

Kegiatan : 

1) Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan 

keselamatan penumpang 

2) Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 
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3) Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna 

meningkatkan keselamatan penumpang 

4) Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan 

penumpang 

5) Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di 

jalan raya 

6) Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di 

lingkungan terminal 

7) Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan 

darutar dan perlengkapan pertolongan pertama 

8) Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan 

umum 

9) Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di 

lingkungan terminal 

10) Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 

11) Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 

12) Pengembangan arana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 

13) Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 

14) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 

15) Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru 

mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 

16) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 

17) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 

Sasaran : 

Meningkatkan ketertiban angkutan umum 

Kegiatan : 

1) Pembangunan gedung terminal 
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2) Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal 

3) Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal 

 
e. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 

Sasaran : 

Meningkatnya keselamatan berlalu lintas 

Kegiatan : 

1) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 

2) Pengadaan marka jalan 

3) Pengadaan pagar pengaman jalan 

 
f.   Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 

Sasaran : 

Meningkatkan jumlah kendaraan yang laik jalan 

Kegiatan : 

1) Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 

2) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 

3) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 

 

33. Bidang Perumahan dan Permukiman 

a. Program pengembangan perumahan 

Sasaran : 

1) Meningkatnya jumlah perumahan yang layak huni  

2) Meningkatnya sarana prasarana pemukiman yang berkualitas 

Kegiatan :  

1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 

2) Penyusunan norma,standar, pedoman dan manual (NSPM) 

3) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 

4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang  perumahan 
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5) Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan 

usaha 

6) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat 

kurang mampu 

7) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
b. Program lingkungan sehat pemukiman 

Sasaran : 

Meningkatnya lingkungan sehat pemukiman 

Kegiatan : 

1) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

tentang pembangunan perumahan 

2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi 

masyarakat miskin 

3) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat 

perumahan 

4) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 

5) Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian 

kawasan dan lingkungan hunian berimbang 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
c. Program pemberdayaan komunitas perumahan 

Sasaran : 

Meningkatnya masyarakat yang memiliki perumahan 

Kegiatan :  

1) Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan 

perbaikan perumahan 

2) Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman 

berbasis masyarakat 
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3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian 

lingkungan perumahan 

4) Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah 

5) Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum 

6) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan bidang perumahan 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam atau sosial 

Sasaran : 

Berkurangnya jumlah rumah akibat bencana alam atau sosial 

Kegiatan : 

1) Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam 

2) Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial 

3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran  

Sasaran : 

1) Menurunnya jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Cirebon 

2) Menurunnya korban akibat kebakaran 

Kegiatan :  

1) Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan 

bahaya kebakaran 

2) Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan 

bahaya kebakaran 

3) Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung 

4) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 

5) Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran  

6) Rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran 
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7) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 

8) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 

9) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya 

kebakaran 

10) Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya 

kebakaran 

11) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 

12) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 

13) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
f.   Program pengelolaan area pemakaman 

Sasaran: 

Tertatanya area pemakaman di Kabupaten Cirebon 

Kegiatan : 

1) Penyusunan kebijakan norma, standar, prosedur dan manual 

pengelolaan areal pemakaman 

2) Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal 

3) Koordinasi pengelolaan areal pemakaman 

4) Koordinasi penataan areal pemakaman 

5) Pemberian perijinan pemakaman 

6) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 

7) Pemeliharan sarana dan prasarana pemakaman 

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
34. Bidang Lingkungan Hidup 

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah TPS 
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2) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan berbasis konsep 

3 R ( Reuse, Recycle dan Recovery ); 

3) Membangun kelompok kerja masyarakat di sector persampahan 

secara mandiri; 

4) Mendorong terwujudnya TPA ramah lingkungan; 

5) Mendorong peningkatan cakupan pelayanan persampahan 

Kegiatan : 

1) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 

2) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 

3) Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan 

4) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

persampahan 

5) Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 

6) Bimbingan teknis persampahan 

7) Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 

8) Kerjasama pengelolaan persampahan 

9) Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah 

10) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 

11) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

persampahan 

12) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Hidup 

Sasaran: 

1) Meningkatkan kualitas lingkungan (air, udara, pesisir, laut dan 

tanah) 

2) Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha, 

industri dan masyarakat;  
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3) Mendorong penerapan peraturan perundang-undangan di bidang 

lingkungan hidup 

4) Menurunkan beban pencemaran air sungai 

5) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menurunkan 

beban pencemaran limbah cair 

6) Menurunkan beban pencemaran limbah non B3 

7) Peningkatan pengkajian dampak lingkungan akibat kegiatan 

pembangunan dan pengembangan pedoman data dan informasi 

lingkungan 

8) Meningkatnya kelompok masyarakat peduli lingkungan di 

lingkungan dunia usaha, sekolah dan pemerintah 

9) Tertibnya kegiatan pertambangan 

Kegiatan : 

1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 

2) Koordinasi penilaian langit biru 

3) Pemantauan Kualitas Lingkungan 

4) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 

5) Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 

6) Pengelolaan B3 dan Limbah B3 

7) Pengkajian dampak lingkungan 

8) Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan 

9) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 

10) Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 

11) Pengembangan produksi ramah lingkungan 

12) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup 

13) Koordinasi penyusunan AMDAL 

14) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian 

lingkungan hidup 
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15) Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif 

16) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 

Sasaran: 

1) Meningkatnya upaya konservasi sumberdaya alam 

2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan 

pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan 

lingkungan  

3) Terkendalinya kerusakan sumber daya air 

4) Meningkatnya konservasi daerah tangkapan air 

Kegiatan : 

1) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan 

Sumber-Sumber Air 

2) Pantai dan Laut Lestari 

3) Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, 

Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut 

4) Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 

5) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 

6) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 

7) Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-

sumber Air 

8) Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 

9) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 

10) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 

11) Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut 

12) Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi 

Laut Regional 

13) Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan 
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14) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan 

konservasi SDA 

15) Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 

16) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
d. Program  Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 

Sasaran: 

Tersedianya standard dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, 

mangrove dan padang lamun  

Kegiatan : 

1) Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang 

lamun, estuaria dan teluk 

2) Perencanaan dan penyusunan program pembangunan 

pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 

3) Rehabilitasi hutan dan lahan 

4) Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 

5) Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu 

karang, mangrove, dan padang lamun 

6) Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu 

karang, mangrove, dan padang lamun 

7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan 

pemulihan cadangan SDA 

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup 

Sasaran: 

Meningkatnya sinergitas informasi dalam peningkatan kualitas 

sumberdaya alam dan lingkungan  

Kegiatan : 
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1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang 

lingkungan 

2) Pengembangan data dan informasi lingkungan 

3) Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya 

hutan (NSDH) nasional dan daerah 

4) Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
f.   Program Peningkatan Pengendalian Polusi 

Sasaran: 

1) Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan  

2) Meningkatnya penerapan teknologi pengendalian pencemaran 

yang ramah lingkungan  

Kegiatan : 

1) Pengujian emisi kendaraan bermotor 

2) Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 

3) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 

4) Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang 

menimbulkan polusi 

5) Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
g. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-

kawasan konservasi laut dan hutan 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah konservasi laut dan hutan wisata 

2) Meningkatnya potensi jasa lingkungan di kawasan konservasi laut 

dan hutan wisata 
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Kegiatan : 

1) Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan 

konservasi 

2) Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata 

3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
h. Program Pengendalian kebakaran hutan 

Sasaran : 

1) Tersedianya peta kawasan rawan kebakaran hutan 

2) Tersusunnya rencana mitigasi bencana kebakaran hutan 

Kegiatan : 

1) Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan 

2) Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan 

3) Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 

4) Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian 

kebakaran hutan 

5) Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan 

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
i.   Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 

Sasaran: 

1) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem 

pesisir dan laut 

2) Meningkatnya upaya pemulihan ekosistem pesisir dan laut  

Kegiatan : 

1) Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 

2) Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut 

 
j.   Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 
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Sasaran: 

1) Tersedianya data ruang terbuka hijau ( eksisting dan potensi ) 

2) Meningkatnya ruang terbuka hijau mencapai target  26,2 % 

berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon. 

Kegiatan : 

1) Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual 

pengelolaan RTH 

2) Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual 

pengelolaan RTH 

3) Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 

4) Penyusunan program pengembangan RTH 

5) Penataan RTH 

6) Pemeliharaan RTH 

7) Pengembangan taman rekreasi 

8) Pengawasan dan pengendalian RTH 

9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 

10) Monitoring dan evaluasi 

 

35. Bidang Penataan Ruang 

a. Program Perencanaan Tata Ruang 

Sasaran: 

1) Tersedianya perda tentang ketataruangan 

2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pengawasan dan pengendalian ruang 

3) Terarahnya pemanfaatan ruang daerah 

4) Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan ruan 

Kegiatan : 

1) Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 

2) Penetapan kebijakan tentang RTRW, RDTRK & RTBL 
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3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang 

4) Penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dilengkapi 

peraturan zonasi 

5) Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 

6) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 

7) Penyusunan raperda RDTR dan peraturan zonasi 

8) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam 

perencanaan tata ruang 

9) Koordinasi tim penataan ruang 

10) Revisi rencana tata ruang 

11) Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 

12) Survei dan pemetaan 

13) Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas 

kabupaten/kota 

14) Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang 

 
b. Program Pemanfaatan Ruang 

Sasaran: 

1) Terarahnya rencana tata ruang daerah dalam pelaksanaan 

pembangunan 

2) Adanya norma standar prosedur rekomendasi pemanfaatan ruang 

3) Terarahnya rencana pemanfaatan ruang baik RTRW, rencana 

kawasan strategis dan rencana detail tata ruang 

Kegiatan : 

1) Penyusunan kebijakan perijinan pemanfaatan ruang 

2) Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang 

3) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 

4) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pemanfaatan ruang 
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5) Survei dan pemetaan 

6) Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang 

7) Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual 

pemanfaatan ruang 

8) Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas 

kabupaten/kota 

9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang 

 
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Sasaran: 

1) Terstandarisasinya sistem pengendalian pemanfaatan ruang 

2) Terkendalinya pemanfaatan ruang 

Kegiatan : 

1) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan 

ruang 

2) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengendalian pemanfaatan ruang 

3) Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

4) Pengawasan pemanfaatan ruang 

5) Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas 

kabupaten/kota 

6) Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang 

 

4.3 PROGRAM JANJI BUPATI 

1.   Program rintisan wajib belajar dikdas 12 tahun 

Sasaran: 

1) Meningkatnya APM SMA/MK/MA 

2) Meningkatnya APK SMA/ MK/ MA 
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Kegiatan : 

Pembebasan dana sumbangan pendidikan (DSP) bagi sekolah negeri 

tingkat SLTA dan subsidi pendidikan bagi sekolah swasta tingkat 

SLTA 

2.   Program peningkatan Partisipasi Olah Raga masyarakat 

Sasaran: 

1) Meningkatnya jumlah prestasi olah raga 

Kegiatan : 

1) Penyediaan Sarana daan Prasarana Olah Raga 

2) Pelatihan/Pembinaan  bagi atlit berprestasi, pemuda dan pelajar 

 

3.   Program penanggulangan akibat krisis ekonomi global 

Sasaran: 

1) Mengurangi angka pengangguran 

2) Meningkatnya pendapatan masyarakat 

Kegiatan :  

1) Pelaksanaan padat karya 

2) Peningkatan penyertaan modal pada BUMD yang dapat 

menunjang perekonomian rakyat 

 
4.   Program Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup 

Sasaran: 

1) Menurunnya kasus lingkungan hidup 

2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan 

Kegiatan :  

1) Sosialisasi kebijakan di bidang lingkungan 

2) Penanganan kasus lingkungan 
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BAB V 
 

PENDANAAN DAERAH 
 

 
 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur keuangan daerah diantaranya Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara 

tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta 

taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada 

proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur 

belanja daerah. Oleh sebab itu sebelum menentukan arah kebijakan 

umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan 

datang, maka perkembangan struktur pendapatan dan belanja daerah 

akan disampaikan berikut ini. 

Sumber penerimaan daerah terdiri atas : 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah;  

2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan 

(PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi Khusus, Dana penyesuaian (nontifikasi)  

3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, 

Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak. 
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Pemerintah Daerah tidak mempunyai sumber-sumber pendapatan 

lain, kecuali yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. 

Apabila Pemerintah Daerah tidak mengambil langkah-langkah yang 

kreatif inovatif untuk menggali potensi pendapatan asli daerah, maka 

ketergantungan dari Pemerintah Pusat semakin tinggi. Agar Kabupaten 

Cirebon menjadi daerah otonom yang memiliki kapabilitas tinggi maka 

PAD nya paling rendah harus mencapai 20 % dari total APBD. Apabila 

diperhatikan trend PAD Sejak tahun 2003-2007 , PAD Kabupaten Cirebon 

kisarannya berada pada 9 %-11% saja.  

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat 

tergantung pada  dana perimbangan yang penerimaannya diperoleh dari  

pemerintah. Selain sumber-sumber di atas, penerimaan daerah dapat 

diperoleh melaui pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana 

Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan. Oleh karenanya pemerintah daerah membutuhkan dana 

masyarakat dan swasta. Kontribusi dana masyarakat yang dibutuhkan 

pemerintah Kabupaten Cirebon lebih dari 80% dari total pembangunan.  

Seluruh  anggaran pembangunan di Kabupaten Cirebon selama 5 

(lima) Tahun (2003-2007) dan arah kebijakan pendanaan untuk lima 

tahun ke depan, secara yuridis formal adalah sebagai berikut: 

 

5.1  ARAH PENGELOLAAN APBD 

5.1.1  Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan 

yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan 
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Daerah yang sah. Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Cirebon selama kurun waktu 5 tahun (2003-2007), rata-rata 

rencana pertumbuhan pendapatan pertahun mengalami kenaikan 

sebesar 19,57 %, sedangkan realisasi pendapatannya tumbuh sebesar 

19,04 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilaihat pada Tabel 5.1.  

Tabel 5.1 
Perkembangan Rencana dan Realisasi Pendapatan  

Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2003-2007 

 

Tahun 

Rencana Realisasi 

Pendapatan 
Pertumbuhan 

(%) 
Pendapatan 

Pertumbuhan 
(%) 

2003 521.884.264.251,59 - 526.385.701.340,98 - 

2004 570.522.246.439,22 9,32 581.585.244.722,71 10,49 

2005 611.846.279.533,59 7,24 619.210.419.790,32 6,47 

2006 918.663.197.000,00 50,15 928.670.532.359,00 49,98 

2007 1.025.110.547.704,00 11,59 1.014.368.236.429,00 9,23 

Rencana 
2008 

121.757.691.266,00 (88,12)   

Rata-
rata per 
Tahun 

 19,57  19,04 

Jumlah 3.648.026.534.928,40  3.670.220.134.642,01  

Sumber: Bagian Keuangan 2007 

 
Sedangkan pendapatan asli daerah (PADS) lima tahunan 

ditargetkan setiap tahun tumbuh lebih dari 10 %, pertumbuhan sebesar 

tersebut merupakan hasil analisis dan pembahasan bersama DPRD pada 

setiap tahun anggaran dalam proses penghitungan rencana pendapatan 

asli daerah. Tahun 2004 PAD ditargetkan naik 17,49  %, namun pada 

realisasinya hanya tercapai 6,75 %, Tahun 2005 ditargetkan naik 23,21 % 

sedangkan pencapaiannya lebih dari target yaitu  realisasinya 30,72 %. 

Tahun 2006. Tahun 2007 PAD ditargetkan naik 28,09 %, namun 

realisasinya jauh dari target dan hanya mencapai 9,04 % sehingga 

realisasi pendapatan asli daerah rata-rata pertumbuhan lima tahunan 

hanya 23,25 %. Begitu pula dengan kebijakan pendapatan dari Dana 

Perimbangan senantiasa ditargetkan naik lebih dari 10 % rata-rata lima 
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tahunan. Hasilnya target tersebut dapat terlampaui sebagaimana Tabel 

5.2. 

Tabel 5.2 
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon 

Tahun Anggaran 2003 – 2007 

Tahun 

Rencana Realisasi 

PAD 
Pertumbuhan 

(%) 
PAD 

Pertumbuhan 
(%) 

2003 42.923.515.775,00 0 45.170.053.299,48 - 

2004 50.430.634.269,19 17,49 48.221.232.032,71 6,75 

2005 62.136.003.716,25 23,21 63.035.103.768,32 30,72 

2006 88.828.419.480,00 42,96 92.348.943.457,00 46,50 

2007 113.778.155.384,70 28,09 100.692.757.876,00 9,04 

Rata-
rata per 
Tahun 

 27,94  23,25 

Jumlah 358.096.728.625,14  349.468.090.433,51  

Sumber: Bagian Keuangan 2007 

 
Tabel 5.3 

Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Cirebon 
Tahun Anggaran 2003 – 2007 

 

Tahun Rencana 
Pertumbuhan 

(%) 
Realisasi 

Pertumbuhan 
(%) 

2003 451.756.200.328,59 - 454.011.099.893,50 - 

2004 493.172.288.170,03 9,17 506.072.688.690,00 11,47 

2005 549.710.275.817,34 11,46 556.175.316.022,00 9,90 

2006 829.834.777.520,00 50,96 836.321.588.902,00 50,37 

2007 806.765.546.934,00 (2,78) 801.518.681.776,00 (4,16) 

Rata-rata 
per 

Tahun 
 15,34  16,89 

Jumlah 3.131.239.088.769,96  3.154.099.375.283,50  

Sumber: Bagian Keuangan 2007 

Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Cirebon 

termasuk rentan dan lemah terhadap kondisi fiskal nasional yang 

fluktuatif. Kondisi ini dialami secara nyata pada tahun 2007 dan 2008. 

Proporsi ketergantungan APBD Kabupaten Cirebon apabila dilihat dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 5.4 
Proporsi Realisasi PAD terhadap DAU Kabupaten Cirebon 

Tahun Anggaran 2003 – 2007 
 

Tahun Realisasi DAU Realisasi  PAD Realisasi APBD 
PROPORSI 
PAD/APBD 

2003 454.011.099.893,50 45.170.053.299,48 499,181,153,192.98 9.05 

2004 506.072.688.690,00 48.221.232.032,71 554,293,920,722.71 8.70 

2005 556.175.316.022,00 63.035.103.768,32 619,210,419,790.32 10.18 

2006 836.321.588.902,00 92.348.943.457,00 928,670,532,359.00 9.94 

2007 801.518.681.776,00 100.692.757.876,00 902,211,439,652.00 11.16 

Rata-
rata /Th  

870,238,772,934.00   9,81 

Sumber: Bagian Keuangan 2007 

 

Selama kurun waktu lima tahun (2003-2007) dihitung dari APBD 

tanpa pembiayaan nampak bahwa PAD Kabupaten Cirebon merupakan 

bagian kecil (9,81 %) dari APBD. Untuk mencapai tingkat kemandirian 

atau otonomi yang nyata dan utuh, proporsi PAD dalam APBD minimal 15 

% hingga 20 %. Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan di 

Kabupaten Cirebon peran swasta sangat penting. Hal ini diperlukan untuk 

mendongkrak PDRB dan LPE . Berikut perkembangan PDRB selama lima 

tahun (2003-2007): 
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Tabel 5.5 
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon 

Atas Dasar Berlaku Tahun 2003 – 2007 

NO LAPANGAN USAHA 
TAHUN 2003 TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 

(Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000) 

1 P E R T A N I A N 2.479.481.890 2.775.681.180 3.414.622.450 3.897.053.290 4.409.890.640 

  a. Tanaman Bahan Makanan 1.352.418.780 1.464.146.660 1.836.858.390 2.152.434.720 2.445.821.700 

  b. Tanaman Perkebunan 409.091.350 475.171.720 548.460.890 598.998.860 678.543.011 

  c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 357.787.740 409.048.740 501.080.460 569.672.280 645.318.682 

  e. Kehutanan 16.598.800 19.695.920 23.129.930 24.915.370 28.112.893 

  f.  Perikanan 343.585.220 407.618.140 505.092.780 541.032.060 612.094.354 

2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 28.925.990 32.403.460 38.250.300 43.349.870 48.558.634 

  a. Minyak dan Gas Bumi (Migas)           

  b. Pertambangan tanpa Migas           

  c. Penggalian 28.925.990 32.403.460 38.250.300 43.349.870 48.558.634 

3 INDUSTRI PENGOLAHAN  859.960.010 907.188.210 1.099.063.560 1.265.555.070 1.432.479.689 

  a. Industri Migas           

  b. Idustri Tanpa Migas 859.960.010 907.188.210 1.099.063.560 1.265.555.070 1.432.479.689 

4 LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 187.163.750 213.467.680 266.262.050 305.854.340 346.299.728 

  a. Listrik 178.101.770 203.313.600 253.869.010 292.282.830 330.965.423 

  b. Gas Kota           

  c. Air Bersih 9.061.980 10.154.080 12.393.040 13.571.510 15.334.305 

5 BANGUNAN / KONSTRUKSI 448.607.620 491.365.320 611.322.000 699.478.690 792.272.442 

6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 1.462.238.970 1.577.320.910 1.979.703.540 2.355.126.410 2.666.891.268 

  a. Perdagangan Besar dan Eceran 1.094.085.620 1.180.791.010 1.483.347.750 1.789.005.410 2.025.406.162 

  b. Hotel 4.986.360 5.561.060 6.598.910 7.586.380 8.945.011 

  c. Restoran / Rumah Makan 363.166.990 390.968.840 489.756.880 558.534.620 632.540.095 

7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 466.466.890 544.310.260 800.035.160 924.443.700 1.047.844.197 

  a. Pengangkutan 437.145.230 510.025.740 755.029.050 873.809.780 990.340.552 

      1) Angkutan Rel 1.748.410 2.064.270 2.753.790 2.838.270 3.833.576 

      2) Angkutan Jalan Raya 397.421.870 467.082.900 694.083.130 809.103.590 916.224.743 

      3) Angkutan Laut           

      4) Angkutan Sungai dan Penyeberangan           

      5) Angkutan Udara           

      6) Jasa Penunjang Angkutan 37.974.950 40.878.570 58.192.130 61.867.920 70.282.233 

  b. Komunikasi 29.321.660 34.284.520 45.006.110 50.633.920 57.503.645 

8 KEUANGAN, SEWA BANGUNAN DAN  297.616.760 330.121.330 397.755.470 458.856.610 518.810.664 

  JASA PERUSAHAAN           

  a. Bank 11.192.590 14.884.640 18.614.520 20.254.250 23.001.458 

  b. Lembaga Keuangan selain Bank 41.983.610 47.030.680 60.191.750 78.261.800 88.172.256 

  c. Sewa Bangunan  188.728.620 206.622.140 245.764.690 278.726.670 315.631.118 

  d. Jasa Perusahaan 55.711.940 61.583.870 73.184.510 81.613.890 92.005.832 

9 JASA-JASA 904.722.640 956.547.050 1.153.046.310 1.339.942.260 1.515.540.510 

  a. Pemerintahan Umum 655.501.870 683.357.060 816.622.860 928.011.180 1.050.399.915 

  b. Swasta 249.220.770 273.189.990 336.423.450 411.931.080 465.140.595 

      1) Jasa Sosial Kemasyarakatan 52.008.260 57.332.260 67.179.620 79.717.840 90.727.973 

      2) Jasa Hiburan dan Rekreasi 7.539.790 8.283.840 9.941.520 11.303.660 12.778.588 

      3) Jasa Perseorangan dan Rumah Tangga  189.672.720 207.573.890 259.302.310 320.909.580 361.634.034 

  TOTAL PDRB 7.135.184.520 7.828.405.400 9.760.060.840 11.289.660.240 12.778.585.772 

Sumber : BPS Kab. Cirebon 
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Tabel 5.6 
Perbandingan APBD dan PDRB 

Tahun 2002-2007 

TAHUN APBD (Rp) PDRB BERLAKU (Rp) 

2003 409,978,675,000 7,135,184,520,000 

2004 563,389,101,001 7,828,405,400,000 

2005 616,243,940,182 9,760,060,840,000 

2006 928,877,502,451 11,289,660,240,000 

2007 1,016,241,511,274 12,778,587,772,000 
Sumber : Perda APBD dan BPS Kab. Cirebon 

 

Gambaran tersebut menunjukkan posisi APBD terhadap PDRB  

relatif kecil. Adapun nilai rata-rata total APBD dibandingkan dengan Total 

PDRB lima tahun hanya mempunyai multiplier effect  0,7244. 

 
5.1.2   Arah Pengelolaan Belanja Daerah 

Dalam Tahun Anggaran 2003 s.d. 2007, Belanja Daerah 

dialokasikan  sebesar Rp 3.754.140.807.849,00 dan dapat direalisasikan 

sebesar    Rp3.616.624.504.716,82 atau 96,00 %. Kinerja penyerapan 

anggaran belanja mencapai 96,00 % menunjukkan bahwa tingkat 

penyerapan dalam batas proporsi yang masih ideal karena dalam 

realisasi sebuah anggaran akan dipengaruhi berbagai hal, baik yang 

bersifat faktor internal maupun faktor eksternal.  

Rincian selengkapnya untuk alokasi  anggaran dan realisasi 

belanja daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  V-8 

 

  RPJMD Kabupaten Cirebon 2009-2014 

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

Tabel 5.7 
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cirebon 

Tahun Anggaran 2003 – 2007 

Tahun Rencana Belanja 
Pertumbuhan 

(%) 
Realisasi Belanja 

Pertumbuhan 
(%) 

2003 552.906.971.575,00 - 530.394.606.695,42 - 

2004 583.554.042.765,00 5,54 563.389.101.002,08 6,22 

2005 636.799.733.400,00 9,12 616.243.940.182,32 9,38 

2006 928.877.502.451,00 45,87 897.198.296.004,00 45,59 

2007 1.052.002.557.658,00 13,26 1.009.398.560.833,00 12,51 

Rata-
rata per 
Tahun 

 16,27  18,42 

Jumlah 3.754.140.807.849,00  3.616.624.504.716,82  

Sumber: Perda APBD Kab. Cirebon 

Tabel 5.8 
Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi  

Belanja Kabupaten Cirebon 
Tahun Anggaran 2003 – 2006 

Sumber: Bagian Keuangan 

 

 

 

 

 

 

Belanja Daerah 
Anggaran Setelah 

Perubahan 
Realisasi % 

BELANJA DAERAH 2.702.138.250.191,00 2.607.225.943.883,82 96,49 

BELANJA  APARATUR 767.321.467.593,00 723.696.263.987,25 94,31 

Belanja Administrasi Umum 533.226.991.163,00 504.659.155.205,25 94,64 

Belanja Operasional dan 
Pemeliharaan (BOP) 

128.436.448.474,00 116.754.194.874,00 90,90 

Belanja Modal 105.658.027.956,00 102.282.913.908,00 96,81 

BELANJA  PUBLIK 1.676.082.751.792,00 1.637.478.901.381,57 97,70 

Belanja Administrasi Umum 1.024.779.055.385,00 1.006.665.950.527,57 98,23 

Belanja Operasional dan 
Pemeliharaan (BOP) 

351.164.321.064,00 341.403.567.268,00 97,22 

Belanja Modal 300.139.375.343,00 289.409.383.586,00 96,42 

BELANJA  BAGI HASIL 
DAN BANTUAN 
KEUANGAN 

249.934.030.806,00 240.952.263.635,00 96,41 

BELANJA  TIDAK 
TERSANGKA 

8.800.000.000,00 5.098.514.880,00 57,94 
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Tabel 5.9 
Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja  

Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2007 

Sumber: Bagian Keuangan 

 

5.1.3  ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Pembangunan lima tahun ke depan adalah sebuah harapan 

kemakmuran masyarakat Kabupaten Cirebon, terutama setelah pesta 

demokrasi yang berlangsung kondusif. Bupati terpilih telah menyusun 

berbagai langkah kebijakan yang implementasinya tergantung dari 

kebersamaan para pelaksana di tataran teknis. Berbagai langkah 

strategis seperti bebas DSP untuk semua tingkatan pendidikan di sekolah 

negeri, program padat karya adalah bagian dari pemerataan 

pembangunan guna mengantisipasi dampak memacu  pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi. 

Selanjutnya perlu diketahui pula, bahwa peran swasta  dan 

masyarakat sangat penting dalam pembangunan daerah, sehingga 

kemakmuran daerah dapat diwujudkan. 

Kekhawatiran pencapaian target indikator ekonomi makro tidak tercapai 

sangat beralasan karena multiplier effect APBD terhadap pembentukan 

PDRB hanya 0,7244 atau proporsinya 7,2 %, maka diperlukan investasi 

Uraian Anggaran Realisasi % 

Belanja 1.052.002.557.658,00 1.009.418.560.833,00 95,95 

Belanja Tidak 
Langsung 

546.955.246.786,00 543.027.261.383,00 99,28 

Belanja Pegawai 436.848.771.286,00 441.959.227.616,00 101,17 

Belanja Bagi Hasil 150.000.000,00 109.158.800,00 72,77 

Belanja Hibah - - - 

Belanja Bantuan 106.856.475.500,00 98.678.221.870,00 92,35 

Belanja Tidak 
Terduga 

3.100.000.000,00 2.280.653.097,00 73,57 

Belanja Langsung 505.047.310.872,00 466.391.299.450,00 92,35 

Belanja Pegawai 110.950.118.300,00 101.892.271.627,00 91,84 

Belanja Barang 
dan jasa 

224.755.434.202,00 206.244.245.478,00 91,76 

Belanja Modal 169.341.758.370,00 158.254.782.345,00 93,45 
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TAHUN 2009TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014

( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. )

1. PERTANIAN 5,510,545,450,490   6,220,034,334,472    7,020,831,429,574     7,924,715,957,705      8,945,058,776,080 
a. Tanaman Bahan Makanan 3,398,413,308,326   3,835,962,819,004    4,329,823,096,488     4,887,258,515,030      5,516,515,027,689     

b. Tanaman Perkebunan 369,074,993,700      416,593,811,526      470,228,099,726        530,766,784,966         599,105,395,480        

c. Peternakan dan hasil-hasilnya 900,762,237,099      1,016,736,381,596    1,147,635,906,757     1,295,386,262,317      1,462,173,069,167     

d. Kehutanan 31,060,766,797        35,059,875,227        39,573,651,957          44,668,491,804           50,419,761,006          

e. Perikanan 811,234,144,568      915,681,447,117      1,033,570,674,646     1,166,635,903,588      1,316,845,522,739     

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 76,738,365,027        86,618,515,268        97,770,198,953          110,357,450,339         124,566,468,367    
a. Minyak dan Gas Bumi (Migas)

b. Pertambangan tanpa Migas

c. Penggalian 76,738,365,027        86,618,515,268        97,770,198,953          110,357,450,339         124,566,468,367        

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 2,828,356,882,414   3,192,510,991,300    3,603,530,189,980     4,067,460,312,509      4,591,164,119,818 
a. Industri Migas

b. Industri tanpa Migas 2,828,356,882,414   3,192,510,991,300    3,603,530,189,980     4,067,460,312,509      4,591,164,119,818     

4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 462,257,294,090      521,773,437,209      588,949,055,598        664,772,260,378         750,364,678,497        

a. Listrik 442,159,150,868      499,087,635,591      563,342,574,919        635,869,118,622         717,740,127,258        

b. Gas Kota

c. Air Bersih 20,098,143,221        22,685,801,618        25,606,480,678          28,903,141,756           32,624,551,239          

5. BANGUNAN/KONTRUKSI 1,114,533,396,817   1,258,030,816,985    1,419,995,746,698     1,602,810,588,263      1,809,179,659,618     

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 3,745,563,054,876   4,227,808,483,311    4,772,116,853,656     5,386,494,599,899      6,080,030,003,635     

a. Perdaganga Besar dan Eceran 2,874,034,480,644   3,244,069,631,341    3,661,726,736,976     4,133,149,271,044      4,665,310,827,180     

b. Hotel 10,962,623,575        12,374,073,610        13,967,171,279          15,765,350,048           17,795,209,767          

c. Restoran/Rumah makan 860,565,950,657      971,364,778,361      1,096,422,945,401     1,237,579,978,806      1,396,923,966,689     

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1,465,337,351,225   1,654,001,172,495    1,866,945,227,626     2,107,301,789,814      2,378,626,372,154     

a. Pengangkutan 1,383,117,674,410   1,561,195,620,423    1,762,191,443,033     1,989,061,664,450      2,245,162,298,903     

    1) Angkutan Rel 3,654,207,858          4,124,691,203          4,655,723,760            5,255,116,683             5,931,736,589            

    2) Angkutan Jalan Raya 1,280,799,854,375   1,445,704,266,732    1,631,831,177,762     1,841,918,397,331      2,079,073,674,414     

    3) Angkutan Laut

    4) Angkutan Sungai dan Penyeberangan

    5) Angkutan Udara

    6) Jasa Penunjang Angkutan 98,663,612,177        111,366,662,487      125,704,541,511        141,888,150,436         160,156,887,901        

b. Komunikasi 82,219,676,814        92,805,552,073        104,753,784,592        118,240,125,364         133,464,073,251        

8. KEUANGAN, SEWA BANGUNAN DAN 716,224,740,249      808,439,475,833      912,521,856,894        1,030,002,869,834      1,162,620,371,427     

JASA PERUSAHAAN

a. Bank 31,060,766,797        35,059,875,227        39,573,651,957          44,668,491,804           50,419,761,006          

b. Lembaga Keuangan selain Bank 129,724,378,974      146,426,537,715      165,278,193,468        186,556,642,240         210,576,648,906        

c. Sewa Bangunan 436,677,839,081      492,900,598,786      556,358,989,280        627,986,443,598         708,842,522,375        

d. Jasa Perusahaan 118,761,755,399      134,052,464,105      151,311,022,189        170,791,292,192         192,781,439,140        

9. JASA-JASA 2,351,482,756,890   2,654,238,789,279    2,995,958,239,344     3,381,667,585,400      3,817,072,494,965     

a. Pemerintah Umum 1,710,169,277,738   1,930,355,483,112    2,178,878,719,523     2,459,394,607,564      2,776,052,723,611     

b. Swasta 641,313,479,152      723,883,306,167      817,079,519,821        922,272,977,836         1,041,019,771,354     

    1) Jasa Sosial Kemasyarakatan 120,588,859,328      136,114,809,707      153,638,884,069        173,418,850,533         195,747,307,434        

    2) Jasa Hiburan dan Rekreasi 18,271,039,292        20,623,456,016        23,278,618,798          26,275,583,414           29,658,682,945          

    3) Jasa Perseorangan dan Rumah Tangga 502,453,580,532      567,145,040,444      640,162,016,954        722,578,543,889         815,613,780,975        

TOTAL PDRB 18,271,039,292,077 20,623,456,016,153  23,278,618,798,323   26,275,583,414,141    29,658,682,944,562    

NO. LAPANGAN USAHA

Catatan : Kenaikan produksi rata-rata per tahun per sektor sebesar 12,87 % (2010-2011)

swasta yang sangat besar yaitu mencapai 90 % lebih. Untuk mengetahui 

proyeksi PDRB Kab. Cirebon dalam kurun waktu lima tahun kedepan 

dapat dilihat pada tabel 5.10, tabel 5.11 dan tabel 5.12 dibawah ini : 

Tabel 5.10 
Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) 

Tahun 2010-2014 
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TAHUN 2009TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014

( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. )

1. PERTANIAN 2,331,612,641,963   2,448,193,274,062    2,570,602,937,765     2,699,133,084,653      2,834,089,738,886     

a. Tanaman Bahan Makanan 1,364,903,331,103   1,433,148,497,658    1,504,805,922,541     1,580,046,218,668      1,659,048,529,601     

b. Tanaman Perkebunan 169,543,547,681      178,020,725,065      186,921,761,318        196,267,849,384         206,081,241,854        

c. Peternakan dan hasil-hasilnya 405,971,247,200      426,269,809,560      447,583,300,038        469,962,465,040         493,460,588,292        

d. Kehutanan 14,776,731,220        15,515,567,781        16,291,346,170          17,105,913,478           17,961,209,152          

e. Perikanan 376,417,784,760      395,238,673,998      415,000,607,698        435,750,638,083         457,538,169,987        

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 33,442,075,919        35,114,179,715        36,869,888,700          38,713,383,135           40,649,052,292          

a. Minyak dan Gas Bumi (Migas)

b. Pertambangan tanpa Migas

c. Penggalian 33,442,075,919        35,114,179,715        36,869,888,700          38,713,383,135           40,649,052,292          

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 1,187,582,556,464   1,246,961,684,287    1,309,309,768,501     1,374,775,256,926      1,443,514,019,773     

a. Industri Migas

b. Industri tanpa Migas 1,187,582,556,464   1,246,961,684,287    1,309,309,768,501     1,374,775,256,926      1,443,514,019,773     

4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 164,877,211,506      173,121,072,082      181,777,125,686        190,865,981,970         200,409,281,069        

a. Listrik 153,211,371,070      160,871,939,623      168,915,536,604        177,361,313,434         186,229,379,106        

b. Gas Kota

c. Air Bersih 11,665,840,437        12,249,132,459        12,861,589,082          13,504,668,536           14,179,901,962          

5. BANGUNAN/KONTRUKSI 552,960,836,703      580,608,878,538      609,639,322,465        640,121,288,588         672,127,353,018        

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 1,758,431,015,170   1,846,352,565,928    1,938,670,194,225     2,035,603,703,936      2,137,383,889,133     

a. Perdaganga Besar dan Eceran 1,319,795,414,747   1,385,785,185,485    1,455,074,444,759     1,527,828,166,997      1,604,219,575,346     

b. Hotel 6,221,781,566          6,532,870,645          6,859,514,177            7,202,489,886             7,562,614,380            

c. Restoran/Rumah makan 432,413,818,856      454,034,509,799      476,736,235,289        500,573,047,054         525,601,699,406        

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 471,299,953,646      494,864,951,328      519,608,198,894        545,588,608,839         572,868,039,281        

a. Pengangkutan 428,525,205,378      449,951,465,646      472,449,038,929        496,071,490,875         520,875,065,419        

    1) Angkutan Rel 1,555,445,392          1,633,217,661          1,714,878,544            1,800,622,471             1,890,653,595            

    2) Angkutan Jalan Raya 383,417,289,022      402,588,153,473      422,717,561,147        443,853,439,204         466,046,111,164        

    3) Angkutan Laut

    4) Angkutan Sungai dan Penyeberangan

    5) Angkutan Udara

    6) Jasa Penunjang Angkutan 43,552,470,964        45,730,094,512        48,016,599,238          50,417,429,200           52,938,300,660          

b. Komunikasi 42,774,748,268        44,913,485,682        47,159,159,966          49,517,117,964           51,992,973,862          

8. KEUANGAN, SEWA BANGUNAN DAN 335,198,481,883      351,958,405,978      369,556,326,276        388,034,142,590         407,435,849,720        

JASA PERUSAHAAN

a. Bank 12,443,563,133        13,065,741,289        13,719,028,354          14,404,979,771           15,125,228,760          

b. Lembaga Keuangan selain Bank 48,996,529,834        51,446,356,326        54,018,674,142          56,719,607,850           59,555,588,242          

c. Sewa Bangunan 213,096,018,645      223,750,819,577      234,938,360,556        246,685,278,584         259,019,542,513        

d. Jasa Perusahaan 60,662,370,271        63,695,488,785        66,880,263,224          70,224,276,385           73,735,490,204          

9. JASA-JASA 941,822,184,596      988,913,293,825      1,038,358,958,517     1,090,276,906,443      1,144,790,751,765     

a. Pemerintah Umum 651,731,619,068      684,318,200,021      718,534,110,022        754,460,815,523         792,183,856,300        

b. Swasta 290,090,565,528      304,595,093,804      319,824,848,494        335,816,090,919         352,606,895,465        

    1) Jasa Sosial Kemasyarakatan 57,551,479,488        60,429,053,462        63,450,506,136          66,623,031,442           69,954,183,015          

    2) Jasa Hiburan dan Rekreasi 8,554,949,654          8,982,697,136          9,431,831,993            9,903,423,593             10,398,594,772          

    3) Jasa Perseorangan dan Rumah Tangga 223,984,136,386      235,183,343,205      246,942,510,366        259,289,635,884         272,254,117,678        

TOTAL PDRB 7,777,226,957,850   8,166,088,305,743    8,574,392,721,030     9,003,112,357,081      9,453,267,974,935     

NO. LAPANGAN USAHA

Tabel 5.11 
Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) 

Tahun 2010-2014 

 

Tabel 5.12 
Proyeksi APBD Tahun 2010-2014 

TAHUN PROYEKSI PAD PROYEKSI DAU PROYEKSI APBD 

2010 122,841,044,017.77 1.199.982.200.728,23  1.322.823.244.746  

2011 131,257,839,990.36 1.361.880.375.578,64  1.493.138.215.569  

2012 140,251,336,161.24 1.545.120.664.837,76  1.685.372.000.999  

2013 149,861,046,749.35 1.752.491.192.434,65  1.902.352.239.184  

2014 160,129,193,400.27 1.987.159.451.785,73  2.147.288.645.186  
Sumber : Bappeda Kab.Cirebon 



  V-12 

 

  RPJMD Kabupaten Cirebon 2009-2014 

RPJMD KABUPATEN CIREBON 2009-2014 

Keadaan ini akan berakibat buruk apabila komponen DAU  

seluruhnya dialokasikan  unuk belanja pegawai yang terdiri dari acress, 

dana kontingensi, dan lain-lain belanja tidak langsung. Perkiraan 

perbaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan berbagai program 

seperti renumerasi, perbaikan kinerja, sertifikasi guru dan lain-lain 

kebijakan nasional, akan menjadi beban APBD Kabupaten Cirebon    

yang sangat berat. 

Selanjutnya komitmen dan kebijakan daerah yang diarahkan Untuk 

meningkatkan PAD perlu terus ditingkatkan dan dilaksanakan dengan 

penuh rasa tanggungjawab Untuk, kemakmuran masyarakat. Setidaknya 

target PAD yang ditetapkan dapat terlampaui dan APBD dapat benar-

benar pro rakyat. Begitu pula seandainya target-target PAD, DAU tercapai 

diperlukan effisiensi riil dengan mengarahkan kinerja program dan 

kegiatan yang keseluruhannya menjadi tugas perencana untuk 

mengantisipasi kekeliruan penyusunan RKA dan DPA pada semua 

Organisasi Perangkat Daerah.  

 

5.1.4  ARAH PENGELOLAAN BARANG DAERAH 

Arah pengelolaan aset pada SKPD meliputi penatausahaan aset 

dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 

aset barang daerah. Penatausahaan aset terdiri dari pencatatan dan 

pelaporan akuntasi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan 

klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/ digunakan 

SKPD. 

Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak 

dikapitalisasi. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi 

apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah 

kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau 

menambah masa manfaat. Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana 

diuraikan diatas berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset 

tetap atau sebaliknya. Penyusutan sebagaimana diuraikan diatas 
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merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas 

dan manfaat dari suatu aset tetap. Pengelolaan aset daerah berpedoman 

pada Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). 

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 

aset barang daerah berupa pengamanan aset, antara lain sertifikasi, 

asuransi, pemagaran, dan lain-lain. 
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BAB VI 
 

KAIDAH PELAKSANAAN 
 

 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2014 

merupakan bagian integral dari rencana pembangunan provinsi dan nasional dalam 

rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Perencanaan Pembangunan yang 

terintegrasi harus dilaksanakan dalam suatu sinergi, baik yang bersifat tahapan 

teknis maupun yang bersifat kebijakannya. 

Pada konteks tahapan, pemerintah Pusat dan Provinsi telah menetapkan 

Rencana Jangka Panjang 20 tahun mulai tahun 2005 sampai dengan 2025. 

Selanjutnya dalam kerangka penjabaran rencana pembangunan tersebut, 

pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima ) tahunan. Di tingkat Pemerintah Pusat 

penetapan  RPJP Nasional  menggunakan waktu berlaku surut. Yakni 

penetapannya pada tahun 2007 namun didalamnya mengakomodir Perencanaan 

Pembangunan yang secara defacto sudah dan sedang berjalan. 

Begitu pun dengan penetapan RPJP Provinsi serta RPJM Provinsi yang 

secara batasan waktunya berlaku surut. Mengingat bahwa perencanaan 

Pembangunan Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan, maka bagi Pemerintah 

Kabupaten Cirebon penetapan RPJP Daerah dan RPJM Daerah disesuaikan 

dengan kepemimpinan Bupati baru periode 2008-2013. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon memuat 

Visi dan Misi Bupati yang dicanangkan dalam masa kampanye pemilihan Bupati 

Cirebon. Meskipun penetapan RPJM Tahun 2009-2014 pada bulan Maret 2009, 

namun berdasarkan ketentuan bahwa periode perencanaan ditetapkan berdasarkan 

penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati periode 2008-2013.  
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6.1  KAIDAH PELAKSANAAN 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten 

Cirebon Tahun 2009-2014 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja OPD, 

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah Tahunan, perencanaan penganggaran 

dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam 

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana 

Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja OPD, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 

Daerah Tahunan dan perencanaan penganggaran. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 selanjutnya 

menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Cirebon untuk tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, 

dan tahun 2014. 

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah 

pelaksanaan sebagai berikut: 

1.  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cirebon dengan didukung oleh 

Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah, 

serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan 

program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2009-2014 dengan sebaik-baiknya.  

2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten 

CirebOn  2009-2014 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan 

daerah. 

3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana 

Harian dalam pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Cirebon 2009 – 2014. 

4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cirebon berkewajiban untuk 

menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
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yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2009-2014 yang nantinya akan menjadi pedoman 

dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) 

Kabupaten Cirebon serta menjamin konsistensinya. 

5.  Pemerintah Desa  di dalam wilayah Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang menjabarkan visi, misi, 

dan program Kepala Daerah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam 

menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa setiap tahun. 

6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cirebon 

berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap 

Rancangan RPJM Desa.  

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-

2014 ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Kabupaten Cirebon dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di 

Kabupaten Cirebon. 

 7. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 

Kabupaten Cirebon tahun 2009-2014 perlu mengacu kepada Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon agar terwujud keselarasan 

pembangunan daerah. 

8.  Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2009-2014 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati 

terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap 

indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi . 

9.  Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 

2009-2014, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 
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Tahun 2005-2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon 

Nomor 92 tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. 

10. Mengingat masa bakti Bupati/Wakil Bupati akan berakhir pada tahun 2013 maka 

untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada, 

dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Daerah Transisi Tahun 2014 dengan tetap menyelaraskan perencanaan 

nasional dan provinsi Jawa Barat. 

11. Agar Pencapaian Kinerja Pembangunan berjalan sesuai harapan seluruh 

masyarakat Kabupaten Cirebon, tiap-tiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan 

dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas. 
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BAB VII 

P E N U T U P 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 

Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, 

misi dan program Kepala Daerah. 

Sebagai sebuah rencana pembangunan, RPJMD Kabupaten 

Cirebon hanya akan bermanfaat manakala seluruh Stakeholder 

pembangunan mempunyai visi yang sama dengan visi Kepala Daerah. 

Peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan regulator seluruh 

aktifitas pembangunan di daerah mengarahkan masyarakat yang 

beriman, sehat, cerdas dan sejahtera.  

Keberhasilan pembangunan harus mensinergikan  seluruh elemen 

daerah, untuk bersama-sama berpikir, bertindak dan mendukung dengan 

segala kemampuan yang dimiliki, sehingga  hasil pembangunannya dapat 

dinikmati bersama-sama masyarakat. 

 

 

        BUPATI CIREBON 

 

 

 

Drs. H. DEDI SUPARDI, MM. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 

berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2009-

2014 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 merupakan 

penjabaran visi dan misi Bupati Cirebon terpilih yang bersinergi dengan 

visi, misi Provinsi Jawa Barat dan Nasional serta hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan tetap bernuansa 

kedaerahan. Secara umum materi RPJMD berisi tentang visi, misi, tujuan, 

sasaran, dan program kepala daerah. Adapun aspek pembangunan yang 

dijabarkan meliputi agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur 

wilayah, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, politik, 

hukum, ketertiban dan ketentraman masyarakat, pemerintahan dan 

pembangunan desa, dan aparatur. 

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah 

bersama-sama menyusun dokumen RPJMD dan pemerintah daerah 

berharap seluruh masyarakat dapat membantu dalam implementasi dan 

pengawasannya. 

 

 Sumber,                    2009 

 BUPATI CIREBON 
 
 
 
 
 

Drs. H. DEDI SUPARDI, MM 
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